
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM 
PENGADAAN TANAH 

UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL 

TESIS 

NAMA KASDIN SIMANJUNTAK 
NPM 0606006305 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 
JAKARTA 
JULI2008 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM 
PENGADAAN TANAH 

UNTUKPEMBANGUNANJALANTOL 

TESIS 

DiaJukan Sebagai Salah Satu Syarat 
U ntuk Memperoleh Gelar Magister Hokum 

Pada Program PascasarJana 
Fakultas Hokum U mversltas Indonesia 

NAMA KASDIN SIMANJUNTAK 
NPM 0606006305 

UNIVERSITAS INDONESIA 
FAKULTASHUKUM 

PROGRAM STUD I MAGISTER HUKUM 
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI 

JAKARTA 
JULI2008 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

Tes1s 101 adalah hasd karya saya sendiri, 

dan semua somber ba1k yang d1kunp maupun dirUJUk 

telah saya nyatakan dengan benar 

Nama Kasdm SimanJuntak 

NPM 0606006305 

Tanda Tangan 1 

Tanggal 24 Jub 2008 

11 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



"" = 

HALAMAN PENGESAHAN 

Tesis Im diaJukan oleh 

Nama 
NPM 

Kasdm SimanJuntak 
0606006305 
Magister Hukum Program Studi 

Judul Tesis Penea apan Asas Kepentmgan Umum Dalam Pengadaan 
Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 

Telah berhasd dipertahankan di hadapan Dewan PenguJI dan dlfenma sebagaa 
bagmn per syaa a tan yang dapealukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum 
pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Umversitas lndonesaa 

DEW AN PENGUJI 

Pembimbmg Prof HJ 

PenguJI Ny Ratih Lestanm, SH, MH ( ) 

PenguJI Supar dJo Supada, SH, MH 

Datetapkan di Jakai-ta 
Tanggal 24 Juh 2008 

lll 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



KATA PENGANTAR 

Tes1s dengan JUdul PENERAP AN ASAS KEPENTINGAN UMUM 

DALAM PENGADAAN T ANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL 

meru pakan salah satu persyaratan dalam menyelesmkan pend1d1kan untuk 

memperoleh gelar Magister Huk.um pada Program PascasarJana Fak.ultas Hukum 

Umvers1tas Indonesia Tesis m1 tidal. mungkm had1r d1 hadapan klta tanpa bantuan 

dan pertolongan serta keiJasama dan berbagru pthak dan lembaga 

Kepentmgan umum senng kah dmcapk.an oleh orang di berbagm tempat da 

lam berbagm J..esempatan Namun ttdak semua orang mengetahm apa sebetulnya artt 

dan J..epentmgan umum tersebut Ttdak semua orang JUga mengetahm bahwa 

k.epentmgan umum merupakan salah satu asas huk.um yang stfatnya unn ersal 

berlaku d1 semua negara d1 duma, walaupun penerapannya dalam tmdakan huk.um 

kon J..nt berbeda beda an tara negara) ang satu dengan ) ang lam 

Pembangunan mfrastruktur Jalan tol harus memperhatlkan 2 (dua) aspek. hu 

J..um ymtu pe1 tama pengadaan tanah J..arena pembangunan mfrastruktur Jalan tol 

memerlukan tanah yang sangat luas d1mana tanah merupakan hal. rmhk) ang t1dak. 

saJa bermlm ekonorms tetapi JUga bemdm magis rehgms kedua asas kepentlngan 

umum, karena tanah merupak.an hah. mihk. ) ang tldah. boleh dirampas atau dmmbil 

ahh oleh Siapapun terk.ecualt untuk. k.epentlngan umum sesum fungsz soszal hak 

mzhk. yang tentunya harus d1atur dalam undang undang 

Untuh. mendapatk.an gambaran mengenm asas kepentmgan umum dan peng 

adaan tanah dalam krutannya dengan pembangunan Jalan tol dalam tes1s m1 dm 

rmk.an tentang kaJian teontls terhadap asas kepentlngan umum, asas kepentmgan 

umum dalam hntasan seJarah pengadaan tanah menurut hukum pos1tif dt Indonesia 

dan bagmmana penerapan asas kepentmgan umum dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunanJalan tol 
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Penuhs sangat menyadan bahwa tesrs rm ttdak. terlepas dan berbagar kelema 
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tmda kan huh.um konknt tidal selalu sama antara negara yang satu dengan negara 

lamnya Tests mt berusaha men.Jelash.an apa yang menjadt h.ntena kepentmgan 

umum bagrumana penerapan asas kepentmgan umum dalam ketentuan huh.um 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1 1 Latar Belakang Masalah 

Bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mehndungt segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mema1ukan kese 

jahteraan umum 1 

Bahwa untuk mewujudkan tujuan negara tersebut - khususnya memajukan 

l,.esejahteraan umum - mal,.a pemermtah harus melal,.sanal,.an pembangunan2 dalam 

arh yang seluas luasnya bruk fistk maupun non fistk dt segala btdang dt seluruh 

wllayah kedaulatan negara Repubhk Indonesia 

Bah\\ a salah satu bentuk pembangunan secara fis1k adalah pembangunan 

mfrastruktur3 berupa pembangunan Jalan tol Untuk melaksanakan pembangunan 

jalan tal dtperlukan tanah dalamjumlah yang cukup luas Bahwa untuk mendapatkan 

atau memperoleh tanah tersebut maka d1perlukan suatu mekan1sme yang d1sebut 

sebagru pengadaan tanah 4 

Tanah sebagru karurua Tuhan Yang Maha Esa mempunyru fungs1 yang amat 

pentmg untuk membangun masyarakat Indonesia yang add dan mal,.mur Sehubu 

1 Lmat Indonesia Undang Undang Dasm Negma Republlk Indonesw Tahun 1945 (UUD 1945) 
Dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945 pada almea keempat tercantum tuJuan negara yang salah 
satunya ada1ah untuk mehndungt segenap bangsa Indone::.ta dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum 

2 Lthat Sunutro DJOJOhadtkusunlO Pe1kembangan Pemdaran Ekonomt Dasa! Teon Ekonomt 
Pertumbuhan Dan Ekonomz Pembangunan Cetakan Kedua (Jakarta Pustaka LP3ES 1994) hal VI 
dtsebutkan bahwa Pembangunan merupakan proses transformast yang dalam peiJalanan waktu dt 
tandat oleh perubahan struktural yattu perubahan pada landasan k.egtatan ekononu maupun pada k.e 
rangk.a susunan ekononu masyarakat yang bersangkutan 

3 Lthat Departernen Pendtdtkan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa lndonesw Cetakan Ke­
empat (Jakarta Balat Pustak.a 1990) hal 331 Infrastruktur dtarttkan sebagat prasarana 

4 Lthat Indonesia Peratura11 Prestden Tentang Pengadaan Tanah Bag~ Pelaksanamz Pembang~m 
an Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 sebagatrnana telah dtrubah dengan Pera 
turan Prestden Tentang Perubahan Atas Peratwan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelak 
sanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 65 Tahun 2006 Lmatjuga Keputusa11 
Pnstdul Tentang Peugadaan Tanah Bagc Pdaksanaan P~.-mbaugunan Untuk Kepuztmgau Umum 
Keppres No 55 Tahun 1993 

1 Umversttas lndonesta 
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2 

ngan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan nas10nal drganskan ke 

brJak.an nasronal dr brdang pertanahan sebagarmana drmuat dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang Undang Dasar 1945 dan PenJelasannya PenJelasan tersebut bermakna bah 

wa kekuasaan yang drbenkan kepada negara atas bumr arr dan kekayaan alam yang 

terkandung dr dalamnya rtu meletakkan kewaJrban kepada negara untuk mengatur 

pernrhkan dan rnerrurnpm penggunaannya, hmgga sernua tanah dr seluruh WIIayah 

kedaulatan negara Indonesra drpergunakan untuk sebesar besar kernakmuran rakvat 5 

Dalam Bahasa Indonesra, kata <tanah drgunakan dalam berbagar pengertran 

Mrsalnya s<ya, tanah dalarn artr benda yang drgunakan sebagru bahan dasar pernbu 

atan bangunan tanah dalam pot bunga, tanah sebagru lahan pertaruan dan berbagru 

artr lamnya 6 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesra, tanah adalah 

a Permukaan burru atau laprsan burru yang dr atas sekalr 

b Keadaan burru dr suatu ternpat 

c Permukaan burru yang drben batas 

d Bahan bahan darr bumr burnr sebagar bahan sesuatu (pasrr cadas napa! dan se 

bagarn) a) 7 

Sebagar wadah atau sarana, tanah adalah benda yang mempun) ru srfat uruk 

Drk.atak.an derruk.ran k.arena dr satu srsr tanah adalah sumber day a non ha) atr artm) a 

bah" a tanah adalah suatu benda yang tidak dapat memperbaharu1 dmnya menJadr 

banyak Dr srsr yang latn tanah sangat drbutuhk.an oleh setiap manusra Hamp1r trdak 

ada kegratan manusra ) ang trdak berkartan dengan tanah Manusra memerlukan wrs 

rna (rurnah untuk tempat tmggal) rnarga (sarana perhubungan darat) karya (ternpat 

untuk. berusaha) suka (tempat untuk rek.reasr) dan pen) empuma (tempat penbadatan 

pendrdrkan dan sebagatnya) Dengan kata larn bahwa dalam perk.embangannya, k.e 

butuhan manusra ak.an tanah rm dapat drk.elompokkan men)adr k.ebutuhan yang ber 

~ Boed1 Harsono Hukum Agrarw lndonesw SeJarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agra 
rza Dan Penjelasann;a (Jakarta Djambatan 2003) hal 173 

6 Irene Eka S1hombmg Segz Segz Hukum Tanah Naszonal Dalam Pengadaan Tanah Untu!.. Pem 
bangunan Cetakan Pertanm (Jakarta Penerbrt Uruvers1tas Tnsakb 2005) hal 5 

7 Departemen Pendrdtk.an Dan Kebudayaan Op Czt hal 893 
--------------- ----- ---------
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stfat pnbadt untuk kegtatan usaha, untuk kegtatan kegtatan lhusus dan untul ke 

pentmgan umum 8 

Falsafah Indonesia dalam lonsep hubungan antara manusta dengan tanah me 

nempatlan mdtvtdu dan masyarakat sebagat kesatuan yang tak terptsahkan (ledw1 

tunggalan) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah dtletakkan dalam 

lerangla lebutuhan seluruh masyarakat sehmgga hubungannya ttdak berstfat md1v1 

dualtstls semata, tetapt leb1h bers1fat koleltlf dengan tetap membenlan tempat dan 

penghormatan terhadap hak perseorangan 9 

Pengertlan 'tanah dalam Hukum Agrarta tentunya tidal sama dengan peng 

ertJan tanah pada umumnya Dalam Hulum Agrana, kata 'tanah dtpakru dalam 

artl yund1s hal mana dapat diJUmpru dalam Undang Undang Polak Agrana, yang 

menyatakan sebagat benlut 10 

(1) Atas dasar hak rnenguasru dan Negara sebagat yang dtmaksud dalam 
pasal 2 d1tentulan adanya rnacam rnacam hak atas permulaan burnt yang 
d1sebut tanah yang dapat dtbenkan lepada dan dtpunym oleh orang orang 
batl sendm maupun bersama sama dengan orang orang latn serta badan 
badanhulum 
(2) Hak. hak atas tanah yang dtmaksud dalam ayat 1 pasal 1m mernben we 
wenang untul rnernpergunakan tanah yang bersangkutan demiltan pula 
tubuh bumi dan rur serta ruang yang ada dt atasnya seledar dtperlulan untuk 
lepenttngan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah Itu dalam 
batas batas rnenurut Undang undang mt dan Peraturan peraturan hukurn lrun 
yang lebth tmggt 

Dan ketentuan Pasal 4 ll) at (1) dt atas Jelas bahwa tanah dalam pengerttan 

) und1s adalah permukaan burnt Sedanglan hal atas tanah ) ang dtpun) ru adalah hal 

atas sebagtan tertentu permulaan bumi yang terbatas berdtmenst dua dengan uluran 

pan]ang dan lebar 

8 Irene Eka S1hombmg Op C1t hal 6 

Mana S W SoemardJono Kebl)akan Pe1 tanahan Antara Regulasz Dan Implementasz Cetakan 
Pertama (Jakarta Penerb1t Buku Kompas 200 1) hal 15 8 

10 Indonesia Undang Undang Tentang PeiQtwan Dasar Pol..ok Po!..ok Ag1a11a UU No 5 Tahun 
1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 Pasal4 ayat (I) dan ayat (2) 
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Dan ketentuan Pasal4 ayat (2) d1 atas dapat duelaskan sebagru benkut 

a Bahwa yang d1pergunak.an dan hal-. atas tanah 1tu adalah tanahnya, dalam penger 

han sebag1an tertentu dan permuJ..aan burru 

b Bahwa wewenang menggunakan tanah tersebut d1perluas hmgga mehputr Juga 

sebagran tubuh bum1 yang ada d1 bawah tanah dan rur yang ada d1 dalam mau 

pun d1 atas tanah serta ruang yang ada d1 atas tanah 

c Bahwa wewenang menggunak.an tanah tersebut dibatasi hanya sekedar d1perlu 

1..an untu1.. 1..epentmgan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah 

dima1..sud 

Berdasarkan fungsmya, dapat d1bedak.an fungs1 tanah d1 pedesaan dan fungs1 

tanah d1 perkotaan D1 pedesaan tanah berfungs1 sebagru fa1..tor produks1 yrutu tern 

pat untu1.. bertani dan berk.ebun untu1.. membud1da) ak.an tanaman tanaman ) ang pada 

gilirann) a ak.an memng1..at1..an penghasi!an masyara1..at petani desa Sedang1..an d1 

perkotaan tanah berfungs1 sebagru sarana untuk membangun rumah tempat tmggal 

tempat usaha per1..antoran Jalan sarana re1..reasi sarana penbadatan pendidi1..ai1 

dan sebagrun) a 11 

Pengadaan tanah untuk pembangunan mfrastru1..tur selalu dikrut1..an dengan 

1..epentmgan umum Pengertran 1..epentmgan umum dalam prak.te1..n) a sangat suht 

untuk dtdefenlSI1..an Bah1..an dalam peraturan perundang undangan se1..altpun peng 

ertian 1..epentmgan umum tersebut selalu berubah ubah seJalan dengan onentasr poh 

tr1.. pembangunan pemenntah 

Kepentmgan umum didefemstk.an sebagru kepentmgan ) ang men) angk.ut 

haJat hrdup orang ban) ak. berfungs1 mela) ani dan memenuh1 1..ebutuhan mas) arak.at 

dunana hal hal mengenru fungs1 1..ontrol tanf pembag1an k.euntungan dan kepermh 

1..annya d1atur dengan Peraturan Daerah 12 

Transportasr merupak.an unsur yang pentmg dan berfungs1 sebagru urat nad1 

keh1dupan dan perkembangan ekonorm sos1al pohti1.. dan mob1htas penduduk yang 

11 Irene Eka Sthombmg Op Czt hal 9 

12 Ane Sukantl Hutagalung Tebman Pemzf..-z1an Seputm Afasalah Huhmt Tanah Cetakan Pertama 
------(J-akarta Lernb1ga Pemberday'illll Huk.umlndonesta, 2005) hal 158_15_.2 __ _ 

-------------
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tumbuh bersamaan dan mengtkutt perkembangan yang terJadt dalam berbagru btdang 

dan sektor tersebut 1 D1 dalam duma transportasi terdapat ungkapan shrp follow 

tin trade and trade follow the shrp Kata 5htp follow the trade mengandung mak 

na bah\\a transportas1 (sh1p) mengtkuti perkembangan maupun kemaJuan akhfitas 

perdagangan masyarakat Dan kata trade follow the !>hlp berart1 pula bahwa perkem 

bangan kegtatan perdagangan suatu masyarakat tergantung pada transportas1 (shzp) 14 

Jalan tol sebagru salah satu bagtan dan transportasi mempunyru peran yang 

sangat vttal dan strategts dalam menmgkatkan perekonom1an negara Akan tetap1 

pro dan kontra terhadap keberadaan Jalan tol sermg ter1ad1 bruk. dalam tataran ak.ade 

m1s maupun prakhs b1sms Pro dan k.ontra tersebut mehput1 apakah Jalan tol dapat 

dtk.ategonk.an sebagrn k.epentmgan umum atau ttdak apakah pthak swasta dapat 

membangun dan mengelola Jalan tol apakah ttdak sebatk.nya pemenntah saJa yang 

membangun dan mengelolaJalan tol tersebut 

Pembangunan Jalan to! ) ang dilakukan pemenntah melalm perusahaan Badan 

Usaha Mthk. Negara (BUMN) sepert1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk. maupun perusa 

haan swasta, senng mendapat penolakan (resistenst) dan mas) arak.at dengan alasan 

bah\\ a aset negara yang menyangk.ut k.epentmgan rakyat banyak seharusn) a dtguna 

k.an untuk. sebesar besar k.esejahteraan rak.-yat sesuru dengan k.etentuan Pasal 33 Un 

dang Undang Dasar 1945 buk.an untuk. dwbral atau diJUal k.e pihak swasta apalag1 

pthak asmg 

Dalam penehttan m1 penuhs mgm membahas lebth Jauh mengenru penerapan 

asas k.epentmgan umum dalam pengadaan tanah untuk. pembangunanJalan tol 

1 2 Perumusan Masalah 

Berdasark.an urrnan d1 atas mak.a ttmbul suatu pertanyaan apakah ada para 

meter atau ukuran atau kntena yang dapat dtgunak.an sebagrn patokan d1 dalam me 

13 RustJan Kamaluddm Ekonom1 Transpmtas1 KmaJ.:tens11/.., Teon Dan J...ehuakan Cetakan Per 
tama (Jakarta Ghaha Indonesia 2003) hal 23 

14 Manng1n Masry Simbolon Ekonom1 TraiiSportast Cetakan Pertama (Jakarta Ghaha Indonesia 
2003) hal 4 
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nentukan suatu pembangunan merupakan kepentmgan umum Berdasarkan hal terse 

but mak.a yang menJadi pok.ok. permasalahan dalam pene!Itlan mi adalah 

a Apa yang menJadi kntena k.epentmgan umum? 

b Bagmmana penerapan asas kepentmgan umum dalam ketentuan huk.um pos111f d1 

Indonesia? 

c Masalah huk.um apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan 

Jalan tol? 

d Apak.ah ]alan tol memenuhi kntena kepentmgan umum ? 

1 3 Tujuan dan Manfaat Penehtian 

Berdasark.an permasalahan di atas maka 1ujuan dan manfaat peneh1Ian rm 

adalah sebagm benkut 

1 3 1 Tujuan Peneht1an 

a Untuk mengetahm kntena k.epentmgan umum 

b Untuk. mengetahm penerapan asas k.epentmgan umum dalarn ketentmn 

huk.um pos1tif dr Indonesia 

c Untuk. mengetahm masalah huk.um apa yang muncul dalam pengadaan 

tanah untuk. pembangunanJalan to! 

d Untuk mengetahm apak.ah Jalan tol memenulu kntena kepentmgan 

urn urn 

1 3 2 Manfaat Peneht1an 

a Untuk. mengetahm sejauh mana asas kepentmgan umum d1terapk.an da 

lam pengadaan tanah untuk pembangunanJalan tol 

b Untuk mengetahm bagrumana asas kepentmgan umum sebruk.nya d1ru 

muskan dalam menghadap1 pembangunan yang dllaksanakan oleh pe 

menntah untuk kepentmgan umum 

-------------
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1 4 Kerangka Teon dan Konsep 

Tanah mempunyru kedudukan yang amat pentmg bag1 manusJa, masyarakat 

dan negara ManusJa sebagru malhluk mdiVldu yang sekahgus sebagru mahkluk sos1 

ai selalu mempunyru ketenkatan dengan tanah bruk untuk kehtdupan maupun peng 

h1dupannya Pemthkan tanah dtmungkmkan secara pnbad1 namun dem1k1an peman 

faatann) a hams memperhatlkan kepentmgan masyarakat dan negara Demikian pula 

untuk memenuht keperluan yang leb1h besar oleh masyarakat dan negara, suatu hak 

atas tanah dapat dtcabut dengan pembenan gant1 rugt yang layak 15 

Huk.um Tanah Naswnal yang pokoh. pokoknya tercantum dalam Undang Un 

dang Pokok Agrana merupakan pelaksanaan langsung dar1 Pasal33 ayat (3) Undang 

Undang Dasar 1945 sekal1gus Juga merupakan pengeJawantahan asp1ras1 bangsa In 

dones1a dalam pembaharuan Hukum Tanah Naswnal 16 

Terb1tnya Peraturan Pres1den Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Ta 

nah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum pada tanggal 3 Me1 

2005 menggant1 Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Ta 

nah Bag~ Pelaksanaan Pembangunan Untuk. Kepentmgan Umum dilatarbelakangt 

oleh 17 

a TeiJadm) a penmgk.atan pembangunan untuk k.epentmgan umum yang memerlu 

kan tanah pengadaan tanahnya perlu d1lakukan secara cepat dan transparan de 

ngan tetap memperhatikan pnns1p penghormatan terhadap hak hak yang sah atas 

tanah 

15 L1hat Indonesia Undang Undang Tentang Pencabutan Haft Hal. Alas Tanah Dan Benda Benda 
1 ang Ada D1 Atasnya UU No 20 Tahun 1961 LN Tahun 1961 No 288 TLN No 2324 Dalam Pasal 
1 d1sebutk.an bahwa Untuk k.epentmgan umum termasuk. kepentmgan Bangsa dan Negara serta k.e 
pentmgan bersama rakyat deffilktan pula k.epentmgan pembangunan maka Prestden dalam k.ead'lllll 
yang memaksa setelah mendengar Menten Agrarta Menten Kehakunan dan Menten yang bersang 
kutan dapat mencabut hak hak atas tanah dan benda benda yang ada dt atasnya 

16 Ane Suk.anh Hutagalung Peraturan Prestden No 36 Tahun 200) Dalam Hukum Pertanahan In 
donesta hal 1 Makalah dtsampatkan dalam Semmar Nas10nal Perpres No 36 Tahun 2005 Untuk. 
Smpa yang d1selenggarakan oleh Lembaga Perlmdungan Konsumen Industn & Jasa Konstruks1 
Indonesta (LPKJ) dt W tsma Antara J abrta 1 0 Agustus 2005 

17 Ib1d hal 3 
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b Pengadaan tanah bag1 pelaksanaan pembangunan untuk kepentmgan umum seba 

grumana telah d1tetapkan dengan Keputusan Preszden Nomor 55 Tahun I 993 su 

dah t1dak sesuru dengan landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembang 

unan untuk kepentmgan umum 

Apa yang d1maksud dengan kepentmgan umum sampaz saat m1 mas1h menJa 

d1 perdebatan Dalam Peraturan Preszden Nomor 65 Tahun 2006 JO Peraturan Pres1 

den Nomor 36 Tahun 2005 d1sebutkan bahwa kepentmgan umum adalah kepentt 

ngan sebagwn besar laptsan masyarakat 18 

Secara teont1s filosofis kepentmgan umum sangat suht untuk dzdefems1kan 

Kepentmgan umum merupakan vage begttp sehmgga hdak pernah b1sa menJadz nor 

rna peraturan perundang undangan yang Jelas dan tegas (vage normen) 19 

Makna kepentmgan urnum menurut J J Rous<Jeau adalah hak hak mdtv1du 

' ang d1serahkan kepada penguasa untuk diiaksanakan ) ang rnehput1 hak untuk h1 

dup tentram hak ketertiban hak perlmdungan hukum Kepentmgan umum adalah 

kepentmgan mas) arakat yang setmp md1v1du t1dak melaksanakannya sendm sen 

dm 20 Dan pengertian tersebut dapat d1tank unsur w1sur sebagru benk.ut 

a Kepentmgan umum merupakan hak hak rak) at ) ang d1serahkan pengurusannya 

kepada negara 

b Kepentmgan umurn beronentas1 pada kesejallteraan 

c Kepentmgan urn urn merupakan hak rak) at yang secara mdlVldual t1dak dapat d1 

laksanakannya 

Kepentmgan umum terakomod1r dalam perekonom1an yang dliandas1 oleh 

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Dalam PenJelasan Pasal 33 tersebut d1katakan 

bahwa 

18 L1hat fudones1a Peraturan P1 es1den Ten tang Pengadaan Tanah Bagr Pelaksanaan Pembangun 
an Untul Kepentmgan Umum Perpres No 65 Tahun 2006 JO Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal I 
angka 5 

19 Dtkutlp kembah dan Gunanegara 'Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentmgan Umum 
(D1sertas1 doktor Urnversttas Atrlangga Surabaya 2006) hal II 

20 Von Schimd Ahb Pemllar Ba11gsa Negara dan Hulmm (Pembangunan Jakarta 1954) hal 62 
-------------
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Dalam Pasal 33 tercantum dasar Demokrast Ekonomt produkst dtkerJakan 
oleh semua, untul semua dt bawah ptmpman untul pemthkan anggota ang 
gota masyarakat Kemakmuran masyarakatlah yang dmtamakan bukan ke 
malmuran orang seorang Sebab Itu perelonomtan dtsusun sebagat usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan Bangun perusahaan yang sesum de 
ngan ttu adalah koperas1 Perekonomtan berdasarkan atas Demokrast Ekono 
mt kemakmuran bagt segala orang Sebab Itu cabang cabang produks1 yang 
pentmg bagt Negara dan menguasat haJat htdup orang banyak harus dtkuasm 
oleh negara Kalau tldak tampuk produkst Jatuh ke tangan seorang yang her 
kuasa dan ral') at yang banyak dttmdasnya Hanya perusahaan yang tidal 
menguasm haJat htdup orang ban) ak boleh berada dttangan orang seorang 
Burnt mr dan kekayaan alam yang terkandung dalam burnt adalah pokok 
pokol kemakmuran rak) at Sebab ttu harus dtkuasm oleh negara dan dtpergu 
nalan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat 21 

Kepentmgan rakyat secara keseluruhan yang menyangkut kepentmgan haJat 

h1dup orang banyak dapat d1hhat dan berbagru pengert1an yang leb1h mengarah pada 

kepentmgan umum Dt sm1 kepentmgan umum merujuk pada kepentmgan pubhl 

Pengerttan tersebut dt antaranya 

a Publzc Se1 vzce adalah suatu pela) anan terhadap kebutuhan mas) aralat yang her 

stfat umum dan k.arena Itu dapat dttuntut agar ddaksanakan Pemben pelayanan 

mt dapat berupa perorangan ataupun perusahaan yang dtbenkan kewenangan 

oleh pemermtah yang merupakan perwujudan nyata hal dan tanggungJawabnya 

kepada kepentmgan umum 22 

b Publzc Utzlzty adalah berupa pelayanan atas komodttas danJasa dengan menggu 

nakan sarana dan fasthtas mtlik umum yang dapat dilakulan oleh orang atau su 

atu badan hukum k.eperdataan dan dtlakulan dengan tanpa dtsknmmasi berlaku 

bagt seluruh laptsan masyarakat drlakukan dengan efisten dengan kontra pres 

tasi bagt p1hak pelayan berupa sebuah mlat harga yang masul akal dan d1mung 

kmlan cuma cuma sepanJang beralasan yang dapat dttenma oleh akal secara 

21 Llhat PenJe1asan Pasa1 33 UUD 1945 sebe1um arnandemen 

2 Henry Campbe1 Black, Blacks Lal1 Drctwnmy 6th ed (St Paul Mmnesota West Pubhshmg 
1990) hal 1231 
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umum Kepentmgan umum terhhat dan sarana dan fasthtas mthk umum yang dt 

butuhkan dan d1manfaatkan oleh masyarakat 2 

c Public Welfare. adalah kesejahteraan masyarakat secara umum yang merupakan 

hak masyarakat yang dtbedakan dart keuntungan orang perorang atau sekelom 

pok masyarakat 24 

Dan uratan latar belakang tersebut d1 atas ktranya menJadt sangat pentmg 

untuk mengkaJI leb1h dalam mengenru Penerapan Asas Kepentmgan Umum Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 

Untuk menghmdar1 penafsuan yang kehru mengenm 1stliah tstllah ) ang d1 

pergunakan dalam penuhsan tes1s m1 maka benkut m1 dmrmkan defems1 konsep 

operaswnal dar1 ISttlah Istliah d1maksud Dalam penuhsan tes1s m1 beberapa Istllah 

yang d1gunakan sebagru konsep operaswnal adalah 

a Penerapan penhal memprakttkkan 25 

b Asas adalah hukum dasar dasar atau dasar etta etta 26 

c Kepentmgan Umum adalah termasuk kepentmgan bangsa dan negara serta 

kepentmgan bersama dan rak.-yat derruk1an pula kepentmgan pembangunan 27 

d Pengadaan Tanah adalah settap kegtatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 

membenkan gantt rugt kepada ) ang melepaskan atau men) erahkan tanah bangu 

nan tanaman dan bend a benda yang berkrutan dengan tanah 28 

21 Ibcd hal 1232 

24 R Ibrahnu Prospek BUMN Dan A_epentmgan Umum (13andung Crtra Adrtya Bakir 1997) hal 
40 

5 Departemen Pendrdrk.an Dan Kebudayaan Op Crt hal 93.) 

2 Ibcd hal 52 

2 Indonesra Undang Undang Tentang Pwcabutan Hak hat. Atas Tanah Dan Bucda Benda lang 
Ada Dr Atasn;a UU No 20 Tahun 1961 LN Tahun 1961 No 288 TLN No 2324 Lrhat JUga 
Peratwan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepenhngan 
Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 5 Bandmgkan dengan Keputusan Presrden Tentang 
Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum Keppres No 5::> 
Tahun 1993 Pasal 1 angka 3 Kepentmgan umum adalah kepetmgan seluruh hprsan masyarak.at 

28 Indonesra Peraturan Presrden Tentang Perubahan Atas Peratwan Preszden Nomor 36 Tahun 
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bag~ Pelaksanaan Pembangunan Untuk J...epentm~an Umum Per 
pre;. No 65 Tahun 2006 Pa;,al I angk.a 3 Bandmgk.an dengan Pewtwan Ptesrden Tentang Penga 
daan-Tanah-Bagz-Pelalcsanaan-Pembangunan_Dntuk Kepentzngan Umum, Perpre£__No _l6_Iah~ _ 
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e Tanah adalah permukaan burnt atau laptsan burnt yang dt atas sekah permukaan 

bum1 yan!, dtben batas 2
J 

f Pembangunan adalah proses perbuatan cara membangun ° 
g Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagtan s1stem Janngan Jalan dan 

sebagm Jalan nas10nal yang penggunaannya diWaJtbk.an membayar tol 1 

h Jalan Umum, adalahjalan yang d1peruntukkan bagt lalu hntas umum 2 

Jalan adalah prasarana transportas1 darat yang mehputi segala bag1an Jalan ter 

masuk. bangunan pelengkap dan perlengk.apannya yang dtperuntuk.k.an bag1 lalu 

hntas ) ang berada pada permuk.aan tanah dt atas permuk.aan tanah dt bawah 

permukaan tanah dan/atau rur serta d1 atas permukaan atr kecuah Jalan kereta 

apt Jalan Ion danjalan kabel 33 

J Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dtbayark.an untuk penggunaan Jalan 

tol 4 

k Pengguna Jalan To I adalah settap orang yang menggunakan kendaraan bermotor 

dengan membayar tol '~ 5 

2005 Pasal 1 angka 3 BandmgkanJuga dengan J,.eputusan P1es1den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 
Pelaf..sanaan Pembangunan Untuk J,.epentmgan Umum Kepres No 55 Tahun I993 Pasal I angka I 

29 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Op C1t hal 893 

30 lb1d hal 77 

1 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132 
TLN No 4441 Pasal I angka 7 Lihat JUga Indonesia Peraturan Pemermtah Tentang Jalan Tal PP 
No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasal I angka 2 

32 lb1d Pasa1 1 angka 5 Lihat JUga Indonesia Peratw an P~.-mu mtah Twtang Jalan Tal PP No 1 ::> 

Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 12 TLN No 4489 Pasal 1 angk~ 1 

·n lb1d Pasal 1 angka 4 

34 lb1d Pasa1 1 angka 8 Lihat JUga Indonesm Peraturan Pemermtah Tentang Jalan Tal PP No 
15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasal 1 angka 6 

l~ Indonesia Peratwan Pemermtah Te11tang Jalan Tal PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 
No 32 TLN No 4489 Pasa1 1 angka 7 
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1 5 Metode PenehtJan 

Metode penehtJan yan!, d1gunalan adalah metode penehtlan h.epustalaan 

yang bers1fat yund1s normat1f r atau peneht1an normatif 37 Peneht1an m1 d1dasarh.an 

h.epada analisis terhadap norma huh.um, dalam arti law as ll n wntten m the books 

(dalam peraturan perundang undangan) 8 sehmgga obyel yang dianahsis adalah 

norma hulum dalam peraturan perundang undangan 9 

Metode m1 bertuJuan untuh. mendapath.an gambaran sehubungan dengan maten 

) ang alan d1bahas yang dalam hal m1 adalah mengena.I penerapan asas h.epentmgan 

umum dalam pengadaarJ tanah untuh. pembangunan Jalan to! secara teontis dan ana 

hs1s beserta aspeh. aspeh. yund1snya 

Data h.epustalaarJ yang d1peroleh d1golongkan dalam 2 (dua) bahan hukum 

ya.Itu bahan bahan hulum pnmer {p1rmm y sources) dan bahan bahan hulum seh.un 

der (secondm y sow ces) Bahan bahan pnmer mehputl produk lembaga legislatif 

maupun pm /zament s delegates ekseh.utlf 40 dalam hal mr adalah Undang Undang 

Pokoh. Agrana, Undang Undang Tentang Jalan Peraturan Pemenntah Tentang Jalan 

To! Peraturan Pres1den Tentang Rencana Pembangunan Jangh.a Menengah Naswnal 

2004 2009 Keputusan Pres1den dan Peraturan Pres1den Tentang PengadaarJ Tanah 

Bag1 Pelah.sanaan Pembangunan Untuh. Kepentmgan Umum dan peraturan perun 

dang undangan !a.Innya yang rele\ an Sedangkan bahan hukum selunder mehpuh 

buh.u buku Jumal tuhsan tuhsan dan makalah 

"lb Llhat SoeiJono SoeJ...anto dan Sn MamudJ! Penebtwn Hu!.-um Normat1j Suatu Tm;auan Smg!tat 
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2003) hal 2 

'
7 L1hat Sn MamudjJ et al Afetode Penebtwn Dan Penuhsan Hukum (Jakarta Badan Penerb1t 

fakultas Hukllin Uruversttas IndonesJa 2005) hal 9 
Antara lam dJsebutkan bahwa PenehtJan NonnatJf mencakup penehtJan menank asas huk11m 

penehhan ststematJk hukum peneht1an taraf smkromsas1 peraturan perundang undangan penehtnn 
perbandmgan huk:um dan penelrtran seprah hukum 

18 Rosa Agustrna Perbuatan A1elmvan Hukum Suatu Tm;auan Perbandmgan Hulmm (Jakarta 
PascasaiJ ana Fakultas Hukum UruveTSitas Indonesia 2006) hal 31 31 

39 Inosentms Samsul Perlmdwzgan Konsumm Kemungkman Penerapan TanggzmgJawab Mutlak 
(Jakarta PascasaiJana Fakultas Hukum Uruvers1tas Indonesia 2004) hal 36 

______ ___jl}_lbid-- ----------
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Data sekunder terdm dan dua macarn 41 yrutu yang bers1fat pnbad1 dan ber 

s1fat umum Data sekunder yang bers1fat pnbad1 d1peroleh dan bahan pustaka sepert1 

buk.u buk.u hukurn, JUmal huk.urn, khpmg maJalah dan khpmg surat kabar Sedang 

k.an data sek.under yang bers1fat umum adalah Undang Undang Pokok. Agrar1a, 

Undang Undang Tentang Jalan Peraturan Pemenntah Tentang Jalan Tol Peraturan 

Pres1den Tentang Rencana Pembangunan Jangk.a Menengah Naswnal 2004 2009 

Keputusan Pres1den dan Peraturan Pres1den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelak.sa 

naan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umurn, dan peraturan perundang-undangan 

lamnya yang rele\ an 

Adapun data sek.under yang dtpergunak.an dalarn penuhsan tests mi dthhat 

dan sudut k.ek.uatan mengtk.atnya, 42 d1golongkan k.e dalarn 

a Bahan huk.um pnmer yrutu bahan huk.um ) ang mengtk.at yang mehput1 peratur 

an perundang-undangan dan peraturan peraturan lrunnya yang berlaku yang ter 

k.rut dengan penuhsan tes1s 1m d1 antaranya adalah Undang Undang Pok.ok. Agra 

na, Undang Undang Tentang Jalan Peraturan Pemenntah Tentang Jalan Tol 

Peraturan Pres1den Tentang Rencana Pembangunan Jangka PanJang Naswnal 

2004 2009 Keputusan Pres1den dan Peraturan Prestden Tentang Pengadaan 

Tanah Bag1 Pelak.sanaan Pembangunan Untuk. Kepentmgan Umum dan peratur 

an perundang undangan lrunnya yang relevan 

b Bahan hukurn sek.under yrutu bahan hukum yang membenkan penJelasan me 

ngenm bahan huk.um pnmer yang mehputl buk.u buk.u huk.urn, Jumal hukum 

maJalah huk.urn, artlk.el dan mak.alah mak.alah llmiah 

c Bahan huk.um tert1er yrutu bahan yang membenk.an petunjuk. maupun penJelasan 

terhadap bahan huk.um pnmer dan sek.under yang mehputi karnus huk.urn, alma 

nak. enstk.loped1 prospektus anggaran dasar perseroan terbatas media massa 

sepert1 maJalah dan surat k.abar serta lam lmn yang memuat penuhsan) ang dapat 

d1pergunakan sebagm mformas1 bag1 penuhsan tests m1 

41 SoerJono Soekanto A.edudukan dan Peranan Hukum Adat dz In donesw (Jakarta Kurrua Esa 
1982) hal 134 135 

42 Ibzd 
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Metode pengumpulan data dliakukan dengan cara melakukan stud1 kepus 

t'lkaan Stud1 kepustakaan diiaJ...uJ...an d1 perputakaan Fakultas Hukum Umversrtas In 

donesta dt Depok dan Salemba, perpustakaan Fakultas Ekonom1 Umversrtas Indone 

sta d1 Depok perpustakaan Fakulltas Ilmu Sostal Dan Ilmu Pohtlk Umversttas Indo 

nesta d1 DepoJ... perpustaJ...aan PT Jasa Marga (Persero) Tbk d1 Jakarta, perpusta 

kaan CSIS d1 Jakarta, dan perpustakaan Ya)asan Lembaga Konsumen Indonesia d1 

Jakarta, serta Perpustakaan Nas10nal Repubhk Indonesia, dr Jakarta 

1 6 S•stemattka Penuhsan 

kut 

BABI 

BAB II 

Tes1s mr terdm dan 5 (lima) bab dengan sistemahka penuhsan sebagru ben 

PENDAHULUAN 

Dalam bab 1m akan dwrrukan tentang Jatar belakang penuhs meng 

ambii tema Penerapan Asas Kepentmgan Umum Dalam Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Jalan To! pokok permasalahan yang akan 

d1bahas tujuan penehtian dan manfaat penehtran yang selaras dengan 

pokok permasalahan kerangka teon dan konsep :yang bensr teon teon 

yang berkrutan dengan maten ) ang akan d1bahas dan konsep opera 

s10nal metode penehttan yang d1gunakan serta sistematika penuhsan 

yang bens1 kerangka pembahasan dan Bab I sampru Bab V 

Dalam bab 1m akan dtbahas tentang Ka.Jlan Teont1s Terhadap Kepen 

hngan Umum d1mana hal hal yang ak.an dwrmk.an adalah mengena1 

seJarah asas kepentmgan umum 1sttlah kepentmgan umum dok-tnn ke 

pentmgan umum pengert1an asas kepentmgan umum asas k.epentmgan 

umum berlaku umversal stfat k.epentmgan umum hak1kat k.epentmgan 

umum karaJ...tenstiJ... kepentmgan umum kntena kepentmgan umurn S) a 

rat kepentmgan umum Jerns Jems kepenttngan umum kategon kepen 

tmgan umum tujuan kepenttngan umum, unsur unsur kepentmgan 

umum, konsep k.epentmgan umum dan perbandmgan konsep k.epentmg 

an umum 
---------------------------------------

Un1vers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



15 

BAB III Dalam bab mt akan dtbahas rnengenm Asas Kepentmgan Umum Dalam 

Lmtasan Sejarah Pengadaan Tanah Menurut Hukum Posttif Dt Indone 

sta, antara lmn rnehputi pada masa berlakunya ststem tanam paksa 

(cultuurstelsel) pad a mas a berlakunya Ag1 ansche Wet pada mas a 

berlalunya Undang Undang Pokok Agrana pada masa berlalunya 

Undang Undang Nornor 20 Talmn 1961 pada masa berlakunya Instruk 

SI Prestden Nomor 9 Tahun 1973 pada masa berlakunya Peraturan Men 

ten Dalam Negen Nomor 15 Tahun 1975 pada rnasa berlakunya Pera 

turan Menten Dalam Negen Nomor 2 Tahun 1985 pada masa berlalu 

nya Keputusan Presrden Nomor 55 Tahun 1993 pada masa berlalunya 

Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2005 dan pada masa berlakunya 

Peraturan Prestden Nomor 65 Tahun 2006 

BAB IV Dalam bab tm akan dtbahas Penerapan Asas Kepentmgan Umurn Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Pernbangunan Jalan To1 yang mehputl pem 

bangunan mfrastruktur lerJasarna pemenntah S\\asta dalam pembangu 

nan mfrastruk.iur Jalan tol sebagm mfrastruktur transportast peranan 

pemenntah dalam proyek mfrastruktur Jalan tol pengadaan tanah dan 

pen) elenggaraan jalan tol dasar hukum pengadaan tanah untuk pemba 

ngunan Jalan tol dasar hukum penyelenggaraan Jalan tol peran PT Jasa 

Marga (Persero) dalarn operas10nal Jalan tol badan pengatur Jalan tol 

pthak. )ang terhbat dalam pengadaan tanah untuk. pembangunan Jalan tol 

pthak yang terhbat dalam pembangunan Jalan tol maksud dan tujuan 

penyelenggaraan Jalan tol rnasalah hukum dalam pengadaan tanah untul 

pembangunan Jalan tol perkara Jalan tol dt pengaddan perkara tentang 

k.epentmgan umum dt pengadtlan Indonesia, perk.ara tentang kepentmgan 

umum dt pengaddan Amenka Senkat serta penerapan asas kepentlngan 

urn urn dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan tol 
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Dalam bab terakhu tm penults membuat kes1mpulan terhadap pemba 

hasan yang telah dJUrruk.an dalam bab bab sebelurnnya yang berk.mtan 

dengan pok.ok. permasalahan dalam Bab I serta saran saran penults yang 

berk.rutan dengan maten penultsan dalam tests m1 

---------
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BABD 

KAJIAN TEORITIS TERHADAP ASAS 
KEPENTINGAN UMUM 

2 1 SeJa• ah Asas Kepentmgan Umum 

Huk.um Ek.onorm secara sederhana dapat drartik.an sebagar huk.um yang me 

ngatur tentang aspek huk.um darr kegmtan ekonomr yang banyak. drpengaruhr oleh 

huk.um huk.um lamnya, yrutu huk.um perdata, huk.um prdana, hukum mternas10nal 

hukum tata negara, huk.um admmrstrasr negara, dan lrun lam Sedangk.an Teon Hu 

J...um4 dapat drk.atakan sebagru salah satu cabang dmu huk.um yang secara gans be 

sarnya dapat drbagr dalam dua golongan besar yakm teon hukum tradrs10nal44 dan 

teon hukum modern 45 

Sebagrumana drk.etahm bahwa asas asas huk.um pengertran pengertlan hu 

k.um lembaga lembaga huk.um pranata-pranata huk.um maupun k.aedah J...aedah hu 

kum yang drk.enal dewasa mr adalah merupak.an hasll penemuan dan ahh ahh fil 

safat (filsuf) pada zaman dahulu kala, yang drtuangk.an dalam teon hukum ) ang sa 

lah satunya adalar Teon Huk.um Ek.onomr 

Paul Scholten mengatakan bah~a asas huk.um adalah merupakan ptJ...tran 

prk.rran dasar yang terdapat dr dalam dan dr belak.ang srstem huk.um masmg masmg 

drrumuskan dalam aturan aturan perundang undangan dan putusan putusan hak.tm 

43 Lthat Jan Gtjssels dan Mark van Boecke Apa!..ah Teon HuJ.:um /tu ? [Wat IS Rechtsteone ?] dt 
teiJemahkan oleh B Anef S1dharta (Bandung Laboratonwn Huh.<1m Fakultas Huh.llm Umvers1tas Ka 
tohk Parahyangan 2000) hal 77 d1sebutkan bahwa 'Teon hukum adalah cabang dan tlmu hukum 
yang dalam suatu perspek11t mterdlSlp!mer secara knttkal menganahs1s berbaga1 aspek dart geJala hu 
kum masmg masmg secara tersendm dan d·llam kat tan keseluruhm merek 1 bmk dalam konseps1 teo 
retlkal mereka maupun dalan1 penJabaran prakttkal mereka dengan mengarah pada suatu pemahaman 
yang lebth bmk dalam dan suatu peUJelasan yang Jennh atas bahan bahan yund1kal terben 1m 

44 Lthat Mumr ruady A/wall Hukum I..rzt1s Parad1gma Ket1dakberdavaan Hukum Cetakan Perta 
ma (Bandung PT Cttra Adttya Bakt1 2003) hal I dtsebutkan bahwa Teon hukum tradlSlonal 
mengaJarkan bahwa hukum rnerupakan seperangkat aturan dan pnns1p-pnns1p yang memungkmkan 
masyarakat mempertahankan ketert1ban dan kebebasannya Teon hukum tradtswnal terdm dan maz 
hab fonnahshs rnazhab seJarah dan kebudayaan ahran utthtanamsme ahran sociOlogiCal JUrzspru 
dence ahran reahsme huh_llm dan ahran hukum alam 

45 /b1d dtsebutkan bahwa Para teotetlSI postmodern percaya bahwa pada pnnstpnya hukum hdak 
mempunym dasar yang objekhf dan hdak ada yang nan1anya kebenaran sebaga1 tempat berpi]ak dar1 
hukum yang ada hanya kekuasaan Ahran hukum modern terdm dan crzt1cal legal stud1es dan 
econom1c analys1s ojlm1 

17 Umversttas lndonesta 
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berkenaan dengannya ketentuan k.etentuan dan keputusan keputusan mdlVldual dapat 

d1pandang sebagru penJabarann) a 46 

Tentunya d1 dalarn huk.um 1tu sendm sangat banyak. asas asas yang terk.an 

dung sehmgga berlak.u atau d1anut m1salnya asas pacta sun servanda asas 11Ikad 

bmk. asas k.eadllan asas legahtas asas k.epentmgan umum dan lam lam 

D1 Eropa k.epentmgan umum baru timbul sek1tar abad k.e 19 sebagm reak.s1 

dan penerapan dan penggunaan hak. m1hk. secara mutlak. dan formahst1s d1 dalarn 

masa puncak. perkembangan kap1tahsme dan mdustnal1sasi 47 Latar belak.ang lalur 

nya asas k.epentmgan umum tldak terlepas dar1 adanya desak.an paharn et1s dan sos1 

ahs terhadap paharn mdn Jdual!stls yang tJdak. mencermmk.an keadllan k.arena mem 

benk.an peluang yang luas k.epada golongan ek.onom1 k.uat untuk golongan ekonom1 

lemah 48 Masyarak.at mengmgmk.an agar p1hak. ) ang lemah leb1h banyak. mendapat 

k.an perlmdungan dan pemermtah Berdasark.an hal 1tu mala k.ehendak. bebas tldak. 

lag1 d1benk.an dalarn arti mutlak tetap1 d1ben artt relattfyang selalu dtkattkan dengan 

k.epentmgan umum Pemenntah sebagm pengemban k.epentmgan umum menJaga k.e 

se1mbangan kepentmgan mdlVldu dan kepentmgan masyarak.at 

2 2 Istdah Kepentmgan Umum 

Istdah kepentrngan umum merupalan suatu konsep yang bers1fat begztu 

umum ) ang belum membenk.an penJelasan secara leblh spesifik dan tennc1 untuk 

operasiOnalisasmya sesuat dengan makna yang terk.andung d1 dalarn 1st1lah terse 

but 49 

4 Lthat J J H Bruggml. RejlelfSI Tentang Hulmm Cetal.an Kedua [Rechts Refleches] dtterJemah 
kan oleh B Anef Stdharta (Bandung PT Cttra Adttya Bakh 1999) hal 119 120 

47 C F G Sunaryah Hartono Bebe1apa Pem!laran Ke Arah Pembaman Hukum Tanah (Bandung 
Alumm 1978) hal 120 

48 Llhat Sahm H S Pe1kembangan Hukum Kontlak Innommaat Dz Indonesza Bukll Kesatu Ceta 
kan Pertama (Jakarta Smar Grafika, 2003) hal 10 

49 A A Ok.a Mahendra A1enguak A1asalah Hulmm Demokrasz Dan Pertanahan Cetak.an Pertama 
(Jakarta Pustaka Smar Harapan 1996) hal 279 

------------------ ---------------
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Dalam hteratur yang ada, kepentmgan umum lazim dtsebut sebagat publiC­

put pose wual purpme general purpo~e wmmon purpose c.ollecllve pwpo~e atau 

public need publtc new:l5lly publtc mtere:lt publtc junctwn public. uttllly dan 

public u'ie 

Isttlah kepentmgan umum kadang kadang Juga dtpersamakan dengan utthtas 

umum ataupun fasthtas sostal padahal masmg masmg kettga 1stdah tersebut past1 

mempunyat art1 yang berbeda Utthtas umum adalah bangunan bangunan yang dtbu 

tuhkan dalam ststem pelayanan lmgkungan yang dtselenggaralan oleh mstanst 

pemenntah antara latn Janngan atr bersth Jarmgan hstnk Janngan gas Janngan 

telepon termmal angkutan umum/bus shelter kebersthan/pembuangan sampah dan 

pemadam kebakaran 5° Fasthtas sostal adalah fasthtas yang dtbutuhkan masyaralat 

dalam hngkungan pemuktman antara lam pendtdtkan, kesehatan perbelanJaan dan 

maga pemenntahan dan pelayanan umum penbadatan rekreast dan kebudayaan 

olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakarnan umum 51 

2 3 Doktnn Kepentmgan Umum 

Mtchael G Kltay menyatakan bahwa doktnn kepentmgan umum dt berbagat 

negara dteksprestl,.an dengan 2 (dua) cara, yrutu 52 

a Pedoman Umum (gene1 a! qwdelmes) 

Dalam hal mt negara han) a menyatal.an bahwa pengadaan tanah dtbutuhkan 

untuk keperluan kepentmgan umum (publtc pw pose) Negara yang menggunakan 

pedoman umum m1 btasanya ttdak secara ekspllSlt mencanturnkan dalam peraturan 

perundang undangan tentang btdang kegtatan apakah ) ang dtsebut sebagat kepen 

tmgan umum Jadt pengadtlanlah yang secara kasmstts menentukan dan memutuskan 

apakah yang dtsebut sebagat kepentmgan umum 

'
0 Lthat Departemen Dalam Negen Peraturan Menterz Dalam Negen Tentang Penyerahan Prasa 

1ana Lmgkungan Utzbtas Umum Dan Faszlztas Sosza/ Pe1 umahan Kepada Pemenntah Daerah 
Permendagn No 1 Tahun 1 987 Pasal 1 huruf c 

51 Ibzd Pasal 1 huruf d 

52 Michael G K1tay Land Acqwsztwn m Delelopmg Countnes Policies and Procedure of the 
Publzc Sector (Boston USA Lmcoln Institute of Land Po hey 1985) hal 40 
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Sebagru contoh negara India Pada awalnya peraturan tentang pengadaan 

tanah t1dak. secara tegas mennc1 b1dang b1dang k.eg1atan apa saJa yang termasuk. 

dalam k.epentmgan umum Ak.an tetapi sejalan dengan perk.embangan pembangunan 

alliirn) a pengadiian melalUI putusan putusannya menetapkan bahwa b1dang btdang 

pembangunan sepert1 ladang pembibJtan k.anal mgas1 pusat pend1d1kan dan pelatth 

an pusat pusat pendtdikan dasar taman bermam dan perbelanJaan bag1 pegawru 

pemenntah daerah Jalan tapak. rumah untuk. orang rrusk.m serta rumah untuk. pega 

wm pemenntahan d1tetapk.an sebagru kepentmgan umum 53 

Hal ) ang sama Juga berlaku dt Amenka Senk.at d1mana pengadiian mempu 

n, m peranan pentmg dalam menentuk.an dan memutusk.an apakah suatu k.eg~atan 

pengadaan tanah untuk. k.epentmgan umum atau tidak. Setelah pengadtlan menetap 

kan bah\\ a k.egiatan dtmaksud merupak.an kepentmgan umum mak.a emrnent domarn 

dapat dilak.sanak.an sehmgga tanah tanah pnbad1 dapat dtbebaskan dengan pemba) a 

ran kompensasr ) ang adil 54 

b Ketentuan k.etentuan daftar (lzst provz:-.zons) 

Dalam hal 1m k.epentmgan umum tersebut secara ek.sphs1t telah d1tentuk.an 

dalam suatu daftar M1salnya sek.olah Jalan bangunan pemenntah dan seJerusnya 

Jad1 kepentmgan yang ttdak. dttemukan dalam daftar tersebut ttdak. btsa diJadik.an se 

bagru dasar pengadaan tanah 

51 Lthat Om Prakash Anggarwala eta/ Compulsorv Acquzs1110n of Land m Indw Commentan on 
the Acqwsrtwn of Land Act I of 1894 (New Delhi Indra The Umvers1ty Book Agency 1993) hal 
101 104 

4 Jesse Dukememer Property G1lbert La11 Summarze Wntten by the Natwn Most Acclmmed 
Law Professor adaptable to all maJor Casebook 1991 1992 h 313 D1kuhp kembah dan Ane Su 
kanh Hutagalung TmJauan Kntrs Terhadap Peraturan Pres1den Nomor 36 Tahun 2005 (Khususnya 
Menyangkut Pengerhan Kepenhngan Umum) hal 10 Makalah 1m d1presentas1kan pada Lokakarya 
Pengadaan Tanah J...ebuakan dan lmplemelltasi Perpres 3612005 Terhadap Pengadaan Tanah Bag1 
Pembangunan Infiastruktw yang d1selenggarakan oleh Pusat Pengkajlan Ekonom1 Dan Pembangun 

-----an fherah (Puspenda) d1 Jakarta pada tanggaL24..Agustus_2005 _ _ _ _ _ _ __ 
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Sebagru contoh Indonesia Dalam Peraturan Prestden Nomor 65 Tahun 2006 

secara limltatrf telah dttetapk.an daftar k.egtatan yang termasuk. dalam kepentmgan 

umum 55 

2 4 Pengertian Asas Kepentmgan Umum 

Kata asas berarh hukum dasar dasar (sesuatu yang menJadi tumpuan bed! 

k.1r atau berpendapat) dasar etta etta (perkumpulan atau organtsasi) 56 Kata asas 

senng dtrangk.ru dengan lata benlutnya sehmgga dtkenal asas bilateral asas lea 

dtlan asas leturunan asas patnhneal asas praduga tak bersalah asas kelahtran asas 

tunggal as as unn ersal dan I run lam 

Kata lepentmgan berarti leperluan kebutuhan contohnya mendahululan 

lepentmgan umum 57 Kata umum berarti untuk orang banyak. untuk orang stapa 

saJa, orang banyak khalayak ramru contohnya bus umum kepentmgan umum la 

mar mandt umum, rapat umum 58 

Konsep k.epentmgan umum t1dak pemah dtrumuskan dengan memadru oleh 

hulum postttf hal m1 merupak.an konsekuenst dan konsep lepentmgan umum ) ang 

ttdal dapat dtdefirustk.an pengertlannya 59 Mana S W SumardJono mengatakan bah 

wa lepentmgan umum sebagm lonsep tidal.. suht dtpahamt tap1 ttdak mudah dtdefi 

msrlan 60 Hal yang sama dtsamprulan oleh Syafrudm Kalo dengan mengatakan bah 

wa masalah lepentmgan umum secara lonsepstonal sangat suht dtdefirustkan ter 

lebth lebth lalau dthhat secara operas10nal 61 

~5 Lihat Indonesia Peraturan P1eszden T~.-ntang P~.-mbahan Atas Pe raturan Preszden Nomor 16 
Tahun 200::> Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelah.sanaan Pembangunan Untuk R.epentmgan Umum 
Perpres No 65 Tahnn 2006 Pasal 5 

5 Lrhat Departemen Pendrdrk.an Dan Kebudayaan Op Czt hal 52 

57 Ibzd hal 665 

58 Ibzd hal 989 

59 Gnnanegara, Op Czt hal 48 

60 Marra S W Slll1lardjono Kebya!.an Pertanahan An tara Regulasz dan lmplementasz Edrsr Re\ lSI 

Cet1kan Kehga (Jakarta Penerbrt Buku Kompas 2005) hal 73 
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Jan GIJSsel menyamprukan pendapatnya bahwa kepentmgan umum merupa 

kan pengert1an kabur (vage begrtp) sehmgga t1dak mungkm dunstituswnahsastkan 

ke dalrun suatu norma hukum yang apab1la d1paksakan ak1batnya akan menJadi nor 

rna k.abur (vage normen) 62 Selanjutnya J J H Bruggmk menyatakan bahwa kepen 

tmgan umum sebagru suatu pengertran yang kabur artmya suatu pengert1an yang 

Ismya ttdak dapat d1tetapkan secara tepat sehmgga hngkupnya t1dak Jelas 63 Cara 

vang tepat untuk memak.nru J...epentmgan umum hanya dengan cara menemukan J...n 

tena J...ntena dan kepentmgan umum hal 1m untuk memudahkan pembentukan nor 

manya Dengan J...ntena J...epentmgan umum yang tepat maka J...epentmgan umum da 

lam pengadaan tanah tldak menJadJkan negara bertmdak se\". enang wenang dan se 

ba!Ikn) a rak) at akan leb1h terhndungr hak haknya 64 

A P Parhndungan mengataJ...an bahwa uJ...uran J...epentmgan umum sangat 

Iah fleksibel sekal1 sehmgga terlalu Iuas .,(j) Seba!Iknya, Muchsan dalrun J...esimpul 

an d1sertasm) a mengatakan bahwa 

J...epentmgan umum dapat didefimsikan dengan menggunak.an penaeJ...atan 
filosofis teont1s dan prak1:1s dengan mengetahm defims1 kepentmgan 
umum ak.an dapat d1tetapkan unsur unsur apa yang harus d1penuhl untuk 
adan) a J...epentmgan umum 66 

1 Syatrudm Kalo Pengadaan Tanah Bagz Pembangzman Untuk Kepentmgan Umum (Jakarta 
Pustaka Bangsa Press 2004) hal 69 

6 Jan GlJSSel dan Mark. van Hoecke Wat zs Rechtsteone (Antv.erpen Kluwer 1982) hal 171 D1 
kutlp 1 embah dan Gunanegara Op C1t hal 5 

63 J J H Bruggmk Op C1t hal 63 64 

64 Gtmanegara Op 0 r hal 6 

65 A P Parlmdungan, Bunga RampGI Hukum Agrana Set fa Landteform Bagzan I (Bandung Man 
dar MaJU 1994) hal 64 

66 Muchsan Perbuatan Pemenntah Dalam Memperoleh Hak. Atas Tanah Untuk Kepentmgan 
Umum (D1sertas1 doktor Umvers1tas GaJah Mada Yogyakarta 1997) hal 40 

---- ---- -- -- --
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Penuhs berpendapat bahwa kepentmgan umum bukanlah sesuatu yang tldak 

dapat drdefimsrkan atau trdak dapat drrumuskan pengertrannya 67 Alasan penuhs ada 

lah bahwa kepentmgan umum tersebut dapat d1buat unsur unsur kntena, Jems Jems 

bentuk s1fat atau hak1katnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat d1buat defimst 

atau dtrumuskan pengertlannya Betul bahwa setmp kultur bangsa mempunyru vers1 

tersendm mengenru kepentmgan umum sebagrumana drkatakan oleh Robert M Ber 

kley 68 alan tetap1 penuhs berpendapat bahwa hal tersebut tidal tepat sebagru dasar 

atau alasan untuk mengatakan bahwa kepentmgan umum tldak dapat d1defims1kan 

atau dtrumuskan pengert1annya 

Benarlah apa yang drkatakan oleh Abdurrahman benkut rm 69 

Persoalan mengenru kepentmgan umum secara konseps10nal memang suht 
sekal1 untuk d1rumuskan dan leb1h lebth kalau k1ta hhat secara operas10nal 
Akan tetapt dalam rangka pengamb1lan tanah masyarakat penegasan tentang 
kepentmgan umum yang akan menJadi dasar dan kntenanya perlu d1tentukan 
secara tegas sehmgga pengamb1lan tanah tanah dtmaksud benar benar sesum 
dengan landasan hukum yang berlaku 

Paul Scholten mengatakan bahwa 70 

Pembentuk undang undang sendm membentuk pengertian pengertian Peng 
olahan Ilrruah terhadapnya menuntut pandangan Errul Lask (Die Phllosohw 
1m Begmn des m anzigsten Jahrhunderts Festschnft fuer Kuno Fischer h 
305) senng tidal lmn adalah pengembangan atau kelanjutan pembentukan pe 
ngertian) ang sudah dimulm oleh pembentuk undang undang sendm 

Lebth lanjut Paul mengatakan bahwa 71 

67 Bandmgkan dengan Gunanegara, Op Crt hal 48 Gunanegara trdak sependapat dengan kesnn 
pulan dtsertasJ Muchsan tersebut 

68 Robert M Berkley Urban Design dalam Anthony J Cataneso et al Inti oductwn to Urban 
Plannmg (New York Me Graw H1ll 1979) hal 78 Dlkutlp kembah dan Gunanegara Op Crt hal 
48 

69 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bag~ Pelat.sanaan Pembangunan Untuk Kepentzngan Umum 
Cetah.an Kesatu (Bandung PT C1tra Adttya Baktr 1984) hal 36 

70 Paul Scholten StruktzJr Ilmu Hulmm Cetah.an Kedua [De Structuur Der Rechtswetenschap] d1 
teiJemahkan oleh B Anef S1dharta (Bandung PT Alumm 2005) hal 26 

71 lbzd hal 26 27 
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(sebagru faktor yang membentuk pengertlan sekahpun hanva mendekat1 
saJa yang dapat d1bandmgkan dengan hukum) Kita dapat melangkah Ieb1h 
Jauh dengan penggunaan sebuah perkataan dalam undang undang maka tldak 
lag1 menjadi pertanyaan apa art1 perkataan 1m pada umumnya melrunkan apa 
yang menJadi lSin) a dalam art1 (konteks) undang undang 1tu Tentu saJa 1m 
memmJam maknanya dan pemakruan bahasa sehan han Namun pemakman 
bahasa m1 selalu merruhk1 batas batas ) ang kurang leb1h mengaburkan da 
lam kekaburan 1tu hukum untuJ... penerapannya harus menanJ... suatu gans 
yang la.Jam Itulah sebabnya d1 dalam undang undang senng muncul penJe 
Iasan d1 bawah d1 dalam undang undang dmrt1J...an 

Paul menambahk.an bahwa 72 

Jtka huJ...um t1dak membentuJ... pengert1an pengert1an sendm mak.a formula 
m1 yang J...m1 demiJ...Ian berguna, akan menJadl suatu J...ebodohan HuJ...um 1tu 
sendm membentuk pengertmn pengert1an dan dengan 1tu sudah menyandang 
J...arakter log1kan) a sendm 

Van WIJJ... mengatakan bahwa J...epentmgan umum adalah merupakan tuntutan 

hukum masvarakat yang harus di!ayan1 oleh pemenntah dem1 terwujudn) a kesejahte 

raan mas) arakat 7 Sementara 1tu Koentjoro Poerbopranoto mengart1kan kepentmg 

an umum sebagru kepentmgan bangsa, masyarakat dan negara, yang mengatas1 J...e 

pentmgan mdlVldu kepentmgan golongan dan daerah 74 

Selanjutnya, John Salmdeho merumuskan kepentmgan umum sebagm kepen 

tmgan bangsa dan negara serta kepentmgan bersama dan rak'}'at dengan memperha 

t1kan seg1 segt sos1al poht1J... ps1kologis dan Hankarnnas atas dasar asas asas Pem 

bangunan Naswnal dengan mengmdahJ...an J...etahanan Naswnal serta Wawasan Nu 

santara 75 

72 Ibrd hal 27 

73 KoenDoro Poerbopranoto Sedi!at Tentang Szstem Pemenntahan Demolaasz (Surabaya Umver 
s1tas A1rlangga 1956) hal 37 sebagmmana d!lruhp oleh Asian Noor Konsep Hak Mzhk Atas Tanah 
Bag1 Bangsa Indonesia Dllnyau Dan A;aran Hal.. Asas1 Jvfanusw Cetakan Pertama (Bandung Man 
dar MaJU 2006) hal 17 

74 lbzd 

75 John Salmdeho A-1asalah Tanah Dalam Pembangunan Cetakan Kedua (Jakarta Smar Grafika 
1988) hal 40 
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Kepentmgan umum menurut The Liang Gte adalah segenap hal yang mendo 

ron& tercapam) a k.etentraman 1-..estabiian et...onomr dan k.emaJuan dalam k.ehrdupan 

masyarakat dtsampmg urusan urusan yang menyangkut negara dan rak)'at seluruh 

nya sebagru suatu kesatuan 76 

2 5 Asas Kepentmgan Umum Berhku Umversal 

Sarna halnya dengan asas asas hut...um yang lrun asas kepentmgan umum 

mempunyru mlru mlru yang berlaku umversal Memang ttdak dapat dtsangkal bahwa 

Jems Jems kepentmgan umum dt satu negara tentunya tidal selalu akan sama (berbe 

da) dengan Jems Jems kepentmgan umum di negara lam Benarlah apa yang dtkata 

k.an oleh Gunanegara sebagar benk.ut 77 

Keragaman Jems pembangunan untuk kepentmgan umum dapat dtmaklumt 
mesk.Ipun kepentmgan umum merupakan suatu k.onsep hukum namun 
maknan\ a dapat dttafstrkan berbeda antara negara yang satu dengan negara 
yang lam akan tetapi secara general kepentmgan umum tentunya mempunyar 
mlat mlru yang unn ersal 

SeJarah78 Juga mencatat bahwa Kltab Undang Undang Hukum Perdata yang 

sekarang dipergunakan sebagru huk.um posltlf dt Indonesia, berasal dan Belanda 

\ ang dxsebut sebagru Bw ge1 lijk Wetboek 19 yang mular berlaku d1 Beland a seJak 

70 L1hat M Udrn SJlalahJ Badan Hukum & Orgamsas1 Pemsahaan Cetakan Pertama (Jakarta Ba 
dan Penerblt IBLAM 2005) hal 92 

7 Gunanegara, Op Cll hal 30 

78 UntuJ... leb1h Jeiasnya mengena1 seJarah K1tab Undang Undang Huh.um Perdata mohon d1baca Z 
Anson Ahmad Sejarah Dan Kedudukan BW D1 lndonesza (Jakarta CV RaJawah 1986) hal 57 

79 L1hat R Subektl dan R TJltrosudJblO Kztab Undang Undaug Hukum Perdata Ed1s1 ReVIs! Ce 
takan Keduapuluhtujuh (Jakarta PT Pradnya Parmmta 1995) ha!a111an V1 D1 s1tu antara lam d1sebut 
kan bahwa Kltab Undang Undang Hukum Perdata 1m adalah suatu teiJemahan dan Bergerlyk 
Wetboek mlah salah satu kltab undang undang berasal dan pemenntah Belanda dahulu Berda 
sarkan asas konkordans1 atau Concordant1e Begznsel maka Burgerlyk Wetboek d1berlakukan d1 
seluruh daerah Jajahan Belanda Dengan pengumuman Gubemur Jenderal Hmd1a Belanda tanggal 3 
Desember 1847 maka Burgerlyk Wetboek berlak-u d1 Hmd1a Belanda (Indonesia) sejak tanggal 1 Me1 
1848 hmgga ::.aat 1111 dan ::.udah dJteiJemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk pertama kah oleh R 
Subeh.tl dan R Tjltrosud1b10 pada tahun 1957 
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tanggal 1 Oktober 1838 BwgellLJk Wetboek Belanda sendm berasal dan Hukum 

Pranc1s ) ang d1sebut sebagru Code Ctvtl De F'ranwH berlak.u pada tahun 1804 ) an_f, 

selanjutn) a direvisi menJadi Code Napoleon dan berlak.u pad a tahun 1807 Berla 

kunya Code Napoleon di Belanda adalah karena dulu Belanda berada d1 bawah keku 

asaan Pranc1s Setelah Belanda merdeka, maka melalm Kemper seorang ahh hukum 

bangsa Belanda membuat hukumnya sendm yang d1sebut sebagm Burgerlzjk Wet 

boek yang dalam ken) ataannya mas1h tetap mengikuti Code CIVLI De TrancaL'i 80 

Code Clvtl De rrancms temyata Juga banyak. d1pengaruh1 oleh Hukum Ro 

maw1 yang d1sebut sebagm C01 pu'i Iw1s ClVlli'i atau Kodifikasi Justlanus ) ang ba 

n) ak d1pengaruh1 oleh hukum Jerman dan huk.um gereJa 

Dalam Pasal570 K1tab Undang Undang Huk.um Perdata d1sebutkan 81 

Hak m!III, adalah hak untuk meml..mati k.egunaan sesuatu kebendaan dengan 
leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan Itu dengan kedaulatan 
sepenuhn) a, asal t1dak bersalahan dengan undang undang atau peraturan 
umum yang d1tetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak. menetapkannya. 
dan trdak. mengganggu hak. hak. orang !run kesemuan) a rtu dengan tak. me 
ngurangr kemungkman al..an pencabutan hak Itu demr kepentmgan umum 
[cetak tebal oleh penuhs] berdasar atas k.etentuan undang undang dan dengan 
pemba) aran gantl rugr 

Berdasarkan uraran d1 atas dapat drs1mpulkan bah wa asas kepentmgan urn urn 

yang terdapat dalam Pasal 570 Krtab Undang Undang Huk.um Perdata yang berasal 

dan Bw gerluk Wetboek Belanda, tern) ata banyak d1pengaruhr oleh Hukum Romawr 

Hukum Pranc1s Hukum Jerman dan hukum agarna atau hukum gereJa Dengan de 

mlkran Jelaslah bah,., a asas kepentmgan umum berlak.u unn ersal d1 seluruh duma 

2 6 S1fat Kepentmgan Umum 

Mengenar stfat kepentmgan umum, Adnan Sutedt me ngatakan bahwa 82 

80 L1hat Juga Eddy Ruch1yat Polztzk Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU 
No 5 Tahun 1960) Cetakan Kehma (Bandung Alwm11 1995) hal 7 

81 Llhat R Subeh.'i:J dan R TJitrosudibiO Op Czt Pasal 570 

8 Adnan Sutedt Implementasz Ptmszp Kepentmgan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pem 
------,bangunan Getakan Pertama (Jakarta Smar Grafika -200.2) JlaL7_] --~- _ _ _ __ 
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Permasalahan yang mas1h timbul adalah seJauh mana s1fat tersebut 
harus melekat pada suatu Jems legmtan untuk kepentmgan umum 
Apakah s1fat tersebut harus melekat secara kuat dan domman atau se 
ledarnya, serta bagrumana ukurannya Karena dalam praltlknya, sua 
tu keg~atan sebenarnya hanya sed1klt terlekat1 kepentmgan umum na 
mun dlSimulasikan untuk kepentmgan umum Mas1h adanya permasa 
lahan mengenru s1fat 1tulah mala s1fat k.epentmgan umum yang dem1 
l1an Itu mas1h memerlukan penjelasan yang leb1h konknt 

S1fat s1fat k.epentmgan umum adalah sebagru benlut 83 

a Menyanglut kepentmgan bangsa dan negara 

b Menyangkut pelayanan umum dalam masyarakat luas 

c Men) angkut kepentmgan rak) at banyal 

d Men) angkut k.epentmgan pembangunan 

2 7 Hakikat Kepentmgan Umum 

Meslapun kepentmgan umum untuk mengatas1 kepentmgan mdividu bukan 

berart1 negara tidal mengalm kepentmgan mdividu sebagru hakekat pnbadi manusia, 

JUStru dalam kepentlngan umum terletak pembatasan terhadap kepentmgan mdividu 

Kepentmgan mdividu tidal bertumpu kepada asasjusuum cuzqur tnbuere tetapi k.e 

pentmgan mdn 1du tercakup dalam kepentmgan umum atau kepentmgan masyaralat 

dan nas10nal yang bertumpu atas leadllan sos1al bag1 seluruh ralryat Indonesia 84 

Dasar pengembangan tolal ukur kepentmgan umum dan hajat hldup orang 

banyak. adalah mehndung1 segenap bangsa, menmgkatkan kesejahteraan mencerdas 

lan lehtdupan bangsa, dan melalsanakan letertlban duma 85 

83 Llhat Ibzd hal 71 75 Llhat Juga Sudlkno Mertokusumo Mengenal Hukum Cetakan Kehga 
(Yogyakarta Liberty 2002) hal 89 

84 Notonagoro Pancaszla Falsafah Negara (Surabaya Uruvers1tas Alrlangga 1961) hal 11 seba 
gaunana d1kuhp oleh Asian Noor J<...onsep Hak Mzllk Atas Tanah Bagz Bangsa Indonesza DztmJau 
Dmz Ajat an Hal. Asasz Manusza Cetakan Pertama (Ban dung Mandar MaJU 2006) hal 17 18 

85 M Udm S1lalahl Op Czt hal 93 
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2 8 Karaktenstik Kepentingan Umum 

Ad nan S utedz an tara lam mengatah.an bahwa szfat dan bentuk kepentmgan 

umum dapat SaJa dtstmpangz dalam penafstran ataupun dalam operaswnalnya se 

hmgga sangat pentmg dzbahas tentang karakienstlk yang berlaku sehmgga kegtatan 

kepentmgan umum benar benar untuk kepentmgan umum dan dapat dtbedakan seca 

raJelas dengan kepentmgan yang bukan kepentmgan umum 86 

Dengan mengacu kepada Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 1993 Adnan 

Sutedt mengatakan ada tlga pnnstp yang dapat dttank kestmpulan bahwa suatu ke 

gzatan benar benar untuk kepentmgan umum yaztu 87 

a Kegtatan tersebut benar benar dtmthki oleh pemenntah Hal m1 berarti bahwa ke 

gzatan kepentmgan umum tidak dapat dtmthki oleh perorangan ataupun swasta 

b Kegzatan pembangunan ted.azt dzlakukan oleh pemenntah Hal tm berartt bahwa 

proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegzatan untuk kepentmgan umum ha 

n) a dapat dtperankan oleh pemenntah 

c Ttdak mencan keuntungan 

Hal mz merupah.an suatu pembatasan tentang fungsz suatu kegzatan untuk kepen 

tmgan umum sehmgga benar benar berbeda dengan kepentmgan S\\ asta ) ang 

bertuJuan mencan keuntungan 

2 9 Kntena kepentingan Umum 

Gunanegara menyebutkan ada l 0 (sepuluh) kntena kepentmgan umum, 

) aztu 88 

a Kepentmgan bangsa 

b Kepentmgan negara 

c Kepentmgan rak') at banyalJmasyarakat luas 

d Kepentmgan pembangunan 

e Kepentmgan perekonomian negara 

86 L1hat Adnan, Op Czt hal 7~ 

87 Ibzd 

88 Gunanegara-Op-G'z t-hal-40 
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f Kepentmgan pertahanan negara 

g Kepentmgan kearnanan 

h Kepentmgan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat 

Kepentmgan eagar budaya 

Kepentmgan hngkungan htdup 

2 10 Syarat Kepentmgan Umum 

29 

Berdasarkan pada kntena kepentmgan umum yang dtpergunalan oleh hukum 

poslttf Indonesta, hukum romaw1 pendapat para ahh hukum dan Jems kepentmgan 

urn urn dt beberapa negara, dttemukan persyaratan yang sama yang apablla dtklasten 

sas1 menJadt 6 (enam) syarat kepentmgan umum yakm 89 

a Dtkuasm dan/atau dtmlltkl oleh negara 

b Ttdak boleh dipnvatlsasi 

c Ttdak untuk mencan keuntungan 

d Untuk k.epentmgan lmgk.ungan htdup 

e Untuk tempat 1badah/tempat suc1 lmnnva 

f Dttetapkan dengan undang undang 

2 11 Jems Jems Kepentmgan Umum 

Sesuat dengan peran dan tugasnya, maka negara berkewajtban untuk melal 

sanalan pembangunan untuk kepentlngan umum Jerus pembangunan untuk kepentl 

ngan umum oleh OJOJOdtguno dtcontohkan sepertt untuk Jalan d1pergunakan yang 

leb1h bermanfaat bag1 mas) arakat danpada dtmanfaatkan pnbadt orang perseorang 

an dan dtperlukan pemenntah 90 Dengan mengacu kepada hukum adat Htlman Ha 

d1kusumo 91 membagi pembangunan ke dalam 3 (tlga) kepentmgan ymtu kepentmg 

an adat kepentmgan agama, dan k.epentingan umum 

89 Ibzd hal 51 

90 lbzd hal 25 

91 Hllman Hadik.--usumo Hukum Perekonomzan Adat Cetakan Pertama (Bandilllg C1tra Adrtya 
Baktl 200 1) hal 41 
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Selanjutnya Htlman membag1 kepentmgan umum menJadi beberapa Jems 

yaJ.-.m J2 

a Pembukaan dan atau perbrukan Jalan urn urn 

b Pembuatan dan perbrukan Jembatan saluran rur bendungan mgas1 bangunan ba 

lru desa pasar desa, dan sekolah yang btasa dtkerJakan secara gotong royong 

Sementara Itu K1rd1 D1poyudo menJelaskan Jems Jems pembangunan untuk 

kepentmgan umum sebagru benkut 9 

a Perumahan 

b Kebutuhan pokok 

c Fas11ltas kesehatan 

d Pendtdtkan 

e Sarana perhubungan 

f Sarana komumkas1 

g Pembangunan gedung htburan rak; at 

h Pembangunan rumah tbadah 

2 12 Kategon Kepentmgan Umum 

Dengan mengacu padahukum romaw1 (loman law) Joshua Getzler membag1 

kepentmgan umum ke dalrun 4 (empat) kategon yakm 94 

a Res communes 

Sesuatu yang secara alruruah k.epunyaan semua orang misalnya udara, rur laut 

dan lepas pantru 

b Res publicae 

Seperti mtsalnya sungru pelabuhan pemenntah yang semua orang dapat meng 

ak.ses secara bebas 

92 Jbzd 

93 Kud1 D1poyudo Tugas Pow!.. Negara MemaJu!..an Kesejahtewan Soszal (Jakarta CSIS 1989) 
hal 66 

94 Joshua Getzler Roman Ideas of Landownership dalam Land Lall Themes and Petspectzve 
(London Oxford Umvers1ty 1998) hal 86 sebaga1mana d1kuhp oleh Gunanegara Op Cit hal 26 

------ ---- ----
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c Res nulltw 

Rer nulltus dtvtnt turt~ 

Keperluan suet agama, sesuatu yang dtsalralkan dan tidal dapat dtmthkt oleh 

semua orang Sesuatu yang dtsuctkan tidak dapat menJadi bagtan dan hak mdlVldu 

d Res nullms humam tun') 

Bmatang har tkan burung dan makhluk htdup bark yang htdup d1 rur laut tanah 

dan ruang angkasa yang merupalan hal pubhk dan semua orang btsa mengambii 

dan mempunyrunya 

2 13 Tujuan Kepentmgan Umum 

Darmodthar:Jo95 menJelaskan berbagru pandangan pakar tentang keadilan 

) ang secara garts besam) a terdm dan keadtlan menurut hukum dan keaddan menu 

rut kesebandmgan atau semestmya, keadilan umum dan keaddan khusus serta kead1 

!an kreatif dan keaddan protekttf 

Keaddan umum adalah keadilan menurut kehendak undang undang yang ha 

rus dttunarkan derm k.epentmgan umum Keaddan khusus adalah keadtlan atas dasar 

k.esamaan atau propors10nalttas Keadtlan k.reahf adalah keadilan yang membenkan 

k.epada setlap orang untuk. bebas menctptak.an sesuatu sesuru dengan daya kreat1v1 

tasnva Keaddan protek.itf adalah keaddan yang membenk.an pengayoman kepada se 

t1ap orang ymtu perhndungan yang dtperlukan dalam masyarakat bulan hanya ke 

bebasan berk.reast tetap1 Juga k.eamanan htdupnya sehmgga manusta yang satu ndak. 

boleh menJadi korban k.esewenang wenangan manusta lrunnya 96 

Darmodthai]o97 pada akhtrnya mengacu k.epada k.onsep k.eadtlan menurut 

John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan adalah kese1mbangan antara l.epenti 

9
' DardJI D11lllodillaiJO dan S1dharta, Pokok Pokok Fzlsafat Hukum Apa dan Bagmmana Fllsafat 

Hukum lndonesza (Jakarta Gramed1a Pustaka Utama 1995) hal 154 

96 Llhat Ammuddm Salle Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentmgan Umum Cetah.an Pertama 
(Yogyakarta Kreas1 Total Med1a 2007) hal 73 

97 DardJI DarmodthaiJO dan Stdharta Op Czt hal 159 
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ngan pnbad1 dan kepentmgan bersama Menurut pandangan Utrlrtanam!>me Darmo 

dJharJO tujuan huJ...um adalah untuJ... memben manfaat bag1 seluruh orang 

BerdasarJ...an atas J...esadaran kaum Utrlrtananr!>me sendm bahwa hal 1tu t1daJ... 

mungkm diWUJudkan dan hanya merupakan 1mp1an semata sehmgga mereka menya 

taJ...an bahwa tujuan hukum 1tu sudah dapat diCapru apabda J...emanfaatan Itu sudah 

dapat d1rasaJ...an oleh sebanyaJ... mungJ...m orang atau dengan J...ata J...ata the greatest 

happrnes for the greatest number of people Ukuran yang d1paJ...ru oleh Utzlaarran 

zsme dalam memlru bermanfaat atau tldaJ...nya sesuatu 1alah seberapa besar dampaJ... 

nya bag1 J...esejahteraan manus1a d1h1tung secara ekonom1s Sebagm contoh Darmod1 

harjo98 mengataJ...an bahwa dengan membangun sebuah Jalan umum dapat membawa 

J...euntungan secara eJ...onomis walaupun pembangunan 1tu dengan terpaJ...sa mengor 

bankan beberapa orang penduduJ... Tentang hal m1 Ammuddm Salle memben k.o 

mentar sebagru benJ...ut 99 

Tentu saJa pandangan Utrlltmzanrsme m1 tidak. sesum dengan k.onsep kead1l 
an menurut aJaran agama yang temyata d1serap dalam peraturan perundang 
undangan Indonesia yang berpegang pada pnns1p k.ese1mbangan antara hak. 
masyaraJ...at dan haJ... perseorangan Manfaat yang d1maJ...sud buk.an hanya un 
tuk. kepentingan anggota masyaraJ...at secara perorangan tetap1 Juga sek.ahgus 
masyaraJ...at secara J...eseluruhan 

Sementara 1tu Gunanegara mengataJ...an bahwa k.epentingan umum mempu 

nyru tujuan sebagru benk.ut 100 

a Untuk pertahanan negara 

b Untuk. k.eamanan umum 

c Untuk. k.eselamatan umum 

d Untuk pekefJaan umum 

e Untuk. pelestar1an dan perhndungan alam 

f Untuk eagar budaya 

8 Ibui hal 158 

99 Anunuddm Salle Op Cit hal 75 

100 L1hat Gunanegara Op Cit hal lX 
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2 14 Unsur-Unsur Kepentmgan Umum 

Dengan meruJuJ... J...epada Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 Ane 

SuJ...antt Hutagalung mengataJ...an bahwa pada pnnstpnya kegtatan perolehan tanah 

yang dtperuntuJ...J...an bagt J...epentmgan umum harus memenuh1 3 (t1ga) unsur poJ...oJ... 

yrutu 101 

a Merupakan kegtatan pembangunan yang dllakuJ...an oleh Pe menntah 

b Selanjutnya dJmihki oleh Pemenntah 

c Serta ttdaJ... dtgunaJ...an untuk mencan leuntungan 

Sementara Itu dengan mengacu kepada pengert1an lepentmgan umum menu 

rut J J Rousseau Asian Noor102 mengataJ...an bahv.a unsur unsur J...epentmgan umum 

adalah 

a Kepentmgan umum merupak.an hak. hak. rak.) at yang dtserahlan pengurusann) a 

J...epada negara 

b Kepentmgan umum beronentas1 pada lesejahteraan 

c Kepentmgan umum merupaJ...an haJ... rak.] at ) ang secara mdtvtdual tidak. dapat 

dtlalsanalann) a 

215 Konsep Kepentmgan Umum 

Dalam hukum barat hak hak perorangan berstfat liberal mdtvtdualtsttJ... Se­

dangJ...an dalam huk.um adat hak hak perorangan selam bers1fat pnbad1 Juga berfung 

s1 sos1al Dengan demtllan hal hak. perorangan bulan lag1 semata mata berstfat 

101 Ane Sukantl Hutagalung Peraturan Pres1den No 36 Tahun 2005 Dalam Huh.'llffi Pertanahan In 
donesw Makalah rm d1sampalkan dalam Semmar Naswnal Perpres No 36 Tahun 2005 Untuk Apa 
dan Stapa yang d1selenggarakan oleh Lembaga Perhndungan Konsumen lndustn & Jasa Konstruh.s1 
Indonesia (LPKJI) d1 W1sma Antara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2005 hal 11 L1hat Juga Ane 
Sukanh Hutagalung TrnJauan Knhs Terhadap Peraturan Pres1den Nomor 36 Tahun 2005 (Klm 
susnya Menyangkut Pengert1an Kepentrngan Umum) Makalah rm d1semmarkan pada Lokakarya Pe 
ngadaan Tanah KebiJakan Dan Implementas1 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Terhadap Pengadaan 
Tanah Bag~ Pembangunan Infrastruktur yang d1selenggarah.an oleh Pusat PengkaJlan Eh.ononu Dan 
Pembangunan Daerah (Puspenda) d1 Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2005 hal 9 

102 Aslan Noor Konsep Hak Mdzk Atas Tanah Bagz Bangsa Indonesza Dztm1au Dan Ajara/1 Hak 
Asasz Manusza Cetakan Pertama (Bandung Mandar MaJU 2006) hal 17 
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pnbad1 melamkan sudah mengalami proses pemasyarakatan (vermaat~chappdtJ 

J...mg) terutama melalw perkembangan yunsprudens1 10 

Dalam konseps1 hukum barat fungs1 sos1al d1maksudkan pada awalnya untuk 

tujuan liberal semata mata 104 Pada av. alnya d1 negara barat yang ada hanya hak per 

or'll1gan yang bers1fat mutlak sesuru dengan paham mdividualisme yang mereka anut 

d1mana kepentmgan mdividu sangat menonJol Kepada mdn 1du d1benkan kekuasaan 

) ang bebas dan penuh terhadap hak m1hknya yang t1dak dapat d1ganggu gugat Ak1 

bat dan ketentuan m1 adalah pemenntah tldak dapat bertmdak terhadap hak miiik se 

seorang mesk1pun hal 1tu d1perlulan untuk kepentmgan umum Kemutlakan hak m1 

hk perorangan dalam hukum barat temyata kemud1an tidak membav.a kebahag1aan 

bag1 masyarakat lalu dikurangi kemutlakannya karena terJadm) a pen) alahgunaan 

hak {lntsbt utk van etgendom 1 echt) atau perbuatan melanggar hukum sehmgga 

pada akhirnya ada pnns1p hak Itu adalah fungs1 sos1al 105 

Dengan demikian Jelas bahwa pada hak1katnya pengert1an fungs1 sosml dalam 

konseps1 hukum barat adalah berupa pengurangan atau pembatasan terhadap kebe 

basan mdlVIdu Sebahkn) a, konsep fungs1 sos1al dalam hukum adat dan hukum tanah 

nasronal merupakan bag1an dan alam pila.ran ash orang Indonesia, yrutu bahwa rna 

nusra Indonesia adalah manusm pnbad1 yang sekalrgus makhluk sos1al yang mengu 

sahakan tenvujudn) a kesetmbangan keseras1an dan keselarasan antara kepentmgan 

pnbad1 dan kepentmgan bersama 106 

103 Llhat Adrran, Op C1t hal 78 

104 Ane Sukantl Hutagalnng Konseps1 Yang Mendasan Penyempurnaan Huk'Uill Tanah Nasronal 
hal 25 Prdato pada Upacara Pengukuhan Sebagar Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agrana Fa 
kultas Hukum Uruversrtas Indonesia pada tanggal 17 September 2003 

10 A P Parlmdungan Pencabut011 dan Pembebasan Hak Atas Tanah Su atu Stud1 Perband111gan 
Cetakan Kedua (Bandung Mandar MaJli, 1993) hal 67 

________ lOJLBoed! Harsono-S<Jmah-lsl Dan Pelaksanaan UUP4 (Jakarta....Djambatan, . .2QOO), hal 269 __ 
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2 16 Perbandmgan Konsep Kepentmgan Umum 

Dalam Blae-k j Law DtLitonary dtlemukan Istilah IS tilah yang berh.rutan de 

ngan kepentmgan umum yakm publzc good publtc mterejt publzc use publzc uti 

lay publzc necesslfy publzc !JerVIce 107 

Dt Amenka Senkat ketentuan pubilc u'ie dtatur dalam the fifth amandment 

to the US Constztutton provtdes nor shall prtvate be taken for publtc use wzth 

out ;ust compensatwn Mahkamah Agung Amenka Senkat membaca ketetapan 1tu 

dengan meneiJemahkan bahwa pengambdan hak mthk harus untuk kepentmgan pub 

lie pw po!>e apabda ttdak maka emment domam harus dtjauhkan 

Kepentmgan umum menJadi lata h.unct bag1 pelah.sanaan pengadaan tanah dt 

Amenka Senlat Publzc use dtarhkan bahwa penggunaannya membawa leuntungan 

pada pubhk (benefit the publzc) namun dt dalam amandemen konstttust kehma, kon 

sep ) ang dtpergunakan adalah pub he purpose yang mempunyat makna sangat luas 

(pub he purpose vrey broad) 108 

Dengan begttu maka peran pengadtlan dt Amenla Senlat menjadt pentmg 

dalam menentukan apakah 1tu merupakan kepenhngan umum dan pembatasann) a 

Saat kepentmgan umum drtetapkan pengadllan, baru kemudtan dapat drlaksanakan 

emment domam sehrngga dapat mengambd tanah tanah pnbad1 dengan pemba) aran 

h.ompensast yang add 109 

Dr Amenka Senkat pun kedudukan warga negara trdak dalam postsr lebth su 

penor dan Negara karena ada ketentuan bahwa satu pembatasan dalam property se 

luruh permhk dtharuskan sepakat bahwa p10perty n) a suatu saat dtpersyaratkan un 

107 Henry Campbel Black, Blacks Law Drctwnar; 6th ed (St Paul Minnesota West Pubhshmg 
1990) 

108 Jesse Dukemeruer Proper!). Gilbert Law Swnmane Wntten by the Nation Most Acclalllled 
La\\ Professor adaptable to all maJor Casebook 1991 1992 h 313 Dtkuhp kembah dan Ane 
Sukanh Hutagaltmg TmJauan Knbs Terhadap Peraturan Prestden Nomor 36 Tahnn 2005 (Khu 
susnya Menyangkut Pengerhan Kepentmgan Umum) hal 10 Makalah 1111 d1presentas1kan pada 
Lokakarya Pengadaan Tanah Kebyakan dan Implementasr Perpres 36/2005 terhadap Pengadaan 
Tanah Bagz Pembangunan Infrastruktur yang dtselenggarakan oleh Pusat PengkaJian Eh.onom1 Dan 
Pembangunan Daerah (Puspenda) d1 Jakarta pada tanggal24 Agustus 2005 

109 Ibzd 
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tuk drjual kepada Pernenntah I IO Pernenntah rnernpunvar kekuatan emment domam 

yang sangat kuat yang drbenkan konstrtusr pernenntah federal atau negara bagran 

Dr Melbourne Australia, kepentmgan urnurn rnenurut Land Acqurstwn and 

Compensatwn Act 1986 rnenyebutkan tujuan pubhk adalah rnehputr setlap tujuan 

) ang dapat rnengakrbatkan tanah dapat drarnbll alrh secara paksa berdasarkan UU 

khusus yang terhadapn)a berlaku UU rm III Dr Queensland Australia yang berda 

sarkan The AcquLsLtwn of I and Act 1967 menentukan tanah dapat drarnbll alrh untuk 

tujuan kepentmgan urnurn antara tarn pernbangunan sekolah rurnah sakrt pelabuh 

an Jernbatan penerbangan, lapangan parkrr Jalan saluran pernbuangan hrnbah dan 

lam lam (dilamprrkan dalam daftar Proyek) 112 

Sedangkan dr Malaysra, Land Acqwslfwn Amandment BL!l 1997 rnenyebut 

kan tanah dapat drarnbrl untuk prasarana urnurn rnehputr Jalan transportas1 kereta 

apr penyedraan mr gas perprpaan telekornumkasr penerangan Jalan srstern pernbu 

angan mr hrnbah pekerJaan pubhk dan pelayanan pubhk seJems 11 

Dr Phlhppma. dalam Republic Act Nornor 897 4 menyebutkan tanah dapat dr 

arnbrl ahh Jlka drtujukan untuk pro) ek nasronal pemenntah rnehputr seluruh pro) ek 

mfi asfl uctw e nasronal pekeiJaan rek.a) asa, kontrak pelay anan termasuk proyek 

) ang drbawah kendah perusahaan negara, pro) ek yang termasuk dalam Act Nomot 

69 57 on BOT dan kegratan lamnya yang pentmg dan berhubungan 114 

Dr Tar\\-an sebagar pelaksana pasal 15 Konstrtusr Tar\\an drsebutkan 

perurnahan pusat organrsasr brsrus rurnah sakrt sekolah mtemasronal kedutaan/or 

ganrsasr/sosral rnakam, tern pat rbadah pro) ek pro) ek yang rnenshrnulus brsms lo 

kal namun Juga ada kntena 'ang bukan kepenhngan umurn yakm tanah hutan tern 

110 Robert Cooter & Thomas Ulen, Lall and Economic Harper Collms Publisher USA 1998 h 
I 94 D1kutlp kembah dan Ane Sukantt Hu tagahmg Op Cit hal I I 

111 Ib1d 

112 Ibzd 

113 Ibzd hal I 1 12 

--------=-:
11

'-'--
4 /brd hal 12..----- _________________ _ 
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pat penkanan tempat berburu areal penggaraman areal pertambangan sumber mr 

mtltter zone dan border zom, 115 

Dengan membandmgkan konsep kepentmgan umum pada beberapa negara, 

Jelas terhhat bahwa art1 dan batasan kepentmgan umum berstfat lokal dan sangat ter 

gantung pada kehendak suatu negara untuk menentukan Jems Jems yang d1tetapkan 

sebagm kepentmgan umum Dengan meruJuk konsep kepentmgan umum pada bebe 

rapa negara dtmaksud maka Ane Sukant1 Hutagalung meny1mpulkan sebagm ben 

kut 116 

Dan urman dt atas dapat dtstmpulkan bahwa konsep kepentmgan umum me 
rupakan pengerttan yang kabur (vage begnps) sehmgga me11Jadl norma yang 
kabur (vage normen) sehmgga karaktensttk normanya sangat terbuka (open 
1101 men) Jalan keluar untuk menentukan kepentmgan umum adalah otontas 
dan dtskrest legislature untuk menentukan Jems Jems kepentmgan umum de 
ngan suatu lzstmg Dengan lzstmg Jems Jems kepentmgan umum dapat dtpa 
hamt oleh bmk penguasa maupun oleh rakyat apakah tmdakan pengadaan 
tanah tersebut nyata nyata untuk kepentmgan umum atau sebahknya Dengan 
demtktan norma peraturan perundangan sangat menentukan dalam keberha 
sdan proses pengadaan tanah untuk kepentmgan umum 

115 Ibzd hal 13 

116 lbzd hal 13 
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ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM LINTASAN SEJARAH 
PENGADAAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF 

DI INDONESIA 

3 1 Latar Belakang 

SeJarah Hukum Agrana, khususn) a pengadaan tanah di Indonesia tidak terle 

pas dan pengaruh bangsa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yang semula tuJu 

annya adalah berdagang akan tetapi kemudian berubah menJadi penJaJah bagi wlla 

) ah Nusantara 

SeJarah mencatat bahwa orang Eropa pertama kali datang ke Indonesia seki 

tar awal abad XVI dimana pada saat Itu terhhat kapal kapal di Kepulauan Indonesia 

) ang berawak sebagian orang Portugis dan sebagian lagi orang Indonesia atau yang 

dtm1hkl orang orang Indonesta dan disewa orang Portugis II? Setelah bangsa Portu 

gts datanglah orang orang Belanda yang mewans1 aspirasi aspirasi dan strategt Por 

tugts dengan membawa organisasi persenJataan kapal kapal dan dukungan keua 

ngan yang bml. 

Pada tahun 1595 ekspedtsl Belanda yang pertama yang terdm dan 4 buah ka 

pal dengan 249 a\\ak dan 64 pucuk menam stap berlayar ke Hmdm Ttmur dtba\\ah 

p1mpman Comehs de Houtman us Tujuan mereka adalah untuk mencan rempah 

rempah yang sangat dtbutuhkan d1 negara mereka 

Selanjutnya pada tahun 1601 14 buah ekspedtsl )ang berbeda berangkat dan 

Belanda menUJU Indonesia Km1 menJadi Jelas bah\\a persmngan d1 antara perusa 

haan perusahaan Belanda tersebut tidak dapat lag1 dihmdarkan Saat Itu ada 4 perwa 

k.dan dagang Belanda yang bersamg dt Banten persmngan mana men) ebabk.an nmk 

nya harga, sementara memngkatnya pasok.an ke Eropa menyebabk.an turunnya k.eun 

tungan yang dtperoleh 

117 Llhat M C Rtcklefs Se]mah Indonesw Modern 1200 2004 Cetakan Kedua [A Hlstory ofMo 
dem Indonesia Smce c 1200 Tlmd Edttlon] diteiJemahkan oleh Satno Wahono et al (Jakarta PT 
Seramb1 llmu Semesta 2005) hal 65 

118 Ib1d hal 70 
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Pada tahun 1598 Parlemen Belanda (Statw Crenc.ral) mengajukan usulan 

agar perseroan yang sahng bersamg tersebut menggabungkan dm Akhtrnya pada bu 

Ian Maret 1602 perseroan yang bersamg tersebut bergabung membentuk Persenkat 

an Maskapm Hmdia Ttmur yang dtsebut Vereentg de Oost-Indl'u,he Compagnte 

(VOC) 119 Dalam perkembangan selanJutnya, VOC bukan lagt hanya sebagm 

perusahaan besar melamkan sudah merupakan sebuah pemenntah atau penguasa 

yang mewak!lt kepentmgan BeJanda d1 Indonesia Untuk J...epentmgan VOC maka 

sangat dtperlukan tanah tanah yang sangat luas terutama untuk keperluan 

perkebunan perkebunan besar mthk Belanda 

3 2 Pr ms1p Pengadaan Tanah 

Selaku penguasa, pad a pnns1pnya pemenntah mempunym J...ev. enangan untuJ... 

memperoleh tanah dan pemthk tanah Artm~ a pemenntah dapat mengambilahh atau 

memperoleh tanah melalm proses pengadaan tanah Kewenangan pemenntah untuJ... 

memperoleh tanah derm pelaksanaan pembangunan untuk kepentmgan umum se 

sungguhn) a bers1fat unn ersal 

Adapun pnnstp pnnstp yang mendasan pengadaan tanah oleh pemenntah 

adalah 120 

a Kesejahteraan rak) at adalah hukum yang tertmgg1 

b Kepentmgan umum lebm besar danpada kepentmgan pnbadt 

c Penguasa dan negara, dengan alasan yang layalJmemadat dapat mengambtlahh 

kepentmgan pnbadt 

d Hukum me\\ aJtbh.an seseorang untuk mendahuluh.an h.epentmgan negara danpa 

da keselamatan pnbadm)'a 

Namun demth.tan suatu hal harus dnngat bahwa setlap pengadaan tanah yang 

dilakukan untuk kepentmgan umum tersebut harus dtbarengt dengan pembenan gantt 

rug1 (kompensas1) yang layak dan memadm 

119 Ib1d hal 71 

1 0 Oloan Sttorus dan Dayat Lnnbong Pengadaan Tanah Untuk Kepentmgan Umum Cetak.an Per 
dana (Y ogyakarta Ml.tra KebtJ akan T anah Indonesia 2004) hal 1 

------------- ----- --------
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Secara umum, pengadaan tanah dapat dmrhkan sebagat proses/prosedur dan 

cara untuJ... memperoleh tanah/lahan bat!... hal 1tu ddaJ...uJ...an oleh p1haJ... Pemermtah 

Pusat/Daerah maupun p1haJ... swasta 121 Pengadaan tanah yang diiaJ...ukan oleh peme 

rmtah dtbagi atas pengadaan tanah bagt kepentmgan umum dan bukan kepentmgan 

urn urn (m1salnya kepentmgan komers!l) 122 Pengadaan tanah bagt kepentmgan swas 

ta d1bag1 menJadi kepentmgan J...omerstl dan bukan komersil yattu yang berstfat me 

nunJang kepentmgan umum atau termasul-. dalam pembangunan sarana umum dan 

fasthtas fasil1tas sos1al 123 

Akan tetap1 seJak dikeluarJ...ann) a Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 

1993 maJ...a pengadaan tanah untuk kepentmgan umum hanya dapat ddakuJ...an oleh 

pemenntah Ketentuan m1 berbeda dengan 1-.etentuan sebelurnnya yang secara norma 

hf membenkan kesempatan kepada sv. asta untuk melaksanakan pengadaan tanah ba 

g1 pelaJ...sanaan pembangunan untuk kepentmgan umum dengan bantuan pan1tta pe 

ngadaan tanah yang seyogtan) a merupaJ...an fasdttas bagt pengadaan tanah) ang dila 

kuJ...an oleh mstans1 pemenntah 124 

Untuk dapat memperoleh hak atas tanah guna memenuh1 kebutuhan akan pe­

ngadaan tanah ada beberapa cara untuk mendapatkan hak atas tanah yattu 125 

a PerJanJtan dengan pem1hk tanah 

b Permohonan hak 

c Pemmdahan hak 

d Pembebasan/pelepasan hak 

121 Soeprapto Undang Undang PoJ.oJ. Agwna Dalam Pwkte!..lJakarta Mitra San 1986) hal 2.:,4 

1 2 Oloan Srtorus dan Dayat Lrmbong Op C1t hal 5 

123 Lrhat lbtd 

124 Ib1d Ketentuan drmaksud adalah Peraturan A1e11fer1 Dalam Negen Tentang Penggunaan Acara 
Pembebasan Tanah Untu!.. Kepentmgan Pemermtah Bagz Pembebasan Tanah Oleh P1hak SHasta 
Permendagn No 2 Tahun 1976 

125 Ane Suk.antr Hutagalung Serba Aru,ka Masalah Tanah Dalam l,._eglGtan EJ.orwrm (Suatu !,._urn 
pulan Kmangan) Edrs1 Pertama Cetakan Kedua (Jakarta Badan Penerb1t Fakultas Hukum Urnver 
sttas Indonesta 2002) hal 133 
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Sementara 1tu pengadaan tanah untuk kepentmgan umum dapat d1tempuh de 

ngan 4 (empat) cara yrutu 

'l Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 

b Pencabutan hak atas tanah 

c Jual beh tuk.ar menukar 

d Cara !run yang d1sepaka11 secara suk.arela oleh p1hak ) ang bersangkutan 126 

3 3 SeJarah Pengadaan Tanah D1 Indonesta 

Secara umum, sejarah pengadan tanah d1 Indonesia telah dimulru sejak zaman 

k.olomal ) rutu pad a masa berlakun) a s1stem tanam paksa (cultuw stelsel) dan Ag1 a 

Jtsche Wet ) ang dllanjutkan d1 zaman kemerdekaan yrutu pada masa berlakunya 

Undang Undang Pokok Agrarm pada tahun 1960 pada masa berlakun) a Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 1961 pada masa berlakunya Instruks1 Presrden Nomor 9 

Tahun 1973 pada masa berlakunya Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 15 

Tahun 197 5 pada masa berlakunya Peraturan Men ten Dalam Neg en Nomor 2 Tahun 

1985 pada masa berlakunya Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 dan pada 

masa berlakunya Peraturan Presrden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presrden 

Nomor 65 Tahun 2006 yang secara kronolog1s diJelaskan secara smgkat d1 bawah 

llll 

3 3 1 Pada Masa Berlakunya Ststem Tanam Paksa (Cultuurste/se/) 

3 3 1 1 Latat Belakang 

S1stem tanam paksa adalah gagasan Gubemur Jenderal van den Bosch yang 

menganggap Indonesia sebagru kolom) ang menguntungkan d1 mana rak) at dapat d1 

126 Lrhat Indonesra Keputusan Pres1den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pemba 
ngunan Untuk J....epentmgan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 Pasa1 2 ayat (2) dan Pasa1 23 Indo­
nesra Peraturan Pres1den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan UntukKepen 
tmgan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 20 Lrhat JUga Indonesta Pe1 
aturan Pns1den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan P<-mbangzman Untuk Kepentmgan 
Umum Perpres No 65 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) Bandmgkan dengan Ammuddm Salle Hu"-<un 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentmgan Umum Cetakan Pertama (Yogyakarta Kreasr Total Medra 
2007) hal 99 

-----
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subordmas1kan dem1 keuntungan negara mduk 127 J....arena Belanda mengalarru 

kesuhtan kesuhtan keuangan sebagru ak1bat peperangan dengan Napoleon yang 

d1duduk1 Pranc1s pada tahun 1795 d1 bawah kekuasaan Loms Bonaparte saudara 

lai....I lak1 Napoleon dan pada tahun 1810 Belanda d1gabungkan ke dalam kekrusaran 

Pranc1s 128 

01 bawah sistem tanam paksa dalam rangka untuk mengamankan ahran pro 

duJ..s1 yang J..onstan J..e pasar Eropa pada harga yang rendah setmp petan1 pnbum1 

harus menyedtal....an 1/5 (seperhma) dan areal sawah padmya untuJ.. penanaman ta 

naman tanaman yang dttentuk.an untuJ.. pasar Eropa 129 

3 3 1 2 Penge1 tzan Pengadaan Tanah 

Pada masa m1 berlaJ..u pnns1p domem atas tanah yang mengataJ..an bahv. ape 

menntah adalah permhJ.... tanah sehmgga, 'hanya negara yang dapat menerb1tkan haJ.. 

haJ.. atas tanah k.epada mdtvtdu yang k.emud1an dmarapkan membayar sewa tanah 

k.epada otontas penenmaan pendapatan 130 Pemenntah melakukan penJualan tanah 

k.epada partik.ehr dan mengiJmkan pengusaha perkebunan swasta untuk. menyev. a 

tanah tanah terlantar dan negara Sementara 1tu raJ..)'at tetap harus membayar sewa 

atau pacht yang k.emud1an berubah menJadi pajaJ.. burm (landrente) 

3 3 1 3 Penge1 tzan Kepentzngan Umum 

Sebelum s1stem tanam paJ..sa dtberlak.uk.an telah teiJadi perdebatan panJang 

antara sesama orang Belanda mengenru konsep perlmdungan terhadap mdtvtdu ) ang 

127 Van den Bosch, At/yne Venzgtmgen m Indze (1864) da1am AM Djuhatr Suroyo Penanaman 
Negara d1 Jawa Dan Negara Kolorual dalam J Thomas Lmdblad (Ed1tor) Fondasz Hzstmzs Ekonomz 
/ndonesw Cetakan Pertama (Yogyakarta Pusat Studr Sostal Asra Tenggara UGM dan Pustaka Pe1a 
J~r 2002) hal 117 

128 J S Furruval (1939) dalam Erman RaJagukguk, Hukum Agrarza Pola Penguasaan Tanah Dan 
Kebutuhan Hzdup Cetakan Pertama (Jakarta Chandra Pratama 1995) hal 11 

129 Herman S1aats et al Afasalah Tanah Dz /ndonesw Darz Afasa Ke lvfasa Cetakan Pertama (Ja 
karta Lembaga Studt Hukurn Dan Ekononu Fakultas Hukum Uruversttas Indonesra 2007) hal 4 

130 Lrhat Herman Slaats et a! lbzd hal 4 
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membenlan dam pal lepada pnnstp lepentmgan umum atas tanah n I Alan tetap1 

pada alhtrnya batllepentmgan umum maupun fungst Individual dan hal nuhk atas 

tanah tidal d1perhatikan artmya hal golongan pnbunu bml secara mdividuml mau 

pun secara kolektlf dmbmkan 

3 3 2 Pad a Masa Berlakunya Agrartsdle Wet 

3 3 2 1 Latar Belakang 

Agransche Wet merupakan polol) ang terpentmg dar1 hulum agrana dan 

semua peraturan peraturan yang d1selenggaralan oleh pemermtah Hmdm Belanda, 

larena ISI wet m1 adalah memben lesempatan lepada perusahaan perusahaan perta 

man ) ang besar besar untul berlembang d1 Indonesia, sedang hal hal ral-yat atas ta 

nahnya harus d1perhatrlan Juga 1 2 

Dengan berlalun)a Agwusche Wet 13 pada tahun 1870 mala pemenntah 

Belanda telah membula kesempatan lepada perusahaan swasta untul melalulan 

1m estasr dr b1dang leagrar1aan Sebelum lahirn) a Agwnsche Wet perusahan s" asta 

sama selah t1dak. d1ben lesempatan untul berusaha dr Indonesia, karena brdang 

agrana drmonopoh oleh pemenntah Belanda, oleh karena rtu Ag1 aJ 1sche Wet Iahrr 

atas desalan pengusaha besar swasta 1 4 Dengan Iahrrnya undang undang m1 mala 

ststem tanam palsa berakhrr dan k.epada perlebunan besar partilehr d1benk.an hak 

atas tanah berupa hal erfpacht yang berlaku selama 75 (tuJuh puluh hma) tahun 

3 3 2 2 Penge1 tzan Pengadaan Tanah 

131 Lthat Adnan Sutedt Op Crt hal 4 

13 Lthat Eddy Ruchtyat Pol!trk Pettanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU No ) 
Tahun 1960) CetakanKehma(Bandung Alumru 1995) hal 13 

133 Undang Undang Agrana (4.g7ansche Wet) dtJalankan dengan Keputusan KeraJaan (Ag1ansche 
Beslwt)) 1ng dlkenal deng1n tsttlah Per nyatan Mthk (Domem Verklarmg) 

n4 Boedt Harsono Hukum Agrm za Indonesza SeJmah Pembentukan Undang Undang Powk 4gJ a 
ua Isz Dan Pelaksanaannya Ed1s1 Revtsl Cetakan Kesepuluh (Jakarta Djambatan, 2005) hal 35 
Lthat JUga Josef Joharmes Bhtanagy Hukum AgJarza Naswnal Suatu Pembaruan Se1mah Dan Szstem 
Polzflk Hulmm Pertanahan Cet1k.an Perhma (hk.arta Nusa Ind1h 1984) hal 19 

- ----- -- ---- ---- -- ---- ---
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Dalam Pasal 1 Agramche Be~lwt dmyatakan bahwa Dengan ttdak mengu 

rang• berlakun) a ketentuan dalarn Pasal 2 dan 3 Agranu,he Wet tetap d1pertahankan 

asas bahwa semua tanah yang p1hak lam t1dak dapat membuh.hh.annya sebagru hak 

e1gendomnya, adalah domem (mihh.) negara 135 Ketentuan Pasal 1 Agransche Be~lwr 

m1 i<VIm d1sebut dengan Istllah domemverklarmg atau pemyatan domem yang d1 

pandang san gat perlu bagt penguasa karena dengan domem m1 penguasa dapat mem 

benh.an hak hak atas tanah yang h.uat seperti e1gendom erjpacht dan opstal h.epada 

orang !run terutama para pedagang atau pengusaha pengusaha perkebunan besar 

Jad1 tujuan sesungguhnya dar1 domemverklm mg m1 adalah untuh. memperh.u 

at landasan huh.um bag1 penguasa (penJaJah) sebagru pem1hh. tanah dan mempermu 

Ius penguasa dalam membenh.an hah. hak barat h.epada pengusah swasta, seh.al1gus 

untuh. meng1st h.as negara 136 

.J 3 2 3 Penge1 tzan Kepentmgan Umum 

Pada masa 1m mengenru h.epentmgan umum telah mendapat tempat seba 

grumana dalam Pasal 51 Konst1tus1 Hmdia Belanda (Iruilsche Staatsregelzng dzszng 

kat IS) 1925 yang merupak.an perubahan dan Pasal 62 Regerzngs Reglement (RR) 

1854 Dan 8 (delapan) ayat yang ada pada Pasal 51 IS ada 6 (enam) ayat yang me 

ngatur ten tang k.epentmgan urn urn salah satunya ayat 6 ( enam) ) ang menyatakan 

sebagm benh.ut 137 

Gubemur Jenderal tldah. boleh mengambd tanah tanah kepunyaru1 rah.-yat 
asal pembukaru1 hutan yang d1gunakan untuk h.eperluan sendm dermklan JU 
ga tanah tanah sebagm tempat penggembalaru1 umum atau atas dasar lam me 
rupah.an h.epun) aan desa, kecuah untuk kepentmgan urn urn [ cetah. tebal 
oleh penuhs] berdasarh.an Pasal 133 atau untuh.keperluan penanaman tanam 
an tanaman yang dtselenggarakan atas penntah penguasa menurut peraturan 

13' Boedt Harsono Hukum Agrana Indones1a Bag1an Pertama Se1arah Pembentukan Undang Un 
danf{ Pokok Agrana Penyuszman Isz Dan Pelaksanaannya (Jakarta DJambatan, 1997) hal 40 

136 L!hat An1111uddm Salle Op Czt hal 58 

137 Pasal 51 ayat (6) IS 1925 sebagatmana dtteiJemahlkan oleh Boed1 Harsono Hukum Agrarza In 
dones1a Seja1ah Pembentukan Undang Undang PoAok Agrana Isz Dan Pelaksanaamtya Op Czt 
hal 34 

Umvers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



45 

peraturan yang bersangkutan semuanya dengan pembenan ganti rug1 yang 
I ayah. 

Asas kepentmgan umum yang secara nyata d1tegaskan dalam ayat 6 tersebut 

mengandung suatu miSI bah\\ a han) a dengan alasan kepentmgan urn urn saJa, Guber 

nur Jenderal b1sa mengambil tanah rakyat asal pembuh.aan hutan dan tanah tanah 

tempat pengembalaan 138 

3 :> 2 4 Jems-Jenrs Kepentmgan Umum 

Dan h.etentuan Pasal I Agwn.!!che Beslwt dapat d1h.etahw bahwa Jems Jems 

kepentmgan umum mehputi kepentmgan kebuda) aan usaha pertan1an dan kepen 

tmgan pemenntah Selengkapnya Pasal I Agwnsche Beshat berbuny1 

Dengan tzdak mengwangz dua ketentuan dalam Agransche Wet (Pasal 3 
dan 4) bahwa segala pembenan tanah tzdak boleh mendesak hak rakyat alas 
tanah dan pencabutan hanya dzpe1 bolehkan untuk kepe~ttmgall Aebudayaan 
usalta pertaman pemermtalt [ cetak tebal oleh penuhs] dengan dzbe11 gantz 
ke1 ugwn maka tetap me1 upakan satu ams bahwa semua tanah adalah do 
mem negm a kecualz tanah-tanah yang oleh orang lam dzbuktzkan dzhala de 
ngan hak ergendom dan agrmzsge ezgendom 

3 3 3 Pada Masa Berlakunya Undang Undang Pokok Agrana 

3 3 3 1 Latm Belakang 

Pada tanggal 24 September 1960 Pemenntah mengeluarkan Undang Undang 

Nomor 5 Talmn 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokoh. Pokok Agrar1a, yang laz1m dr 

sebut sebagar Undang Undang Pok..ok Agrana 

Adapun Jatar belakang dxkeluarkarmya Undang Undang Pokok Agrar1a terse 

but adalah 1 9 

a Dt dalam negara Repubhk Indonesia yang susunan k..ehidupan rakyatnya, terma 

suk perekonormarmya, terutama mas1h bercorak agrans burm rur dan ruang ang 

118 Adrian Sutedi Op Czt hal 6 

139 Lihat Indonesia Undang Undang Tentang Petatwan Dasat Pokol Polwf.. Agtana UU No 5 
T'llmn 1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 d1l1m Konsiderans Merumbang p1da huruf 

----- -a-b c-dan d------- ---------- ___________ _ 
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kasa, sebagat karuma Tuhan Yang Maha Esa mempunyru fungs1 yang add dan 

makmur 

b Hukum agrana yang mas1h berlaku sekarang 1m sebag1an tersusun berdasarkan 

tuJuan dan send1 send1 dan pemenntahan JaJahan dan sebag1an d1pengaruh1 oleh 

n) a hmgga bertentangan dengan kepentmgan rakyat dan negara d1 dalam menye 

lesrukan revolus1 naswnal sekarang 1m serta pembangunan semesta, 

c Hukum agrana tersebut mempunyat s1fat duahsme dengan berlakunya hukum 

adat d1 sampmg hukum agrarm yang d1dasarkan atas hukum barat 

d Bag1 rakyat ash hukum agrarm penJaJahan 1tu tidak menJamm kepastlan hukum 

3 3 3 2 Penge1 tzan Pengadaan Tanah 

Dalam Undang Undang Pokok Agrana t1dak ada d1sebutkan 1st1lah pengada 

an tanah Pengadaan tanah secara spesliik d1sebut sebagat pengambllan dan penca 

butan hak hak atas tanah Tanah tanah yang merupakan keleblhan dar1 batas maks1 

mum termaksud dalam ayat 2 pasal m1 dzambzl oleh pemermtah dengan gantz ke1 u 

gzan untuk selanjutnya dibagikan h.epada rak; at yang membutuhh.an menurut h.eten 

tuan ketentuan dalam Peraturan Pemermtah 140 Untuk kepentmgan umum termasuk 

kepentmgan bangsa dan negara serta kepentmgan bersama rak.-yat hak. hak. atas tanah 

dapat d1cabut dengan memben gantt kerug~an yang layak dan menurut cara yang dt 

atur dengan undang undang 141 

_., 3 3 3 Penge1 tzan Kepentmgan Umum 

Dalam Undang Undang Poh.ok Agrana, pengertlan kepentmgan umum dtbagt 

menJadt 2 (dua)) attu secara 1mphs1t dan eJ....spllSlt 142 Pengert1an kepentmgan umum 

secara tmpllSlt d1kattkan dengan fungs1 sosml 143 secara eksphs1t pada pembatasan 

pem1hkan dan penguasaan atas tanah14
-t dan pencabutan hak atas tanah 14:, 

140 Ibzd Pasal 17 ayat (3) 

141 Ibzd Pasal 18 

142 Lthat Herman Slaats et a/ Op Czt hal 77 
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Mengenru fungs1 sosial dan kepentmgan umum PenJelasan Undang Undang 

Pok.ok. Agrana menyatakan 

Hak. atas tanah yang dimihk.I olah seseorang t1daklah dapat d1benarkan bah 
wa tanahnya 1tu akan d1pergunak.an semata mata untuk. k.epentmgan pnba 
dmya, apalag1 kalau memmbulkan kerug1an masyarakat Penggunaan tanah 
harus sesuru dengan k.eadaann) a dan s1fat danpada hak.nya hmgga bermanfaat 
bag1 kesejahteraan dan k.ebahag1aan yang mempunyamya maupun bermanfaat 
pula bag1 masyarak.at dan negara Tetap1 dalam pada Itu k.etentuan tersebut 
t1dak berarti bahwa kepentmgan perseorangan akan terdesak. sama sekah oleh 
k.epentmgan umum (masyarak.at) UUP A memperhatik.an pula k.epentmgan 
kepentmgan perseorangan Kepentmgan masyarakat dan perseorangan harus 
lah salmg mengimbangi hmga pada alliimya ak.an tercapru tujuan pok.ok. k.e 
mak.muran k.eadllan dan kebahag1aan bag1 rakyat seluruhnya 146 

3 3 .:> 4 Jenzs Jenzs Kepentmgan Umu.m 

Dalam Undang-Undang PoJ...oJ... Agrar1a tldak d1sebutJ...an Jems Jems J...epen 

tingan umum selrun hanya menyebutk.an Untuk kepentmgan umum termasuk ke 

pentingan bangsa dan negara serta k.epentingan bersama dan rak.) at 147 

3 3 4 Pada Masa Be1lakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 

3 3 4 1 Latar Belakang 

Pada tanggal 26 September 1961 Pemenntah mengeluarkan Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak. Hak. Atas Tanah Dan Benda Benda 

Yang Ada D1 Atasn) a 

Adapun Jatar belak.ang d1keluark.annya undang undang tersebut adalah d1per 

luk.an suatu peraturan baru mengenai pencabutan hak hak. atas tanah dan benda ben 

da yang ada d1 atasn)a sebagrumana dtmak.sud dalam Pasal 18 Undang Undang 

143 Indones1a Undang Undang Tentang Peratwan Dasm Po!.o!. Poko!. Agrmw UU No 5 Tahun 
1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 Pasa16 

144 Ib1d Pasal 7 

145 Ib1d Pasal 17 

146 Jb1d PenJelasan Undang Undang Pokok Agrana Bag1an IT ( 4) 

147 Ib1d Pasal 18 
------ ---- -- - ------------------

-------~-
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Pok.ok Agrana, terutama dalam rangka melaksanakan usaha usaha pembangunan ne 

gara 148 

3 3 4 2 Pengertran Pengadaan Tanah 

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun I 96 I t1dak ada d1sebutkan 1stilah 

pengadaan tanah Pengadaan tanah secara spesiflk. d1sebut sebagru pencabutan hak. 

hak. atas tanah Untuk kepentmgan umum, termasuk k.epentmgan bangsa dan negara 

serta k.epentmgan bersama dan ralyat dem1k1an pula lepentmgan pembangunan 

mak.a Pres1den dalam k.eadaan yang memak.sa, setelah mendengar Menten Agrana, 

Menten Kehak.1man dan Menten yang bersangk.utan dapat mencabut hak hak atas 

tanah dan benda benda ) ang ada d1 atasn) a 149 

3 3 4 3 Pengertzan Kepentmgan Umum 

Undang Undang Nomor 20 Tahun I 96 I tidak. membenkan pengert1an yang 

Jelas tentang lepentmgan umum Kepentmgan umum dudentrlkan dengan kepentr 

ngan bangsa dan negara, lepentmgan bersama rakyat dan JUga kepentmgan pemba 

ngunan 1
'
0 

Leblh lanjut ten tang k.epentmgan umum, drsebutkan bah"\\ a 

Oleh karena kepentmgan umum harus d1dahulukan dar1pada kepentmgan 
orang seorang mak.a Jlka tmdalan yang d1mak.sudkan 1tu memang benar 
benar untuk. kepentmgan umum dalam k.eadaan memak.sa, ymtuJikaJalan mu 
sya" arah trdal dapat membav. a has II yang drharaplan haruslah ada '' e\\ e 
nang pada pemenntah untuk. b1sa mengamb1l dan menguasm tanah yang ber 
sangk.utan Pengambilan 1tu dllak.uk.an dengan jalan mengadak.an pencabutan 
hak. sebagru yang drmak.sud dalam pasal 18 Undang Undang Pok.ol Agra 
na 1s1 

148 Indonesia Undang Undang Tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang 
Ada Dz 4tasnya UUNo 20 Tahun 1961 LN Tahun 1961 No 288 TLNNo 2324 dalamKonsrderans 

Memmbang pada huruf a 

149 lbzd Pasal 1 

1 ~0 lbzd 

151 Ibzd PenJelasan Umum angka (2) 
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3 3 4 4 Jems Jems Kepentmgan Umum 

Sarna halnya dengan Undang Undang Pol,.ol,. Agrana yang Lida"- menyebut 

k.an Jems Jems kepentmgan umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 m1 Juga 

t1dak. menyebutk.an Jems Jems kepentmgan umum selam hanya men) ebutk.an Un 

tuk. kepentmgan umum termasuk. k.epentmgan bangsa dan negara serta k.epentmgan 

bersama dan ra"-yat dem1k1an pula l,.epentmgan pembangunan 

3 3 5 Pad aMasa Berlakunya Inp1 es Nomor 9 Tahun 1973 

3 3 5 1 Latm Belakang 

152 

Pada tanggal 1 7 Nopember 1973 Pemenntah mengeluarkan Instruksi Prest 

den (Inpres) Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pela"-sanaan Pencabutan Hak. Hak. Atas 

Tanah Dan Benda Benda Yang Ada D1 Atasn)a 

Adapun Jatar belakang terb1tnya Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tersebut ada 

lah 153 

a Bag1 ral)'at dan masyarak.at Indonesia, hak atas tanah dan benda benda yang ada 

d1 atasnya merupalan hubungan hukum yang pentmg sehmgga apabda benar 

benar d1perluk.an pencabutan hal untuJ.... J....epentmgan umum perlu ddakuk.an 

dengan hati hat1 dan dengan cara yang add dan biJaksana, 

b Untuk menghmdan timbuln) a penyalahtafs1ran dan penyalahgunaan pengert1an 

J....epentmgan umum dalam pelaksanaan pencabutan hak hak atas tanah dan benda 

benda yang ada d1 atasnya 

3 3 5 2 Penget tzan Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah secara speszfiJ.... d1sebut sebagru pencabutan hal.. hak. atas 

tanah Pencabutan hak hal atas tanah dan benda benda yang ada d1 atasn) a supaya 

hanya dilaJ....sanakan benar benar untuk k.epentingan umum dan ddak.uk.an dengan 

152 Ibid Pasal I 

15
' Lrhat Indonesia Instruks1 P,es1den Tentang Pelaksanaan Pe11cabutan Hak Hak Atas Tanall Dan 

Benda Benda lang Ada D1 Atasnya Inpres No 9 TahW1 1973 dalam Konstderans Mennnbang pa 
da hurut a dan b 

----------------------------
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hat1 hat1 serta dengan cara cara yang ad1l dan biJalsana, segala sesuatunva sesuru 

dengan ketentuan ketentuan peraturan perundangan yang berlak.u 154 

3 3 5 3 Pengertwn Kepentmgan Umum 

Kepentmgan umum adalah J...epentmgan bangsa dan negara, dan/atau kepent1 

ngan masyarakat luas dan/atau kepentmgan rakyat banyaVbersama dan/atau kepen 

tmgan pembangunan 155 

;) ;) 5 4 Jems-Jems Kepentzngan Umum 

Keg1atan pembangunan yang mempunym s1fat kepentmgan umum d1rumus 

kan dalam 13 (tlga belas) Jems kepentmgan umum ymtu sebagm benkut 156 

a Pertahanan 

b PekerJaan umum 

c Perlengkapan umum 

d Jasaumum 

e Keagamaan 

f Ilmu pengetahuan dan sem budaya 

g Kesehatan 

h Olah raga, 

Keselamatan umum terhadap bencana alam 

J Kesejahteraan sostal 

k Makam/kuburan 

PanWisata dan rek.reas1 

m Usaha usaha ek.onorm yang bermanfaat bag1 kesejahteraan umum 

Selam ttu Pres1den berwenang untuk. menentuk.an bentuk. bentuk k.egtatan 

pembangunan lmnnya apablla d1perluk.an bagt k.epentmgan umum 157 

154 lbzd buny1mstruks1 yang PERTAMA 

155 Indonesia Inst1uksz P1eszden Tentang Pedoman Pedoman Petak sanaan Pencabutan Hak Hak 
Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Dz Atasnya Inpres No 9 Tahun 1973 Pasa1 1 ayat (1) 

156 Ibzd Pasal 1 ayat (2) 
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3 3 6 Pada Masa Berlakunya Permendagn Nomor 15 Tahun 1975 

3 3 6 1 Latar Belakan& 

Pada tanggal 3 Desember 1975 Pemenntah mengeluarkan Peraturan Menten 

Dalam Negen (Permendagn) Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Ketentuan 

Mengena1 Tata Cara Pembebasan Tanah Dalam Bab II diatur mengenm pembebasan 

tanah untuk keperluan pemenntah sedangkan dalam Bab III d1atur mengenm pembe 

b1San tanah untuk. J...eperluan swasta 

Adapun latar belakang terb1tnya Permendagn Nomor 15 Tahun 1975 tersebut 

adalah 158 

a Untuk memenuh1 kebutuhan akan tanah dalam usaha usaha pembangunan bmk 

yang dilalukan oleh pemenntah maupun untuk. kepentmgan S\\ asta, d1rasakan 

perlu adanya ketentuan mengenru pembebasan tanah dan sekal1gus menentukan 

besarn) a gant1 rug1 atas tanah yang d1perlukan secara teratur tert1b dan seragam 

b Ketentuan yang diatur dalam Bijblad Nomor I 1372 JO 12476 ) ang mengatur 

tentang aparat ) ang melalsanak.an pembebasan dan pembenan gantr rug1 atas 

tanah yang d1perlukan sudah t1dak sesum lag1 dengan kebutuhan dan keadaan 

pad a de\\ asa 1m dan oleh karenanya d~anggap perlu untuk d1gant1 dengan pera 

turan yang barn 

3 3 6 2 Penge1 tzan Pengadaan Tanah 

Dalam Permendagn Nomor 15 tahun 1975 tstllah )ang d1pergunalan adalah 

pembebasan tanah sebagru salah satu cara pengadaan tanah Pembebasan tanah 1alah 

tmdakan melepask.an hubungan hukum yang semula terdapat d1 antara pemegang 

hal/penguasa atas tanalmya dengan cara membenkan gant1 rug1 1' 9 Pembebasan ta 

1 ~7 lb1d Pasal 1 ayat (3) 

158 Lrhat Departemen Dalam Negen Peraturan Menter~ Dalam Negerz Tentang Ketentuan R.eten 
tuan Afengenaz Tata Caw Pembebasan Tanah Permendagn No 15 Tahun 1975 dalam Konsrderans 
Memmbang pada huruf a dan b 

159 Jbzd Pasal 1 ayat (1) 
------- ------
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nah yang mehputJ areal yang luas yang mengaktbatkan pemmdahan pemuk1man pen 

duduk maka bag1 p1hak yang memerlukan tanah diWaJibkan untuk menyedmkan 

tempat penampungan pemuk1man baru 160 

.) 3 6 3 Penge1 tzan Kepentmgan Umu.m 

Dalam Permendagn Nomor 15 Tahun 1975 mt tidak dtjelaskan sama sekalt 

tentang pengerttan kepentmgan umum Dthhat dan susunan pamtm dan acara pembe 

basan tanah menunJukkan bahwa unsur kepentmgan pemenntah sangat dormnan 

dalam prosedur dan mekantsme pembebasan tanah 161 

3 3 6 4 Jenzs Jenzs Kepentmgan Umu.m 

Berbeda dengan Inpres Nomor 9 Tahun 1973 )ang mennct 13 (ttga belas) Je 

ms kegmtan untul kepentmgan umum Permendagn Nomor 15 Tahun 1975 1m sama 

sekah ttdak menymggungJems Jems kegtatan untuk kepentmgan umum 

3 3 7 Pada Masa Berlakunya Permendagn Nomor 2 Tahun 1985 

3 3 7 1 Latat Belakang 

Sembtlan tahun setelah Pemenntah mengeluarkan Permendagn Nomor 2 Ta 

hun 197 6 tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1985 Pemenntah kembah mengeluarkan 

Peraturan Menten Dalam Negen (Permendagn) Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata 

Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Dr Wda) ah Kecama 

tan 

Adapun latar belakang dtkeluarkannya Permendagn Nomor 2 Tahun 1985 mr 

adalah sebagru benkut 162 

a Dalam rangka mensulseslan pembangunan naswnal yang makm menmglat dan 

merata khususnya pembangunan dt wilayah kecamatan dtrasakan perlu adanya 

160 lbzd Pasal 13 ayat (l) 

161 Jbzd Pasal2 JO Pasal4 10 

162 Llhat Departemen Dalam Negen Pewturan ~Mente1 z Dalam Negerz Tentang Tata Cara Penga 
daan Tanah Untuk Keperluan P1 oyek Pembangunan Dz Wzlayah Kecamatmz Pem1endagn No 2 Ta 
hllll I 985 dalam Konsrderans 'Memmbang pada huruf a b dan c 
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k.etentuan khusus mengenru pengadaan tanah bag1 proyek pembangunan yang 

bersk.ala k.ecd dan tldak memerluk.an tanah yang Iuas yang ddakuk.an oleh ms 

tans1 pemenntah 

b Berhubung dengan Itu ketentuan-k.etentuan yang d1atur dalam Peraturan Menten 

Dalam Negen Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 

5 Tahun 1975 mengenru pengadaan dan pembebasan tanah perlu d1adakan pe 

nvesuruan bag1 proyek pembangunan d1 wllayah kecamatan sehmgga kelancaran 

dan J...ecepatan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sesuru dengan rencana, 

c Untuk mengatur k.eperluan tersebut perlu d1tetapkan tata cara pengadaan tanah 

untuk keperluan pro) ek pembangunan yang diiakukan oleh mstans1 pemenntah 

3 3 7 2 Penge1 flan Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah adalah setiap kegmtan untuk. mendapatkan tanah dengan 

cara membenkan ganti rug1 kepada yang berhak atas tanah 1tu 16' Pengadaan tanah 

untuk. keperluan pro) ek pembangunan ) ang dllakukan oleh mstans1 pemermtah d1 

Iak.sanak.an oleh Pem1mpm Proyek. mstans1 yang bersangkutan164 dan luasnya tldak 

Ieb1h dan 5 (hma) Ha, 165 yang dalam pelaksanaannya Permmpm Proyek membenta 

hu.k.an kepada Camat mengenru letak dan luas tanah yang diperlukan 166 serta apabda 

d1pandang perlu Camat dapat memmta bantuan dan mstansildmas tekms yang ber 

sangkutan sesuru denganJenJang h1rark1 167 

.J 3 7 3 Pengertzan Kepentzngan Umu.m 

Dalam Permendagn Nomor 2 Tahun 1985 llli tJdak ada sed1k1tpun d1smg 

gung kata kepentmgan umum Penjelasan mengenru makna kepentmgan umum seca 

16
' Ibzd Pasal 1 huruf c 

164 Ibzd Pasal 2 ayat (I) 

165 Ibzd Pasal 2 ayat (2) 

166 Ib1d Pasal 2 ayat (3) 

167 Ibzd Pasal 2 ayat (4) 
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ra tmphstt dapat dttemm pada Bab II Tentang Pengadaan Tanah yang menvatakan 

bahwa pengadaan tanah tersebut d1perluk.an dalam rangk.a mengerJak.an proyek. pro 

) eh. pembangunan yang dtlak.ukan oleh Instans1 Pemermtah dan dtlak.sanak.an oleh 

Pemtmpm Proyek mstansi yang bersangkutan 168 

_, _, 7 4 Jenzs Jenzs Kepentmgan Umum 

Sarna halnya dengan Permendagn Nomor 15 Tahun 1975 Permendagn No 

mor 2 Tahun 1985 m1 JUga sama sek.ah tidal menymggung Jems Jems J...egtatan un 

tuh. k.epentmgan umum 

3 3 8 Pada Masa Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 

3 3 8 1 Latar Belakang 

Pada tanggal 17 Jum 1993 Pemenntah mengeluark.an Keputusan Prestden 

(Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagt Pelalsanaan Pem 

bangunan Untuk. Kepentmgan Umum 

Adapun yang menJadi latar belalang penerb1tan Keppres Nomor 55 Tahun 

1993 tersebut adalah 

a Pembangunan fasthtas untuk kepentmgan umum memerluk.an btdang tanah yang 

cuk.up dan untuk. 1tu pengadaannya perlu dllalukan dengan sebmk bmkn) a 

b Pelak.sanaan pengadaan tanah tersebut dxlaluk.an dengan memperhattkan peran 

tanah dalam kehtdupan manusta dan pnnstp penghormatan terhadap hal hal 

) ang sah atas tanah 

c Pengadaan tanah untuk k.epentmgan umum dmsahak.an dengan cara yang se1m 

bang untuk. tmgkat pertama dttempuh dengan cara musyawarah langsung dengan 

para pemegang hak. atas tanah 169 

168 Lrhat Departemen Dalam Negen Peraturan Menterz Dalam Negerz Tentang Tata Cara Penga 
daan Tanah Untuk R.epetluan Proyek Pembangunan Dz Wlia;ah Kecamatan Permendagn No 2 Ta 
hun 1985 Pasal 1 huruf c 10 Pasal 3 ayat 1 

169 Llhat Indonesra Keputusan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pemba 
ngunan Untuk Kepentmgan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 dalam Konstderans Memmbang 
pada huruf a b dan c 
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3 3 8 2 Pengertzan Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah adalah setlap keg1atan untuk mendapatkan tanah dengan ca 

ra membenkan ganti k.erug1an J...epada yang berhak atas tanah tersebut 170 Pan1tia Pe 

ngadaan Tanah adalah pan11Ia yang d1bentuk untuk membantu pengadaan tanah bag1 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentmgan umum 171 Pengadaan tanah bag1 pelak 

sanaan pembangunan untuk k.epentmgan umum oleh Pemermtah diiaksanakan de 

ngan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 172 Sementara Itu pengadaan ta 

nah untuk kepentmgan umum yang memerlukan tanah yang luasnya t1dak leb1h dar1 

1 (satu) Ha, dapat d1lakukan langsung oleh Instansi Pemenntah yang memerlukan ta 

nah dengan para pemegang hak atas tanah dengan carajual beh atau tukar menukar 

atau cara lam vang d1sepakati kedua belah p1hak 173 

Mesk1pun pengertian pengadaan tanah telah d1rumuskan sebagrumana ) ang 

d1rumuskan oleh Pasal 1 angk.a 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 akan tetap1 lmg 

h. up pengadaan tanah t1dak cuk.up han) a berhenti sampru pada proses pembenan 

gant1 rug1 (1mbalan) kepada yang berhak atas tanah tersebut Keppres Nomor 55 

Tahun 1993 sebagm suatu pedoman bag1 pelaksanaan pengadaan tanah bag1 kepen 

tmgan umum harus memperhattkan kepentmgan warga mas) arakat yang terkena 

dampak atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut 174 

Lmgkup kegmtan pengadaan tanah harus mehputl pula pada proses dtmana 

mereka yang terkena proyek pembangunan untuk kepentmgan umum tersebut harus 

tetap terpehhara k.esejahteraan h1dup sepertl semula bahkan me~ad1 leblh bmk. 

danpada sebelum dllak.uk.ann) a pro) ek. tersebut 175 

170 Jlnd Pasal 1 angha 1 

171 lbzd Pasal I angka 4 

17 lb1d Pa:>al2 ayat (2) 

m lb1d Pasa1 2'1 

174 Ane Sukantl Hutagalung et al KebtJakan Pertanahan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Ke 
pentmgan Umun1 D1 Provms1 DKI Jakarta (Hasll Kajtan KeiJa Sarna Antara Pusat Studt Huk-utn 
Agrana Fakultas Hukum Umversrtas Tnsakst Dengan Pemenntah Provtnst DKI Jakarta Jakarta 
2002) hal 123 

175 Ane Sukant1 Hutagalung Anahsa Yundts Keputusm Pres1den Nomor 55 Tahw1 1993 Tentang 
--- -- -Pengadaan -Tanah-Bagt-Pelaksanaan-Pembangunan_UntuL_Kepentmgan_Umum_Dan_Pe.t:aturan_ 
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3 3 8 3 Pengerttan Kepentmgan Umum 

Kepentmf,an umum adalah kepentmgan seluruh lapzsan masyarakat 176 Peng 

ert1an k.epentmgan umum 1m d1batas1 dengan adanya 3 (t1ga) k.ntena, yrutu 177 

a Kegmtan pembangunannya ddak.ukan oleh pemenntah 

b Pembangunannya dtm1hk1 oleh pemenntah 

c Ttdak. dtgunak.an untuk. mencan k.euntungan 

.J 3 8 4 Jems Jems Kepentmgan Umum 

Keg1atan keg1atan yang dmyatakan sebagru kepentmgan umum dmrark.an 

dalam 14 (empat belas)Jems kepentmgan umumyartu sebagar benkut 178 

a Jalan umum, saluran pembuangan rur 

b Waduk. bendungan dan bangunan pengmran lrunnya, termasuk. saluran mgas1 

c Rumah sak.zt umum dan pusat pusat k.esehatan masyaralat 

d Pelabuhan atau bandar udara atau termmal 

e Penbadatan 

f Pendtdtk.an atau sek.olahan 

g Pasar umum atau pasar mpres 

h Fasd1tas pemak.aman umum 

Fasthtas k.eselamatan umum sepertt antara larn tanggul penanggulangan bahaya 

ban]tr lahar dan lam lam bencana 

J Pos dan telek.omuntk.ast 

1.. Sarana olah raga 

Stasmn penytaran radto telev1s1 beserta sarana pen dukungnya 

m Kantor pemenntah 

Pelaksanaannya Makalah drsampazkan dalam Dlklat Penyelesaran Konfllk Pertanahan Angkatan II 
yang d1selengg1rakan oleh Departernen Dalarn Negen Jakarta 22 26 Apnl 2003 

176 Lrhat Indonesia Keputusan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pemba 
ngunan Untuk Kepentzngan Umum Keppres No 55 Tahun I993 Pasal I angka 3 

177 lbzd Pasal 5 ayat I 

178 lbzd Pasai ::> ayat I 
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n Fasrhtas Angkatan Berselljata Repubhk lndonesta (ABRI) 

Dengan adan) a 3 (t1ga) kntena kepentmgan umum d1tambah dengan bemba 

tasan 14 (empat belas) Jems kegratan kepentmgan umum tersebut maka drperoleh 

penafsrran yang ketat yang drharapkan dapat membenkan keadlian dan kepastlan hu 

kum J...arena mengurangr kebebasan untuk menafsrrkan yang dapat berdampak meru 

grkan para pemegang hak 179 

3 3 9 Pad a Masa Berlakunya Perp1 es Nomor 36 Tahun 2005 

3 3 9 1 Latar Belakang 

Pada tanggal 3 Mer 2005 Presrden Susiio Bambang Yudhoyono menerbrtkan 

Peraturan Presrden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagr 

Pelalsanaan Pembangunan Untul Kepentmgan Umum 

Adapun ) ang menJadi latar belakang penerb1tan Perpres Nomor 36 Tahun 

2005 adalah 

a Memnglatnya pembangunan untuk kepentmgan umum ) ang memerlulan tanah 

sehmgga drperlukan rnstrumen yang membenh.an kemudahan dan percepatan da 

lam pengadaan tanah yang diiakuh.an secara cepat dan transparan 

b Bahwa Keputusan Presrden Nomor 55 Tahun 1993 sudah trdak sesuar lagr seba 

gar Iandasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentr 

ngan umum 180 

3 3 9 2 Pengertzan Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah adalah setrap kegratan untuk mendapatkan tanah dengan ca 

ra membenkan gantr rugr J...epada) ang melepaskan atau menyerahkan tanah bangun 

179 Mana S W SumardJono Aspek Yund1s Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan 
Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan Untuk: Kepentmgan Umwn Dan Pelaksanaannya Makalah 
d1sampmkan pada Senunar Naswnal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 3 Desember 1984 

180 Llhat Indonesia Peratwan P1es1den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pemba 
ngunan Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 dalam Kons1derans 'Mellilllbang 

----pada huruf a dan b- -- -- - -- -- --- -- -- -- --- - -
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an tanaman dan benda benda yang berkrutan dengan tanah atau dengan pencabutan 

hal. atas tanah 181 

Pengadaan tanah bag1 pelaksanaan pembangunan untuk. kepentmgan umum 

oleh Pemenntah atau Pemenntah Daerah d1laksanakan dengan cara 

a Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau 

b Pencabutan hak atas tanah 182 

Sementara 1tu pengadaan tanah bag1 pelaksanaan pembangunan untuk. k.epen 

tmgan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tldak leb1h dan 1 (satu) hek.iar 

dapat d11akuk.an langsung oleh mstans1 pemenntah yang memerluk.an tanah dengan 

para pemegang hal atas tanah dengan cara Jual beh atau tukar menuk.ar atau cara la 

m yang d1sepakat1 kedua belah p1hak 183 

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah ) ang d1perluk.an bag1 

pelah.sanaan pembangunan untuh. h.epentmgan umum hanya dapat dilakuh.an apabila 

verdasarh.an pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah d1tetapkan leb1h da 

hulu 184 dan Jik.a belum ada Rencana Tata Ruang Wilayahnya, maka dilakuh.an ver 

dasarh.an perencanaan ruang Wilayah atau kota yang telah ada 185 

3 3 9 3 Penge1 fran Kepentmgan Umum 

Kepentmgan umum adalah kepentmgan sebagtan besar lap1san mas) aralat 186 

3 3 9 4 Jenzs-Jenzs Kepentzngan Umum 

Pembangunan untuk. k.epentmgan umum mehput1 21 (dua puluh satu) Jems 

h.egmtan pembangunan ymtu sebagm benk.ut 187 

181 Ib1d Pasal I angka 3 

182 lbzd Pasal 2 ayat (1) 

183 Ib1d Pasal 20 

184 Ib1d Pasal 4 ayat (1) 

185 lbzd Pasal 4 ayat (2) 

186 lbrd Pasal I angk.a 5 

187 lb1d Pasal 5 
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a Jalan umum, Jalan tol rel kereta apt (dt atas tanah di ruang atas tanah ataupun di 

ruang bawah tanah) saluran rur mmum/rur bersih saluran pembuangan atr dan 

sanitasi 

b Waduk bendungan bendung mgasi dan bangunan pengatran lamnya 

c Rumah sak.It umum dan pusat kesehatan msyarak.at 

d Pelabuhan bandar udara, stasmn kereta apz dan termmal 

e Penbadatan 

f Pendidik.an atau sek.olah 

g Pasar umum 

h Fasilztas pemakaman umum 

Fasilitas keselamatan umum 

J Pos dan telek.omumk.asi 

k. Sarana olah raga 

Stasmn pen) Iaran radio televisi dan sarana pendukungn) a 

m Kantor pemenntah pemenntah daerah pem ak.tlan negara asmg Persenk.atan 

Bangs a Bangs a, dan atau lembaga lembaga mtemas10nal di ba\\ ah naungan Per 

senk.atan Bangsa Bangsa 

n Fasditas Tentara Naswnal Indonesia dan Kepohsian Negara Repubhk. Indonesia 

sesuru dengan tugas pok.ok. dan fungsmya 

o Lembaga pemasyarak.atan dan rumah tahanan 

p Rumah susun sederhana 

q Tempat pembuangan sampah 

r Cagar alam dan eagar budm a 

s Pertamanan 

t Pantt sosial 

u Pembangk.It transmisi dtstnbusi tenaga hstnk. 

3 3 10 Pada Masa Be1lakunya Perpres Nomo1 65 Tahun 2006 

3 3 101 Latm Belakang 

Pada pertengahan Oktober 2005 Wahana Lmgkungan Hldup Indonesia (Wal 

hi) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengaJuk.an UJI matenl k.e 
------- ----
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pada Mahkamah Konstltusr agar Peraturan Presrden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut 

d1batalkan Memang banyak sekal1 pthak yang sangat keberatan dengan rsr Peraturan 

Presrden tersebut dengan mengatakan bahwa h.epentmgan mvestor atau pemodal sa 

ngat drhndungr sementara kepentmgan rakyat sebagru pemrhk tanah drabrukan 

Terlepas dan apah.ah adanya keberatan terhadap Peraturan Presrden Nomor 

36 Tahun 2005 tersebut menJadi salah satu perhmbangan pemenntah yang past! ada 

lah bahwa pada tanggal 5 Jum 2006 Presrden Susrlo Bambang Yudhoyono mener 

b1th.an Peraturan Pres1den (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presrden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagr Pelah. 

sanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum 

Adapun yang menJadr Iatar belakang penerbrtan Per pres Nomor 65 Tahun 

2006 adalah untuh. leb1h menmgkatkan pnns1p penghormatan terhadap hah. hah. atas 

tanah ) ang sah dan k.epast1an huh.um dalarn pengadaan tanah bagr pelaksanaan pem 

bangunan untuk k.epentmgan umurn, mah.a d1pandang perlu untuk mengubah Perpres 

Nomor 36 Tahun 2005 188 

3 3 I 0 2 Penge1 tzan Pengadan Tanah 

Pengadaan tanah adalah setlap kegtatan untuk mendapatkan tanah dengan ca 

ra membenh.an gantl rugt k.epada yang melepash.an atau menyerahh.an tanah bangun 

an tanaman dan benda benda yang berkrutan dengan tanah 189 

Pengadaan tanah bag1 pelaksanaan pembangunan untuh. k.epentmgan umum 

oleh Pemenntah atau Pemenntah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau 

penverahan hah. atas tanah 190 

188 Lthat Indonesta Peraturan Preszden Tentang Pembahan Atas Peraturan Preszden Nomor 36 
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum 
Perpres No 65 Tahun 2006 dalam Kons1derans Memmbang 

189 Ib1d Pasal I angka 1 

190 Ibzd Pasal I angka 2 
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3 3 10 3 Pengertwn Kepentmgan Umu.m 

Pengertmn k.epentmgan umum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap 

mengacu kepada pengertran kepentmgan umum sebagrumana menurut Perpres No 

mor 36 Tahun 2005 Jadr trdak ada perubahan 

.) 3 10 4 Jems Jenzs Kepentmgan Umum 

Pembangunan untuk. k.epentmgan umum mehputl 7 (tuJuh) Jems k.egmtan 

pembangunan ymtu sebagm benkut 191 

a Jalan umum dan Jalan to! rei k.ereta apr (dr atas tanah dr ruang atas tanah atau 

pun dr ruang bawah tanah) saluran mr mmum/rur bersth, saluran pembuangan 

mr dan san1tas1 

b Waduk. bendungan bendungan mgasr dan bangunan pengruran lamnya 

c Pelabuhan, bandar udara stasmn k.ereta apr dan termmal 

d Fasrhtas k.eselamatan umurn, sepertr tanggul penanggulangan baha) a banJir Ia 

har dan lam Imn bencana 

e Tempat pembuangan sampah 

f Cagar alam dan eagar budaya 

g Pembanglut transrms1 drstnbusr tenaga hstnk. 

______ __:_c
19_:_1 lb1d -Pasal I angh.aA- __ _ ---- ---------
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PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN UMUM 
DALAM PENGADAAN TANAH 

UNTUKPEMBANGUNANJALANTOL 

4 1 Pembangunan lnfrastruktur 

Michael P Todaro192 mengarti.kan pembangunan sebagru suatu proses multidi 

mens10nal ) ang mehbatkan perubahan perubahan besar dalam struktur sos1al s1kap 

mental dan lembaga lembaga sos1al Perubahan tersebut d1 dalamnya termasuk pula 

percepatan atau akseleras1 pertumbuhan ekonom1 pengurangan ketimpangan penda 

patan dan pemberantasan kerruskman absolut 193 

Selanjutnya Sadono Suk1rno mengatakan bahwa 194 

Pada umumnya pembangunan ekonoiDI d1art1kan sebagm serangkman usaha 
dalam suatu perekonom1an untuk mengembangkan kegiatan ekonommya se 
hmgga mf1astruktumya [cetak tebal oleh penuhs] lebih banyak tersed1a, 
perusahaan semakm banyak dan semakm berkembang tara£ pend1d1kan se 
makm tmggi dan tek nologi semakm memngkat Sebagru Imphkasi dan per 
kembangan m1 diharapkan kesempatan keiJa akan bertambah tingkat pen 
dapatan menmgkat dan kemakmuran masyarakat menJadi tinggi 

192 L1hat Michael P Todaro Pembangunan Eltonom1 D1 Duma Ket1ga J1hd I (Jakarta Ghaha Indo­
nesia 1983) hal 1 

19
l Lmat Edt Suharto Analzs1s Kebljaltan Publllt Panduan Pral.:t1s J,Jenglta)l Afasalah Dan Keb1 

Jakan Soswl Cetakan Pertama (Bandung CV Alfabeta, 2005) hal 17 18 antara lam dtsebutkan bah 
wa ttpologt kem1:,kman dapat dtkategonkan pada empat kategon yakru kemiskman absolut kemtskl 
nan relatlf kemtskrnan kultural dan kemtsklnan struktural Kemtskman absolut adalah keadaan mts 
km yang dtaktbatkan o1eh ketldakmampuan seseorang da1am memenuht kebutuhan pokok sepert1 
makan pakruan, pendtdtkan kesehatan transportas1 dan lam lam Kemtsktnan relahf adalah keadam 
m1skm yang dmlam1 seseorang dtbandrngkan dengan kond1s1 umum suatu masyarakat Kenuskrnan 
kultural mengacu kepada :,Ikap gaya htdup mla1 onentas1 sostal budaya seseorang yang hdak seJalan 
dengan etos kemaJuan (masyarakat modem) Kem1skman struk'tural adalah kem1skman yang d1ak1bat 
kan oleh kehdakberesan atau ketldakadtlan strukiur pohhk, sosml ekonomi yang ttdak memungkm 
kan seseorang menJangkau swnber swnber pengludupan yang sebenamya tersedm bagt mereka 

194 Sadono Suktmo Ekonom1 Pembangunan Proses Masalah Dan Dasar Kebljakan EdlSl Kedua 
Cetakan Kedua (Jakarta Prenada Medm Group 2006) hal 3 
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Dalam Peraturan Pres1den Nomor 7 Talmn 2005 195 pada Bab 33 d1sebutkan 

tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang mehput1 sumber daya rur trans 

portas1 energ1 k.etenagalJstnk.an pos dan telemat1ka perumahan dan pemuk1man 

01 b1dang mfrastruktur mas1h banyak k.eg1atan non cost recovery yang men 

JadJ tanggunruawab pemenntah ba1k pusat maupun daerah antara lrun dalam pemba 

ngunan Jalan fas1htas k.eselamatan transportas1 sumber daya rur fas1htas persam 

pahan dan san1tas1 I% Pada kegmtan lrun peran pemenntah melalm penyertaan modal 

negara k.epada BUMN terkrut yang bergerak d1 mfrastruktur antara lrun jalan tol 

pelabuhan bandara rur mmum, perumahan pos hstnk. dan telekomumkas1 yang 

bel urn sepenuhnya s1stem tar1f yang berlak.u menank. bag1 1m estor S\\ asta 197 Keg1 

atan k.egmtan m1 terutama yang berk.rutan dengan publzc servzce obhgatzon (PSO) D1 

SISI lam telah pula terdapat k.eg~atan yang sepenuhn) a dapat dilak.ukan oleh S\\ asta 

sepert1 pembangk.1t hstnk. telek.omumkas1 d1 daerah perk.otaan pelabuhan peti k.e 

mas bandara mtemas10nal dan bandara pada lok.as1 tujuan Wisata, Jalan tol pada ruas 

yang mem~hk.I k.ondisi lalu hntas yang tmgg1 198 

Rostow 199 seorang seJarav,an ekonomi melalm stud1 klas1k. yang dia lak.uk.an 

membukt1kan bahwa k.es1apan mfrastruk.iur merupak.an salah satu persyaratan pen 

tmg dalam perekonomzan suatu negara Rostow menjelaskan hubungan antara per 

tumbuhan ekonomi dan peran mfrastruktur sebagru benkut 200 

19
' Indonesia, Peraturan Preszden Tentang Rencana Pembangunan Jang!ta A1enengah Nas10nal 

Tahun 200-1 2009 Perpres No 7 Tahtm 200) 

19 Ibzd LJ.hat pada Bab 33 Tentang Percepatan Pembangunan In frastru1:tur 

197 Ibzd 

198 !bzd 

199 Rostow W W The Stages of Economzc Growth (Cambndge Cambndge Umvers1ty Press 1977) 
sebagmmana dllcutJp Iwan E Joesoef PeryanJian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sebagm Kontw!t 
Bzsms Bet dzmensz Publzk Antata Pemenntah Dengan Investor (Slwsta) Dalam P1 oyek lnfi astt uktw 
Cetakan Pertama (Jakarta Badan Penerbtt Fakultas Hukum Umversttas Indonesia 2006) hal 83 84 

zoo Jbzd 
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Why should the. maturatron of the Jndustrzal Revolutron m Amenw have. 
been accompamed by what m1ght verv well have become a bitter class war ? 

Pet haps beww.e the Amenwn public mcludmg the workmg das~ had been 
paymgfot the natron .s economic growth but had not been allowed much of a 
share m 11 Back m the 1950 s an ewnom1st by the name of Walt Whllman 
Ro.stow publl.shed an mtet ested work entitled The Stages of Economic Gt ow­
th Hzs baszc. propo.sllron was that ee-onomzc growth IS not gradual or um 
Jot m but h1stoncally follows a well defined path There must be a pet rod of 
capllal accumulatron and development of mfrastructure What ever part of 
the pt oduct of the worlang class IS tw ned mto capllal or economic mji astt uc 
tw e cannot be available to them for consumptron Consequently the wor/ang 
cla.s ~ and consumet s genet ally must pay for th1.s capltal accumulatiOn and 
mfra.structure development Eventually however the level of capital accumu 
latron and mfrastt u.cture development reach a level that Rostow called the 
take off stage and !Ike the mrplane that Rostow had m mmd the economy 
takes off 

Sementara ttu B S MulJana201 menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) faktor yang 

menentukan keberhastlan pembangunan ekonomt yang salah satunya adalah mfra 

struktur Keadaan dan perkembangan mfrastruktur fistk suatu negara sangat menen 

tukan tmgk.at keberhastlan pembangunan ekonorm Ttdak adanya Jarmgan mgast 

akan menghambat petant untuk mengembangkan produkttvttasnya Dermktan Juga 

btlamana Jarmgan Jalan Jalan kereta apt beserta stastun dan pelabuhan serta kapal 

kapal pengangkut ttdak memadru maka akan menghambat pemasaran bahan dan 

barang ) ang dthastlkan dt settap lokas1 atau wtlayah Jad1 kurang memadamya mfra 

struktur fistk alan menghambat perungkatan produkst pertantan dan akan menghala 

ng1 berdm dan berkembangnya perusahaan Jasa dan pabnk 

Pembangunan mfrastruktur adalah bagtan mtegral dan pembangunan nasto 

nal suatu negara lnfrastrukiur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomt 

Melthat begttu pentmgnya hubungan antara pertumbuhan ekonorm dengan peranan 

mfrastruktur mala Pemenntah Indonesia dalam forum Indonesza Inji ast7 uctw e 

201 B S Muljana Beberapa Pengerban Dan Masalah Mengena1 Pembangunan Ekonoffil dalam 
Hendra Esmara (Penyuntmg) Teorr Ekon01m Dan Kebl)aksanaan Pembangunan Kumpulan Ese1 
Untuk Menghormatz Sumztro DJOJohadzkusumo Cetakan Kedua (Jakarta PT Gramedta 1987) hal 
361 
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Summa 2005 202 menawarlan selttar 91 (sembtlan puluh satu) provek mfrastrultur 

berupa Jalan to! rei kereta ap1 pelabuhan !aut pelabuhan udara, mr bersth dan 

pembangkit hstnl de ngan mla1 US$ 22 2 m1har atau sel1tar Rp 203 tnhun kepada 

mvestor dalam maupun luar negen 

4 2 KerJaS'lma Pemermtah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur 

Pertumbuhan ekonom1 yang tmgg1 memerlulan mvestasi yang besar Semng 

dengan penmgkatan mvestasi dalam sumber daya manusta, maka kebutuhan mvestas1 

dt btdang mfrastruktur JUga semalm menmgkat Pembangunan mfrastrultur selmn 

dttujulan untuk pertumbuhan ekonomi Juga selahgus untul mewujudk.an pemera 

taan 

Pada dasarnya pembangunan mfrastruktur merupakan tanggunruawab peme 

nntah Akan tetap1 dengan memngkatn) a kebutuhan mfrastruktur dana ) ang terse­

dia untul mv estasi pemenntah sudah tidal lagt memadm Apalagr pemermtah hams 

leb1h membenlan pnontas atau perhat1an yang leb1h banyal lepada pembangunan 

d1 b1dang sos1al serta upaya upaya pemerataan dan penanggulangan lemiskman 

Oleh sebab 1tu penyedtaan berbagm mfrastruktur oleh swasta sangat pentmg 

Untuk 1tu maka keiJasama pemenntah S\\asta dalam pembangunan mfrastruktur me 

rupalan suatu k.eharusan 

Objel pengadaan tanah bagt pelalsanaan pembangunan untuk lepentmgan 

umum, pada dasam) a merupakan btdang mfrastruk.tur antara lam mehpu11 ]alan 

]embatan rei kereta apt pelabuhan bandar udara, hstnk telekomurukasi mgas1 dan 

lam lam 

Salah satu hal yang sangat pentmg dalam mfrastruktur kepentmgan umum 

adalah smpa penyelenggaran) a danlatau pemihkn) a, apakah pemenntah ataukah 

swasta dan bagmmana keiJasama antara pemenntah swasta dalam pengusahaan 

mfrastruk.'tur dtmalsud Berdasarkan hal tersebut mala perlu dtbandmgkan antara 

202 Indonesza Infiastructwe Summzt 2005 dliaksanakan dt Hotel Shangr!La Jakarta pada tanggal 
17 18 Tanuan 2005 Kegtatan yang sama berupa Konferenst Intemastonal Tmgkat Menten Dalam 
Pembangunan Infrastruktur pemah drlaksankan dt Jakarta pada tanggal 2 4 September 1996 
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Indonesia dengan negara lam bagrumana mfrastruktur kepentmgan umum tersebut 

dzusahak.an oleh pemenntah dan!atau swasta 

4 2 1 D1 Indonesw 

KerJasama pemermtah swasta dalam pembangunan mfrastruk.tur d1 Indonesia, 

telah dimulru seJak. awal tahun 1987 yrutu dalam bidang Jalan tol antara PT Jasa 

Marga (Persero) sebagru yang mewakih pemenntah dengan PT Citra Marga Nusa 

phala Persada yang mengusahakan Jalan to! Cawang TanJung Pnok-Jembatan 

Tiga 203 

Dalam perkembangan selanJutnya, sesuru ketentuan Undang Undang Nomor 

38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2005 Ten 

tang Jalan Tol keiJasama pemenntah-swasta (termasuk kerJasama pemermtah de 

ngan PT Jasa Marga) dalam pengusahaanJalan tol telah memasuki era bam dengan 

diterapJ....annya metode BOY04 dan tlpe J....ontrak konses1 205 Jad1 seJak. tahun 1978 

hmgga tahun 2004 PT Jasa Marga (Persero) secara sendm maupun secara bersama 

dengan perusahaan swasta, dalam mengusahakan atau mengelola jalan to! tidak per 

nah menerapkan metode BOT dan tlpe kontrak konses1 

Kemud1an menyusul b1dang telekomuruJ....asi yang diwakih oleh PT TelJ....om 

dan PT lndosat yang masmg masmg lzstzng d1 New York Stock Exchange dan Bur 

sa EfeJ.... Jakarta 206 SelanJutnya dalam bidang pengadaan tenaga hstnJ.... yang diwak.Ih 

203 Lthat Prospek1.us PT Jasa Marga (Persero) yang dtterbttkan dt Jakarta pada tarJggal 3 Nopember 
2007 dalam rangka Penawaran Umum Sahan1 Perdana yang dlCatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta 
(seh.arang PT Bursa Efeh. Indonesta) hal VII 

04 BOT adalah smgkatan dan Buzld Operate Transfer 

205 Konses1 adalah tzm pengusahaan Jalan tol yang dtbenkan pemenntah kepada Badan Usaha untuh. 
memenuhl pengembaban dana mvestast dan keuntungan yang waJar Jangka waktu konses1 dttetapkan 
dalam PeiJanJtan Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara pemenntah dengan Badan Usaha 

206 Llhat GmandJar KartasaSllllta 'K.eiJasanta Pernenntah Swasta Dalam Pembangunan Infrastruk 
tur Dt Asta Ttmur dalam Umar Juoro RJZal Matondang dan Noor Chohs eds Keryasama Peme 
rmtah Swasta Dalam Pembangzman lnfrastruktur D1 AslG Timur [Frontiers of the Publlc Pnvate In 
terface m East Asta s Infrastructure] dtteiJemahkan oleh LPPN!Indes (Jakarta Koperast Jasa Profest 
LPPN 1997) hal 14 
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oleh PT PLN bekerJasama dengan swasta dalam kontrak pembehan hstnk (powu 

purchasmg agreement) 207 KerJasama pemermtah swasta Juga berjalan da1am b1 

dang b1dang sepert1 pengadaan rur bers1h pengolahan hmbah dan b1dang transpor 

tast sepert1 pelabuhan !aut dan udara 

Hal lam yang sangat pentmg sehubungan dengan m frastruktur adalah masa 

lah tanf ) ang b1asanya merupakan btdang mfrastruktur yang menJadi tanggung 

jawab pemenntah karena btdang b1dang 1m membenkan Jasa pelayanan yang pen 

tmg bag1 masyarakat Oleh karena 1tu pemenntah dtwaJibkan untuk menJamin pela 

yanan yang bruk mesk.tpun pelayanan m1 harus dtsedtakan oleh sektor swasta 208 

-1 2 2 Dz Austwlza 

Keterhbatan Australia dengan pengembang mfrastruktur S\'.asta dtmulru pada 

tahun 1987 209 Proyek proyek pengembangan mfrastruktur swasta sela1u mehbatkan 

pemenntah pada tahap perencanaan konstruks1 dan operast Jtka proyek tertentu me 

rupakan bagtan dan suatu ststem pubhk ) ang sudah tersedta, sepert1 pada Jalan to! 

fasdttas pengolahan hmbah atau pembangklt hstnk mal.a penyed1a prasarana ) ang 

telah ada akan berharap agar sektor swasta dapat dthbatkan dengan bruk ke dalam 

ststem mereka dan ke dalam perencanaan 210 Jtk.a proyek swasta JU ga dwperastk.an 

oleh swasta maka terdapat kemungkman terctptanya efistenst operaswnal dan 

benchmm lang bagt Janngan pubhk Iamnya Iru senng kah merupakan hal yang me 

nartk bagt para manaJer sektor pubhk 211 

Infrastruktur sekior Jalan tol yang mehputt konstruks1 dan pengembangan 

dapat dtrmhkl oleh swasta sebagmmana terdapat dt New South Wales dan Vtc 

208 !bed hal 15 

209 Don Russel Infrastruktur Sektor Swasta Pentmgnya Konutmen Dan Pengorgamsasmn Peme 
nntah dalam Umar Juoro llizal Matondang dan Noor Chohs eds Op Czt hal 22 

210 Ibtd hal 23 24 

---- -- 11-Ibzd-hal-24- -- ---- ----- -- ---------
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tona 212 Dalam sektor air telah d1kembangkan d1 Australia Selatan yang membenkan 

wewenang pada pemenntah untuk mengontrol harga namun swasta akan memegang 

kendah manaJemen 213 Dem1ktan Juga sektor hstnk p1hak swasta telah d1benkan hal 

sebagai operator 214 Proyek Jalan kereta ap1 satu satunya adalah New Southern Rail 

way akan menJadi proyek BOOT 215 mesk1pun negara bag1an akan tetap menJadi pe 

m1hk. rei sedangkan konsorsmm swasta akan menJadi pemihk stasmn stasmn yang 

akan d1bangun 216 

Adapun motif k.eiJasama pemenntah swasta dalam pembangunan mfrastruk 

tur adalah untuk mengatasi hambatan hambatan pada pemb1ayaan dan sektor pubhk 

dan untuk memenuh1 kebutuhan mvestasi Sedangkan tujuannya adalah untuk me 

nmgkatkan efis1ens1 dengan memungkmkan fas1htas fas1htas pubhk menJadi tolak 

ukur bag1 fasthtas fasthtas sek1:or swasta 217 

-! 2 3 D1 Cma 

Dengan kebijaksanaan pembaharuan dan keterbukaan Ct na ) ang dmsulkan 

oleh Mr Deng Xlao Pmg dan pembukaan serta pengembangan daerah Shanghai ter 

dapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk pengembangan mfrastruktur pada b1 

dang komuruk.asi dan tenaga hstnk d1 Propms1 Hube1 218 

DI Propms1 Hube1 ada dua proyek mfrastruk1ur besar ) ang segera dilaksa 

nakan yaitu Jalan ekspres sepanJang 1 100 km dan 4 (empat) Jembatan yang melm 

tasi sunga1 Yang Tze yang salah satunya sepanJang 5 (hma) k.Ilo meter Kedua pro 

212 Ibzd hal 26 3::> 36 37 38 ::>3 

213 lbzd hal 27 

214 lbzd hal 28 

215 BOOT adalah smgkatan dan Buzld 0l1 n Operate Transje1 

216 Ibrd hal 40 

217 lbrd hal 33 

218 Meng K.mg Pmg Pengalaman Propms1 Hube1 dalam Urnar Juoro R.lzal Matondang dan Noor 
Chohs eds Op Czt hal 65 
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yek mfrastruktur 1m d1bangun dengan kerJasama pemenntah swasta dengan bantuan 

Bank Duma 219 yang ddaksanakan dengan konsep B07 220 

4 2 4 Dz Chzlz 

Mengembangkan mfrastruktur merupakan satu dan sasaran utama perekono 

m1an Chili dengan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan mvestasi yang besar 

dalam brdang energr telekomumkasr Jalan raya, kereta apr pelabuhan laut bandar 

udara, suplar arr bersrh dan mgasr 221 

KebrJakan untuk memungkmkan pembangunan mfrastruk'1ur yang efisren ber 

landaskan pada empat sasaran dasar mempromosikan mvestas1 swasta, memperkuat 

kompetrsr melmdungr lmgkungan hrdup serta memuaskan lebutuhan kebutuhan so 

sral yang mendasar 222 Adapun alasan terluat untul mendorong partrsrps1 swasta da 

lam mfrastruktur adalah untuk mencrptakan rk.hm mvestasr yang menyenangkan bagr 

perekonorruan secara keseluruhan 223 

Sejalan dengan pembangunan mfrastruliur mi pembangunan hulum JUga 11 

dak ketmggalan dengan mengatur secaraJelas dan tegas hak dan kewaJrban para pe 

lak.sana, dengan membedakan peran regulator dan pemenntah dan peran manaJenal 

dan perusahaan swasta dan perusahaan rruhk negara 

Proses swastanrsasr besar besaran telah dilaksanakan d1mana semua perusa 

haan telekomunrkasi dan hamp1r semua perusahaan perusahaan energ1 (hstnk gas 

mm) ak burnt) berada dr tangan swasta 224 

Sedangkan untul brdang brdang pelabuhan Iaut lereta apr dan pengadaan arr 

bersm drkelola secara bersama sama oleh perusahaan rruhl negara dan swasta 

219 lbzd hal 6::J 

2 0 lbzd hal 66 BOT adalah smgh.atan dan Buzld Opewte Transfe1 

221 Llhat AleJandro Jadrestc Keterhbatan Swasta Dalam Infrastruktur Pengalaman Ch1h dalam 
Umar Juoro Rmtl Matondang dan Noor Chohs eds Op Czt 71 

222 Ibzd hal 71 

223 lbzd hal 71 

224 Ibzd hal 72 
---------
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Dalam kasus Jalan raya dan mfrastruktur transportast lamnya, pemenntah te 

tap memegang peran perencanaan kuncr tetapr hak hak khusus drbenlan lepada 

p1hal pthal swasta agar dapat membangun dan mengoperas1kan mfrastrultur dan 

memungut bayaran dan para konsumen 225 

Ststem lonses1 yang dtpalru menJamm suatu proses penawaran yang lompe 

htlf transparan dan terbula sehmgga proyel proyel terbrul brsa dtpthh Kompehst 

yang adtl merupakan suatu pnns1p kebtjakan yang umum bagt semua sektor mfra 

strultur dt Chth karena haltm merupalan cara terbruk untul menJarmn efistenst pro 

yek dan pelayanan yang lebth bruk kepada para konsumen 226 

.f. 2 5 Dz Malaysza 

Hamptr lebth dan satu dekade yang lampau penytapan mfrastruk1:ur dr Ma 

laysm hamptr seluruhnya merupakan tanggungJawab pemenntah 227 Penyebabn) a an 

tara lrun adalah 228 

a Pela) anan mfrastruktur dtanggap terlalu pentmg untul dtbenk.an kepada sek.tor 

S\\asta 

b Anggapan dt kalangan pemenntah bahwa teknologt dan perhltungan b1srns pe 

ngembangan mfrastruktur telah menghalang1 sektor swasta untuk memamk.an 

peranan yang berart1 

c Kond1s1 monopoh alam1ah (natwal monopolv) penurunan btaya per umt serta 

efek sampmg dalam produks1 dan dtstnbust pelayanannya 

d Infrastruk.1:ur dtanggap lebm sesuru dtkembangkan oleh badan badan pemenntahl 

sek.ior pubhk. danpada perusahaan swasta 

Tmggmya tmgkat partistpasi pemenntah Malaysia dalam perek.onomtan me 

ngaltbatk.an pertumbuhan defis1t sel1:or pubhk dan pernngkatan taJam dalam pmJam 

225 Ib1d hal 73 

226 Ib1d hal 72 73 

27 Yahya Yacob DanG Nardu 'Kontrak Pembangunan Infrastrukiur Sektor Swasta Pengalaman 
Malaysra dalam Umar Juoro RIZal Maton dang dan Noor Chohs eds Op C1t hal 113 

228 Ibzd hal 113 
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an domest1k dan ekstemal Masalah 1m semakm bertambah dengan terJadmya reses1 

mtemas10nal d1 tahun 1980 an yang mengak.Ibatk.an pendapatan ek.spor merug1 yang 

pad a ak.h1mya menghas1lk.an laJU pertumbuhan negatif pad a tahun 1985 229 

Akan tetapi pada pertengahan tahun 1980 an keadaan berubah total dimana, 

pemenntah Malaysia memulm program hberahsasi ekonom1 dan deregulasi yang 

termasuk. dtantaranya kebiJakan swastamsas1 ) ang komprehens1f dtmana pergeseran 

k.ebiJak.an mi meWaJibk.an pengurangan sek.tor pubhk. dan merungkatk.an k.esempatan 

untuk sektor swasta 230 Program Im dimulm pada tahun 1983 ketika Perdana Menten 

Malaysia mengumumk.an konsep Malaysw Incorp01 a ted yang mehhat negara se 

bagru satu bentuk perusahaan d1mana pemenntah membenk.an 1mgk.ungan yang me 

mungk.mk.an dalam arti mfrastrultur deregulasi dan hberahsasi dan manaJemen eko 

nom1 mak.ro sementara sek.1or swasta memamkan peran sebagm penggerak utama 

ek.onorru naswnal 231 

Adapun hasll dart program hberahsasi dan swastamsast tersebut adalah 232 

a KondiSI pe1ayanan mfrastruk.tur sangat berbeda dibandmgkan dengan sebe1um 

nya 

b Pengembangan mfrastruktur sektor swasta sangat ekstenstf yang mencak.up pe 

1abuhan jalan ra) a, te1ek.omurukasi mfrastruktur kota, pemasok.an mr bersrh 

pembuangan hmbah dan generator hydroe!ectrzc 

c Infrastruktur berdm pada gans terdepan dan program swastantsasi pemenntah 

d Berhastl membawa perubahan pentmg pada peran pemenntah dan swasta dt da 

lam pengembangan mfrastruk.1ur 

Btdang-btdang mfastrukiur yang te1ah dtswastarusasi sejak tahun 1984 hmgga 

1997 adalah mehputt 

a Pelabuhan yang mehputl pelabuhan manaJemen pelabuhan termmal kontamer 

terrmnal multi dan terrrunal manum dengan metode meruua1 ek.mtas k.orpora 

229 Ibid hal 114 

30 Ibzd hal 113 

231 L1hat Ibzd hal 116 

- 232 "LJbat-Jbid hai-114- -- --- ----
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11sas1 BO f dan B001 dengan 1Ipe kontrak Hak Guna Pakru dan konses1 de 

ngan masa k.ontraJ... berk.1sar antara 50 sampru 60 tahun 

b Jalan raya yang mehput1 Jalan raya, Jalan lmtas s1mpang susun Jalan ek.spres 

penghubung jalan bebas hambatan dengan metode BOT dan kontrak manaJe 

men dengan t1pe kontra"- J...onses1 dengan masa kontrak berk1sar antara 16 sam 

pa1 33 tahun 

c Pemasok. rur bers1h yang mehputl pemasoJ... rur bendungan pemehharaan dan 

otontas dengan metode BOT k.ontra"- manaJemen dan korporast dengan ttpe 

kontra"- konsest dan Hak Guna Pakru 

d Ltstnk dengan metode menJual ekmtas dan BOT dengan ttpe k.ontra"- hsens1 

dan Power Purchase Agreement dengan masa J...ontrak 21 tahun 

e Telekomuruk.ast dengan metode BOT dengan t1pe kontra"- hsens1 dengan masa 

kontra"- 21 tahun 

f Razlway dengan metode k.orporast dengan tlpe k.ontrak. Hal Guna Pak.at 

g Bandar udara, dengan metode k.orporas1 dengan ttpe k.ontral Hal Guna Palru 

h Ststem pembuangan hmbah dengan metode BOT dengan t1pe kontrak konses1 

dengan masa kontrak 28 tahun 

Lzght Razl T1 ansrt S;stem dengan metode BOOT dengan ttpe k.ontral konses1 

dengan masa kontrak 120 tahun 2 3 

4 3 Jalan Tol Sebagar Infrastruktm Transportasr 

Memang Rostow sama sek.alt udal menyebutk.an bahwa Jalan tol merupakan 

proyek mfrastruktur Penults berpendapat bahwajalan tol merupakan salah satuJems 

proyek mfrastruktur sama halnya dengan mfrastruktur lam sepert1 Jalan umum, rel 

kereta apt pembangktt tenaga hstnk pelabuhan, bandar udara, termmal bts mgast 

telekomurukasr dan lam lam 234 

23
' Daftar selengkapnya hhat Ib1d hal 115 

34 Lrhat Indonesra Pewtwan Preszden Tentang Rencana Pembangunan Jangl«llvfenengah Nas 
10nal Tahun 2004 2009 Perpres No 7 Tahun 2005 Pada Bab 33 Tentang Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur drsebutkan bahwa mfrastruktur mehputr transportasr ketenagahstnkan energr pos 
te!ekomUDikasr dan mfonnatlka sumber daya arr perumahan pelayanan arr mmum dan penyehatan 
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Kegtatan sektor transportas1 merupakan tulang punggung pola dtstnbusi bruk. 

barang maupun penumpang Pengalaman menunjukkan bahwa mfrastruktur transpor 

tas1 berperan besar untuk membuka Isolasi wtlayah Transportas1 Jaian merupakan 

moda transportas1 utama yang berperan pentmg dalam pendukung pembangunan 

nas10nal serta mempunym kontnbusi terbesar dalam melayam mobthtas manusta rna 

upun dtstnbusi komoditi perdagangan dan mdustn Pada umumnya mfrastruktur 

transportasi mengemban fungs1 pelayanan pubhk dan miSI pembangunan nas10nal 

Transportasi jalan semakm dtperlukan untuk menJembatani kesenJangan dan 

mendorong pemerataan hasd hast! pembangunan antar wdayah antar perkotaan dan 

antar pedesaan serta untuk mernpercepat pengembangan \VIIayah dan mempererat hu 

bungan anta wilayah NKRJ 235 Pembangunan transportasi Jaian merupakan bagtan 

yang amat pentmg dalam pembangunan nas10nal sehmgga prasarana Jalan sebagm 

prasarana pubhk meiTIIhkt mlru ekonomi mlru sostal dan mlm strategts 

Pembangunan Jalan to I khususn) a dt Indonesia, ddatarbelakangt oleh suatu 

kondist dtmana dalam suatu pembangunan Jalan bebas hambatan memerlukan pend a 

naan relatif besar 236 Dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 ?
37 dtsebutkan 

bahwaJalan tol dtselenggarakan untuk 

a Memperlancar lalu lmtas dt daerah) ang telah berkembang 

b Merungkatkan hastl guna dan daya guna pelayanan dtstnbusi barang danjasa gu 

na penmgkatan pertumbuhan ekonomi 

c Menngankan beban dana pemermtah melalm parttstpasi penggunaJalan dan 

d Menmgkatkan pemerataan hasd pembangunan dan keaddan 

lmgkungan Selanjutnya pada angka II Tentang Transportasi disebutkan bahwa mfrastruktur transpor 
tasi mencakup transportasi Jalan perkeretapian angkutan sungai danau dan penyeberangan transpor 
tasi laut dan transportasi udara Sedangkan transpotasi Jalan dibagi menJadi Jalan J embatan dan Jalan 
tol 

2'~ Lihat Indonesia Ibzd Pada angk:a IT Tentang Transportasi sub angka 2 1 mengenai Prasarana 
Jalan 

23
" Investor Media Investasi dan Keuangan No 117 Tahun Vll 8 21 Pebruan 2005 hal 13 

37 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132 
------TLN No 4444 Pasal 43 1y1t (1)- - - - - - - - - _ _ _ _ ______ _ 
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Berdasarkan hal tersebut mala pengguna Jalan tol dtkenakan kewaJiban un 

tuk membayar sejumlah uang yang d1sebut tol yang d1gunakan untuk pengembahan 

mvestasi pemehharan dan pengembangan Jalan tol 

4 4 Per anan Pemermtah Dalam Pr oyek Infrastmktur Jalan Tol 

Emil Sahm238 menyatakan bahwa hal menguasru oleh negara berdasarkan 

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 hams dthhat dalam konteks pelaksanaan hak 

dan ke\\ajtban negara sebagru (1) permhk (2) pengatur (3) perencana, (4) pelaksa 

na, dan (5) pengawas Selanjutnya dtsebutkan bahwa hak menguasru btsa dtlakukan 

dengan me1111hki sumber da) a alam tetap1 JUga tanpa me1111hkJ sumber daya alam 

namun hal menguasast ttu dtwujudkan melalw jalur pengaturan perencanaan dan 

pengawasan 239 

Sesum dengan fungst dan tugas negara, maka negara bertanggungJawab atas 

pen; edtaan fasthtas pelayanan umum (mfrastruki:ur) yang layak 240 Ada 2 (dua) hal 

pokok dan pentmg yang menJadt peran pemenntah dalam kegmtan mfrastruktur 

untuk kepentmgan umum yrutu mengenru pengadaan tanah dan mengenai tanf 

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentmgan umum merupakan 

tanggungJa\\ ab pemenntah dengan membentuk Pan1tia Pembebasan Tanah241 atau 

Panttia Pengadaan Tanah 242 dtmana Ketua, Sekretans dan anggotanya terdm dan 

unsur unsur pemenntah 

238 Ennl Salm1 S1stem ManaJemen Naswnal Menanggap1 Tantangan Pembangunan Masa Depan 
dalam Hendra Esmara Op C!t hal 477 

240 Indonesta Undang Undang Dasm Nega1a Republzk Indonesza Tahun 1945 (UUD 1945) Lthat 
Pas'll 34 ayat (3) 

241 Lthat Departemen Dalam Negen Peratura11 Menterz Dalam Negerz Tentang Ketentuan Keten 
tuan Mengenar Tata Cara Pembebasan Tanah Pennendagn No 15 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) 

242 Lthat Indonesia Keputusan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelah.sanaan Pembang 
unan Untuk Kepenhngan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 Pasal 1 angka 4 Peraturan P1 eszden 
Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 
36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 9 
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Untuk mfrastruktur Jalan to! besar tanf to! serta tanf to! berlangganan drte 

tapk.an oleh Presrden atas usul Menten Pek.erJaan Umum 24 Sernng dengan terJadr 

nya perubahan peraturan tentang Jalan tol maka saat mr tanf to! drtetapk.an oleh 

Menten PekerJaan Umum 244 

Mengenm tanf mr penuhs trdak setuju bahwa tanftol drtetapk.an oleh Mente 

n Pek.erJaan Umum Sebagru mfrastruk.tur yang bersrfat k.epentmgan umum) ang me 

nyangk.ut haJat hrdup orang banyak. sudah seharusnya penentuan tanf to! mehbath.an 

mas) arakat sebagru pemangh.u kepentmgan melalm lembaga Iegrslatif Dewan Per 

wah.rlan Rak.) at (DPR) Artmya penetapan tarrf tol oleh Menten Pekeqaan Umum 

harus dengan persetujuan Dewan Perwakdan Rakyat 

Selanjutnya peranan pemenntah dapat drhhat dalam wewenangnya untuk me 

ll) elenggarak.an Jalan tol yang mehputl pengaturan, pembmaan pengusahaan dan 

penga\\ as an 245 

4 5 Pengadaan Tanah Dan Penyelenggaraan Jalan Tol 

SeJarah mencatat bahwa untuk pertama k.alrn) a Indonesia berhaszl memba 

ngun ]alan to! sepanJang 46 k.do meter (km) yang menghubungkan w1layah h.ota Ja 

k.arta dengan sebag~an wdayah Jawa Barat yang drsebut sebagru Jalan tol Jakarta­

Bogar- C1awr (JagoraWI) 246 Jalan tol JagoraWI mulru drbangun pada tahun 1974 dan 

selesar pada tahun 1978 yang pemakruann) a drresm1kan oleh Presrden Soeharto 

pada tanggal 9 Maret 1978 247 B1aya pembangunan jalan tol 1m seluruhnya bersum 

24
' Indonesia Peraluran Pemermtah Ten tang Jalan Tol PP No 8 Tahun I 990 Pasal 40 

44 Indonesia Peralwan Pemermtah Tentang Jalan To! PP No 15 Tahun 2005 Pasal66 67 dan 
68 

45 Lthat Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 
132 TLN No 4441 Pasal 45 JO Pasal 46 49 50 dan 57 Peraturan Pemermtah Tentang Jalan To! 
PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasa1 3 JO Pasa1 9 15 19 dan 69 

246 Lthat Prospek.ius PT Jasa Marga (Persero) yang d.tterbttkan d1 Jakarta pada tanggal 5 Nopember 
2007 hal 84 

247 Lthat Prospektus PT Jasa Marga (Persero) yang dtterbttk.an dt Jakarta pada tanggal 10 Jum 
1987 hal 21 
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ber dan dana Anggaran Pendapatan Dan BelanJa Negara (APBN) Pembangunannva 

ddah.sanakan oleh pemermtah cq Departemen Peh.erJaan Umum 

4 51 Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 

Agar tanah yang d1gunakan untuk pembangunan jalan tol Jelas status haknya 

secara huh.um maka cara perolehannya harus dengan prosedur yang legal sesuru de 

ngan ketentuan yang berlaku Adapun sumber atau asal dan tanah yang dtperlukan 

untuh. pembangunan Jalan tol adalah berupa tanah yang berasal dan Tanah Negara, 248 

Tanah Hak 249 dan Tanah Ulayat 250 maupun Tanah Wakaf 251 

48 Llhat Departemen Dalam Negen Peraturan Men/en Dalam Negen Tentang Pebmpahan Wewe 
nang Pembenan Hak Atas Tanah Pennendagn No 6 Tahun I972 Dalam Pasal I ayat (3) d1sebutkan 
bahwa Yang d1maksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung d1kuasa1 oleh Negara 
Sebutan tanah negara d1cantumkan dalam Pasal 28 ayat (I) Pasal 37 Pasal 4I ayat (I) dan pasal 49 
ayat (2) Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Po/..ok PokokAgrana UU No 5 Tahun I960 LN 
Tahun I960No 104 TLNNo 2043 

249 Tanah Hak. adalah tanah yang d1 atasnya telah melek.at suatu JeruS hak. atas tanah sebagam1ana 
d1sebutkan dalam Pasal I6 ayat (I) Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Poko Pokok Agrmw 
UU No 5 Tahun I960 LN Tahun I960 No 104 TLN No 2043 yrutu hak. rruhk hak guna usaha hak. 
guna bangunan hak pakm hak sewa hak membuka tanah hak memungut hasli hutan, dan hak hak 
lam 

250 Llhat Boed1 Harsono Hu!.;um Agrarza Indonesw Sejawh Pembentukan Undang Undang Pokok 
Agwrza Isz Dan Pelaksanaannya Ed1s1 ReVIs! 2005 (Jakarta DJan!batan 2005) hal 186 d1sebutkan 
bahwa Ulajat artmya wllayah L1hat Juga Mul)ono Sadyohutomo Mana;emen J...ota Dan 11zlmah 
Realzta & Tantangan Cetak.an Pertama (Jakarta PT Bwru Aksara 2008) hal 90 d1sebutk.an bal1wa 

Tanah Ulayat adalah hamparan tanah yang secara hukurn adat dlffi!lrla bersama oleh warga rnas)a 
rakat daerah tersebut sebaga1 bag1an dan hak. ulayat masyarakat hukurn adat L1hat Boed1 Harsono 
Op Czt hal 185 I86 d1sebutkan bahwa Hak. Ulayat merupakan serangkman wewenang dan kewaJI 
ban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lmgkcmgan 
Wilayalmya Hak Ulayat mehpuh semua tanal1 yang ada dalam lmgkU!lgan Wilayah masyarak.at hu 
k.um adat yang bersangkutan bmk. yang sudah d1hala oleh seseorang maupun yang belum 

251 Llhat Indonesia Peraturan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pembangun 
an Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasall6 ayat (1) hurufb Petaturan Pe 
mer mtah Ten tang Pen1 a/..afan Tanah Mzlz!. PP No 28 Tahun I977 LN Tahun 1977 No 38 TLN No 
3107 Pasal 1 angka 1 d1sebutkan bal!wa W akaf adalah perbuatan hukurn seseorang atau badan hu 
kum yang menusal!kan sebag~an dan harta kekayaannya yang berupa tanah rruhk dan melembagakan 
nya untuk selamalamanya untuk kepentmgan penbadatan atau keperluan umum lamnya sesua1 dengan 
aJaran agama Islam Llhat JUga Boed1 Harsono Op Cit hal 345 d1sebutkan bal!wa Dengan d!Ja 
d1k1nnya tanah Hak. M1lik. suatu wakaf Hak M!hk yang bersmgkutan menJadi hapus Tetap1 tanalmya 
tldak. menJadi tanah Negara melamkan memperoleh status yang khusus sebaga1 tanah wakaf yang 
d1atur oleh Hukum Agama Islam Jad1 tanah wakaf adalah tanah Hak Mlllk yang d1wak.afkan untuk 
kepenhngan penbadatan atau keperluan umum lamnya sesua1 dengan aJaran agama Islam 
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Dalam hal asal tanahnya berasal dan tanah negara, sesuru dengan ketentuan 

huk.um ) ang berlak.u mak.a Pemerrntah cq Departemen Pek.erJaan Urn urn sebagm pi 

hak. yang rnernerluk.an tanah mengajuk.an perrnohonan hak. atas tanah k.epada Men 

ten Dalam Negen 

Dalam hal asal tanahnya berasal dan tanah hak atau tanah ulayat maka Pe 

menntah cq Departemen Pek.erJaan Umum sebagat p1hak ) ang rnernerlukan tanah 

meng~uk.an perrnohonan hak atas tanah k.epada Badan Pertanahan Naswnal 

Atas permohonan tersebut maka Menten Dalam Negen maupun Badan Per 

tanahan Naswnal akan membenkan Hak Pakar atas tanah d1maksud yang tercatat 

atas nama Pernenntah cq Departemen PelerJaan Urnurn 

Sejak pembangunan ]alan tol d1 Indonesia d1rnulru pada tahun 1974 hmgga 

saat m1 mala secara kronolog1s dasar hulum pengadaan tanah untuk pembangunan 

Jalan tol tersebut adalah sebagru benkut 

4 .) 1 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 252 

Bahwa tanah Negara yang akan d1dayagunak.an dengan Hak Pak.ru d1peroleh 

dengan melalw ketentuan tertentu yang d1tetapkan oleh peJabat yang berwenang 253 

Pendayagunaan tanah hak pakm untuk Jangk.a waktu tertentu (sesuru dengan tuJuan 

dan perrnohonan) dapat d1peroleh dengan cuma cuma 254 Hak Pakru yang d1peroleh 

Itu terhmdar dan unsur unsur pernerasan 255 

Bahwa sesum dengan subjeknya, objeknya dan peruntukannya. mak.a Jems 

hak atas tanah tempat drbangunnya Jalan tol adalah Hak Pakar 

2~2 Indonesia Undang Undang Tentang PerahJran Dasar Polrolr Polrolr Agrana UU No 5 Tahun 
1960 LN Tahun 1960 No 104 TLNNo 2043 

253 Ib1d Pasa! 41 ayat (1) 

254 Ibzd Pasa141 ayat (2) 

____w_Ibtd Pasa141-ayat (3) 
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4 51 2 Permendagn Nomor 6 Tahun 1972256 

Menten Dalam Negen memben keputusan mengenru permohonan pembenan 

haJ... pakru atas tanah negara, yang wewenangnya tidak d1hmpahkan kepada Guber 

nur/Bupati/Walikota Kepala Daerah/Kepala Kecamatan 257 Dalam mengeluarJ...an J...e 

putusannya 1tu dtbutuhkan suatu Panttia yang dtsebut Panttla A yang bertugas untuk 

memenksa permohonan tersebut 258 

Bahwa sesuru dengan subjeknya, objeknya dan peruntukann) a, maJ...a Jems 

hak atas tanah tempat d1bangunnya Jalan tol adalah Hak Paka1 

4 51 3 Inpres Nomor 9 Tahun 1973259 

Dalam mstruks1 yang pertama, antara !run dtsebutkan bahwa pencabutan haJ... 

haJ... atas tanah dan benda benda yang ada dt atasnya supaya hanya dtlaksanaJ...an 

benar benar untuk.lepentmgan umum 260 

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973 m1 lepentmgan umum diartiJ...an sebagru 

lepentmgan bangsa dan negara, dan/atau kepentmgan masyarakat luas dan/atau J...e 

pentmgan rakyat banyal/bersama, dan/atau k.epentlngan pembangunan 261 

Selanjutnya d1tentukan Juga Jems Jems legiatan pembangunan ) ang mempu 

nyru s1fat lepentmgan umum d1mana salah satunya adalah berupa pekeiJaan 

umum 262 

256 Departemen Dalam Negen Peraturan Alent en Dalam Negen Tentang Pebmpahan Well enang 
Pem bu zan H ak Atas Tanah Pennendagn No 6 Tahun 1972 

257 lb1d Pasa1 12 angh.a 4 

58 Pamtta A atau Pamha Sembiian merupah.an pamtla yang beranggotah.an sembiian orang pt.,Jabat 
pemenntah dan berbaga1 mstans1 yang bertugas memenksa pennohonan bah. atas tanah 

259 Indonesia Instruks1 Pres1den Tentang Pelaksanaan Pencabutau Hak Hak Atas Tanah Dan Bm 
da Benda lang Ada D1 Atasnya Inpres No 9 Tahun 1973 

260 Mengenm buny1 se1engkapnya mstruh.s1 yang Pertama hhat In dones1a lbzd baca mstruh.s1 yang 
PERTAMA 

261 Ibzd Pasal 1 ayat (1) 

6 Ibzd Pasal 1 ayat (2) 
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Berdasarkan kepada pengerttan kepentmgan umum dan Jems Jems pembang 

unf,an ) ang mempunyru s1fat k.epentmgan umum sebagrumana d1sebutk.an dalam In 

pres Nomor 9 Tahun I 973 mt maka Jalan tol memenuh1 kntena sebaga1 kepen 

tmgan umum karenaJalan tol merupakan k.epentmgan masyarakat luas seluruh la 

ptsan masyarak.at dan Jalan tol merupakan salah satu btdang pekerJaan umum seba 

grumana telah dtjelaskan dt atas bahwa pembangunan Jalan to! d1 Indonesia dtmulm 

pada tahun 1974 

4 5 1 4 Keppres Nomor 55 Tahun 199 26 

Dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 m1 k.epentmgan umum dtarttk.an se 

bagru k.epentmgan seluruh Iaptsan masyarak.at 264 yang dtbatast dengan tlga k.ntena. 

yrutu 

a Kegtatan pembangunannya dllak.uk.an oleh pemermtah 

b Pembangunann) a damhk.t oleh pemenntah 

c Ttdak. dtgunak.an untuk. mencar1 k.euntungan 265 

Terhadap pengerttan dan k.ntena k.epentmgan umum wrsebut dalam kmtan 

nya denganJalan tol penults berpendapat sebagar benkut 

a Dan segr pengerttan k.epentmgan umum Jalan tol memenuhr unsur unsur dtmak. 

sud dalam artr bahwa semua orang (tanpa dtsk.nmmast) boleh menggunak.an 

Jalan tol 

b Dan segr k.ntena k.epentmgan umum Jalan to! memenuht kntena pertama dan 

k.edua, drmana pembangunan Jalan to!) ang dtmulru dengan pengadaan tanah dan 

dllanjutk.an dengan pembangunan k.onstruk.sr Jalan tol penyelenggaraannya dda 

k.uk.an oleh pemenntah dan Jalan tolttu sendm adalah milrk pemenntah cq De 

partemen Pek.eqaan Umum 

c Mengenar k.ntena) ang k.etrga, hal mr selalu menJadr perdebatan banyak. prhak. 

263 Indonesia Keputusan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bag~ Pela!.sanaan Pembang~man 
Untuk J....epentmgau Umum Keppres No 55 Tahun 1993 

264 Ibzd Pasa1 1 angka (3) 

-------
265 Ibzd Pasal~ ayat (1)--
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Setelah Jalan tol yang pertama, Jalan tol Jagoraw1 selesm dtbangun pada ta 

hun 1978 mak.a pemenntah membentuk dan menunjuk Badan Vsaha Mrhk Negara 

(BVMN) PT Jasa Marga (Persero) selaku operator Jalan tol yang wewenangnya me 

hputl pengumpulan to! pengaturan pemakruan Jalan tol dan pengamanan Jalan to! 

Ttdak dapat dtsangkal bahwa penggunaan Jalan tol harus dtbarengt dengan 

pembayaran atas seJumlah uang to! sesuru dengan besamya tanf yang telah dttentu 

kan oleh pemenntah Berbeda dengan Jalan umum btasa yang 1Idak perlu membayar 

seJumlah uang kecualt hanya membayar paJak kendaraan bermotor yang dtbayarkan 

sekalt setahun oleh perrnhk kendaraan bermotor 

PT Jasa Marga (Persero) selak.u operator ]alan tol layak.n) a sebuah perusa 

haan perseroan terbatas berbentuk badan hukum memang mempunym onentast un 

tuk mencar1 keuntungan Akan tetapt hams Juga dungat bahwa PT Jasa Marga (Per 

sero) dalam men can keuntungan sama sekalt ttdak btsa dengan cara menmkkan tanf 

to! karena ) ang menentukan tanf to! adalah pemenntah Kalau temyata PT Jasa 

Marga (Persero) berhastl menctptakan keuntungan pad a akhtr tahun buku yang dtpe 

roleh dengan cara efistenst dan penghematan serta strategt perusahaan lrunnya, tentu 

nya hal1tu adalah WaJar saJa Sebaltknya, kalau PT Jasa Marga (Persero) mengalamt 

kerugran apa reaks1 dan pemenntah dan mas) arakat ? Sudah pasti pemenntah dan 

masyarakat tidal. akan percaya kalau PT Jasa Marga (Persero) mengalarru kerug1an 

Selanjutnya, penuhs bertanya, apakah ada mfrastruktur rrnhk pemenntah 

) ang gratis d1 negara 1m ? Menurut pengamatan penuhs satu satunya mfrastruktur 

rrnhk pemenntah dan ) ang dtkelola langsung oleh pemenntah ( dalam hal 1m Depar 

temen PekeiJaan Umum) yang boleh dtbtlang gra11s adalah jalan umum btasa, dan 

mgas1 Pemakman atas Jalan umum juga ttdak btsa dtbtlang gratis seratus persen 

karena settap tahun perrnhk kendaraan bermotor dtwajtbkan membayar paJak kenda 

raan bermotor Lag1 pula bia) a untuk pembangunan jalan umum tersebut sebagtan 

besar berasal dart paJak yang dtbayarkan oleh warga negara, walapun dalam kenyata 

annya ttdak semua "arga negara membayar paJak 

Dtluar Jalan umum btasa dan mgast semua mfrastruktur rrnhk pemenntah 

pastl dtkelola oleh Badan Usaha Mthk Negara yang berbentuk perusahaan umum 

maupun perseroan terbatas Sekarang 1m perusahaan umum apalagt perusahaanJawa 
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tan hamp1r hdak ada lag1 semuanya telah berubah menJadl perseroan terbatas per 

sero 

Sebagru badan usaha, sudah pash mempunyru tuJuan untuk mencan keun 

tungan Apakah perusahaan umum kereta ap1 (Perumka) boleh d1katakan tldak men 

can keuntungan? Kalau temyata selama m1 Perumka selalu merug1 apakah 1tu kare 

na tanfnya yang murah ataukah karena pejabatnya yang korups1 dan kondektur yang 

menenma langsung uang dan penumpang yang ndak membeh nket d1 loketnva ? 

Kalau Perumka selalu merug1 pemenntah temyata selalu prates Juga dan masyarakat 

JUga selalu tldak perca) a Apalag1 Perumka sendm sudah berubah status menJadl 

perseroan terbatas persero perubahan mana pasti d1dasan suatu pert1mbangan dan 

mempun) ru suatu tujuan yang tldak !run tldak bukan adalah untuk mencari keuntu 

ngan Penuhs berpendapat bahwa unsur mencan keuntungan yang dllakukan oleh 

suatu badan usaha yang menJalankan kepentmgan umum tldak perlu lag1 d1perdebat 

kan 

Benta terbaru menyatakan bahwa pemenntah akan membentuk sebuah 

perusahaan Badan Usaha M1hk Negara untuk mengelola kereta ap1 ) ang daerah 

operasmya d1 wlla) ah Jakarta Bogar Tangerang Bek.as1 (Jabotabek.) dan d1harapk.an 

dapat beroperas1 pada bulan Agustus 2008 1m 266 Dalam operaswnaln) a, pemenntah 

akan mehbatk.an part1s1pas1 swasta dalam k.erangk.a kei]asama pemenntah swasta 

(KPS) sehmgga pemenntah t1dak sendman terbebam Apablla proyek keiJa sama 1m 

sudah terbentuk. mak.a PT Kereta Ap1 Indonesia Daerah Operas1 I hanya ak.an 

berk.onsentras1 pad a la) anan kereta ap1 antar kota, sedangk.an untuk. wrla) ah kota 

Jabotabek. akan dda) ani oleh perusahaan yang barn d1bentuk. dan dlharapk.an k.ual1tas 

pelayanannya akan menmgk.at 267 Dengan beroperasmya proyek. barn m1 dlharapkan 

akan dapat mengatas1 kemacetan d1 sekltar wllayah Jabotabek karena pengguna ken 

daraan pnbadt akan memihh nruk. kerata apt Jabotabek. dengan s1stem dan mana 

Jemen baru 

26 Seputar Indonesia (Selasa 24 Juru 2008 hal 13) 

~--- ~- 267 lbtd -- ------ -- ~- -- ~-
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Penuhs berpendapat bahwa proyek baru m1 harus dtsambut dan dtdukung de 

ngan bruk. k.arena membenkan harapan yang sangat besar bag1 masyarak.at banyak. d1 

wtlayah Jabotabek. yang selama mt sangat mendambakan k.ereta apt yang nyaman 

dan aman sebagru moda angkutan massal dengan kapas1tas yang tmggt 

Sebagru k.estmpulan penuhs berpendapat bahwa kntena berupa tidak dtgu 

nak.an untuk. mencan keuntungan sangat ttdak. relevan harus dtgantt dengan kntena 

berupa tanfuya harus dttentuk.an oleh pemenntah dengan persetuJuan Dewan Per 

wak.tlan Rak.yat karena k.alau badan usaha dtmaksud selalu merugt stapa yang ak.an 

menanggung kerugtan tersebut apakah harus pemermtah terns ? Lagt pula, dengan 

adan)a twfyang kompetrtlf mak.a pelayanan kepada masyarak.at drharapkan menJa 

dt menmgkat Justeru k.alau badan usaha dtmak.sud selalu merugt karena tartf yang 

murah mak.a pelayanan kepada masyarak.at banyak akan dtkorbank.an 

Mengena1 Jems Jems kepentmgan umum yang dtsebutk.an dalam Keppres No 

mor 55 Tahun 1993 tersebut ttdak ada dtsebutkanjalan tol selainJalan umum 

-1 5 1 5 Perp1 es Nomor 36 Tahun 2005 268 

Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 pengertlan kepennngan umum adalah 

k.epentmgan sebag:Jan besar lap1san masyarak.at 269 Bila dthubungkan dengan Jalan 

tol mak.a pengerttan k.epentmgan umum m1 sudah mehput1 Jalan tol karena Jalan tol 

merupakan kepentmgan seluruh laptsan masyarak.at Selanjutnya. salah satu dan 

sebanyak. 21 (dua puluh satu) Jems k.egratan pembangunan untuk. k.epentmgan umum 

adalah Jalan tol 270 

268 Indones1a, Peraturan Preszden Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 

2
(J
9 Ib1d Pasal 1 angh.a 5 

270 Ibzd Pasal 5 
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4 5 1 6 Per pre!. Nomor 65 7 a hun 2006 271 

Pengert1an kepentmgan umum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap 

mengacu k.epada pengert1an kepentmgan umum sebagmmana menurut Perpres No 

mor 36 Tahun 2005 Jad1 ]alan to! termasuk dalam pengertmn kepentmgan umum 

Selanjutnya salah satu dan sebanyak 7 (tujuh) Jems kegmtan pembangunan untuk 

k.epentmgan umum adalah Jalan tol 272 

4 5 1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Jalan Tol 

Jalan sebagru salah satu prasarana perhubungan pada hakekatnya merupakan 

unsur pentmg dalam usaha pengembangan k.eludupan bangsa dan pembmaan k.esatu 

an dan persatuan bangsa untuk mencapru TuJUan Nas10nal Dalam kerangka tersebut 

Jalan mempunya1 peranan yang pentmg dalam me\\ ujudk.an sasaran pembangunan 

naswnal sepern pemerataan pembangunan dan hasd hasilnya yang menuJu pada ter 

c1ptanya k.eadilan sos1al bagi seluruh rak)'at pertumbuhan ek.onorm yang cuk.up tmg 

g1 dan stab1htas naswnal yang sehat dan dmarrus serta dalam Jangka panJang terc1p 

tan\ a landasan yang k.uat untuJ... tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendm me 

nuJu suatu masyarakat Indonesm yang m<yu adtl dan makmur berdasark.an Pan 

castla 27 

Pemenntah mempunym tugas melaksanak.an pekeiJaan yang menurut uk.uran 

''aJar ttdak dapat dttangam sendm oleh rakyat antara lam pembmaan Jarmgan Jalan 

Oleh karena 1tu pad a dasarn) a Janngan ]alan urn urn terbuk.a untuk. lalu lmtas umum 

tanpa adan) a pungutan bag1 pemakam) a Setmp pungutan perlu d1atur dengan pera 

turan perundang undangan AdanyaJalan to! yang kepada para pemakmnya d1k.ena 

kan ke"aJtban membayar tol perlu dtbatast sek.etat mungk.m yrutu han) a terbatas pa 

271 Indones1a Peraturan Pres1den Ten tang Pen;bahan At as Pera luran Pres1den Nom or 16 Tahun 
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pe laksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum 
Perpres No 65 Tahun 2006 

272 Ibzd Pasa1 1 angka 4 

73 Indonesw Undang Undaug Te11tang Jalau UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83 
TLN No 3186 PenJe1asan Umum angka 1 
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da daerah daerah yang telah menunjukkan tmgkat perkembangan sedemikian rupa 

sehmgga bra) a pembangunan Jalan to! tersebut d1bebankan kepada pemakamya 

Jalan tol merupakan Jarmganjalan umum yang menyangkut hajat h1dup orang 

banyak sehmgga kepermhkan dan wewenang pem1hknya dan penyelenggaraan bera 

da pada Pemermtah Penyelenggaraan Jalan tol mehputl semua keg1atan perwuJudan 

sasaran pembmaan jalan tol dan kegratan operasmya Kegratan operas1 d1maksud 

mehput1 pengumpulan tol pengaturan pemakruan dan pengamanan Jalan tol usaha 

lam yang sesuru dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan jalan tol 274 

Adapun yang menJadl dasar hukum penyelenggaraan Jalan tol sejak Jalan tol 

pertama beroperas1 pada ta}mn 1978 adalah sebagru benkut 

4 52 1 Pewturan Pemermtah No 4 Tahun 1978 275 

Berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 4 Tahun 1978 JO Surat Keputusan 

Menten Keuangan Nomor 90/KMK 06/1978 276 maka dtbentuk PT Jasa Marga (In 

donesra Highway CorporatiOn) 277 

Maksud dan tujuan perseroan adalah mengusahakan Jalan tol dalam rangka 

1kut serta menyelenggarakan pengembangan Janngan Jalan untuk menJarmn terpenu 

hm) a peran Jalan dengan cara memanfaath.an dana/potens1 terbuang terutama d1 

daerah daerah yang telah menunJukh.an perkembangan dengan kepadatan Jasa 

d1stnbus1 yang tmggi pada Jalan Jalan tertentu kepadatan lalu lmtas sudah mencapa1 

2 4 Indonesia Unda11g Undang Te11tang Jalan UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83 
TLN No 3186 PenJelasan Pasa1 13 

275 Indonesta Peraturan Pemet mtah Ten tang Penvertaan A1odal Nega ra Republrk Indonesia Da 
lam Pend11 /Qf1 Perusahaan Perseroan (Persero) D1 B1dang Pengelolaan Pemeilharaan Dan Penga 
daan Jmmgan Jalan Tol Set ta Ketentuan J...etentuan Pengusahaann)a PP No 4 Tahun 1978 LN No 
4 Tahun 1978 

27
" Departemen Keuangan Surat Keputusan A1enten Keuangan Ta11tang Penetapan A1odal Perusa 

haan Persewan (Persero) PT D1 B1dang Jalan Tol SK Menkeu No 90 IKMK 0611978 tertangga1 27 
Pebruan 1978 

277 PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatron) didmkan berdasarkan Aleta No 1 tertangga1 1 
Maret 1978 yang kemudmn dmbah berdasarkan Akta No 187 tertangga1 19 Mer 1981 dan nama per 
seroan dmbah menJadi PT Jasa Marga (Persero) Perubahan terakhlr d1lakukan dalam rangka Pena 
waran Umum Perdana berdasarkan Akta No 27 tertangga1 12 September 2007 dan nama perseroan 
menJadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Hlgway Corporation) Tbk atau 
drsmgkat PT J asa Marga (Persero) Tbk 
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suatu keadaan yang mengaktbatkan b~aya angkutan Jauh melebthi btaya angkutan 

) ang waJar sehmgga mermgankan beban pemenntah 278 

Btdang usaha perseroan mehputi pengelolaan pemehharaan dan pengadaan 

Jalan to! termasuk pembmaan yang mehputi kegiatan keg~atan perancangan tekms 

pemehharaan termasuk pengawasan dan pembangunan pemungutan/pengumpulan 

uang to! dan usaha lam yang selaras dengan maksud tujuan perseroan 279 

Setelah Jalan tol Jagoraw1 selesru dtbangun oleh pemenntah cq Departemen 

PekerJaan Umum pada tahun 1978 maka pemenntah menunjuk PT Jasa Marga (Per 

sero) selaku operator Jalan to! tersebut 

-1 5 2 2 UU Nomo1 13 Tahun 1980 280 

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 1m dtsebutkan bahwa jalan 

adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun mehputl segala ba 

gtan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapann) a yang dtperuntukkan 

bag1 lalu lmtas 281 Jalan umum adalah Jalan yang dtperuntukkan bagt lalu lmtas 

umum 282 Selanjutnya dtsebutkan bahwa Jalan to! adalah Jalan umum yang kepada 

para pemakrunya d1kenakan kew~1ban membayar tol 283 

Pemthkan dan hak penyelenggaraan Jalan tol ada pada pemermtah 284 Atas 

usul Menten Prestden menetapkan suatu mas Jalan sebagru Jalan tol 28
) Pemenntah 

men) erahkan '' ewenang penyelenggaraan Jalan tol kepada Badan Huh. urn Usaha Ne 

278 Lthat Akta Pendman PT Jasa Marga (Persero) Ak.ta No I tertanggai I Maret I978 Pasal 3 

279 Ib1d Pasal 4 

280 Indones1a Undang Undang Tentang Jalan UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83 
TLNNo 3186 

281 Ib1d Pasal I hwuf e 

8 Ib1d Pasal l hwuf f 

283 Ib1d Pasal I hwuf h 

284 Ib1d Pasal 13 

285 Ib1d Pasal I4 
-------
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gara Jalan Tol yang dtdmkan berdasark.an peraturan perundang undangan yang 

berlaku Pen) erahan wewenang penyelen!,garaan Jalan to! t1dak melepaskan tang 

gungJawab pemenntah terhadap Jalan yang dtserahkan penyelenggaraannya 286 Yang 

dtmaksudkan dengan Badan Hukum Ne gara Jalan Tol dalam hal m1 adalah PT Jasa 

Marga (Persero) yang dtdmkan pada tahun 1978 berdasarkan Akta Notans Nomor 1 

tanggal 1 Maret 1978 

-1 5 2 3 Pe1 aturan Pemermtah Nomor 26 Tahun 198 287 

Dalam Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 1985 mr antara lam d1sebut 
kan bahwa 

Wewenang perencanaan tekms dan pembangunan Jalan Arten padaJanngan 
Jalan pnmer ada pada Menten atau d1serahkan kepada badan usaha negara 
yang d1serah• tug as pengelolaan Jalan To I [ cetak tebal oleh penuhs] 288 

We\\enang pemehharaan Jalan Arten pada Janngan Jalan Pnmer ada pada 
Menten atau d1hmpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemenn 
tab Daerah Tmgkat I atau d1serahkan kepada badan usaha ne~ara yang 
diseiah• tugas pengelolaan Jalan Tol [cetak tebal oleh penuhs] 89 

SelanJutnya dtsebutkan bahwa 

Penyerahan wewenang pembmaan ]alan sebagrumana dtmaksud dalam Pasal 
37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) k.epada badan usaha negara yang d1serah1 
tugas pengelolaan Jalan Tol dtlakukan dengan syarat bahwa urusan sepenuh 
nya menJadt tanggungJawab badan usaha negara yang drserahl tugas pengelo 
laan Jalan Tol mehput1 
a Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat badan usaha negara yang d1 

serah1 tugas pengelolaan Jalan Tol 
b Alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan badan usaha negara yang 

dtserahr tugas pengelolaan Jalan Tol 

286 Ibzd Pasal 17 

287 Indonesra Peraturan Pemermtah Tentang Jalan PP No 26 Tahnn 1985 LN Tahnn 1985 No 
37 TLN No 3293 

288 Ibzd Pasal 37 ayat (1) 

28
Q Ibzd Pasa1 38 ayat (I) 

Umvers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



87 

c Sumber pembmyaannya dan badan usaha negara yang d1serah1 tugas pe 
ngelolaan Jalan To! 290 

Yang d1mak.sudkan dengan bad an us aha negara Jalan to! dalam hal m1 adalah 

PT Jasa Marga (Persero) yang d1d1 nkan pada tahun 1978 berdasarkan Alta Notans 

Nomor I tanggal I Maret I978 

..f. 52 ..f. Pe1aturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 1990 291 

Dalam Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun I990 m1 antara lam d1sebutJ...an 

bahwa Jalan umum adalah Jalan yang dtperuntuJ...k.an bagr lalu lmtas umum 292 Jalan 

tol adalah Jalan umum yang k.epada para pemakamya d1kenakan kewaJiban memba 

var to! 29 

Jalan tol d1selenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan 

pembangunan dan hast] hasdnya serta .k.ese1mbangan dalam pengembangan w:dayah 

dengan memperhattk.an keadllan dengan dana yang berasal dan pemakm Jalan 294 Tu 

JUan penyelenggaraan Jalan to! adalah untuk. menmgkatkan efiswns1 pela) anan Jasa 

dtstnbusi guna menunJang penmgJ...atan pertumbuhan eJ...onorm terutama d1 w1la) ah 

) ang sudah tmggr tmgkat perkembangannya 295 

Pembangunan Jalan tol d1selenggarakan oleh pemermtah yang pela.k.sanaan 

nva untuk sebag1an atau seluruhnya dtserahkan kepada badan 296 PenyelenggaraanJa 

Ian to! dapat dilakukan oleh badan 297 beh.eiJasama dengan pthak lam 298 berdasark.an 

90 Ibzd Pasal 39 ayat (2) 

291 Indonesia Pewtwan Pemermtah Ten tang Jalan To! PP No 8 Tahun 1990 LN Tahun 1990 No 
12 TLN No 340) 

292 Ibzd Pasal I angha 2 

293 lbzd Pasal I angka 3 

294 !b1d Pasal 2 ayat (l) 

29~ Ibzd Pas'll 2 ayat (2) 

296 Ibzd Pasal 10 

297 Ibzd Pasa1 18 a; at (I) 

----- -
2
- 8 !bzd Pasal-38--ayat (-32- -- --
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ILm Men ten 299 Yang dtmalsudkan dengan badan adalah Badan Usaha M1hk Negara 

Jalan Tol yang d1serahi wewenang penyelenggaraan Jalan tol dalam hal m1 PT Jasa 

Marga (Persero) 00 

Yang d1maksud dengan p1hak lam dalam hal m1 adalah perusahaan swasta 

Jad1 PT Jasa Marga (Persero) dapat bekeiJasama dengan perusahaan swasta untuk 

men) elenggarakan Jalan to! berdasarkan tzm Menten PekeiJaan Umum 

-1 5 2 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 301 

Dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 1m antara lam d1sebutkan 

bahwa 

Jalan adalah prasarana transportas1 darat yang mehputt segala bag1an Jalan 
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dtperuntukkan ba 
g1 lalu hntas yang berada pada permukaan tanah d1 atas permukaan tanah d1 
bawah permukaan tanah danlatau rur serta d1 atas permukaan rur kecuah Ja 
Ian kereta apt jalan Ion dan Jalan kabel 02 

Jalan umum adalah Jalan yang dtperuntukkan bagi lalu lmtas umum 30 Se 

dangkan Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagtan ststem Janngan Jalan 

dan sebagru Jalan nas10nal yang penggunanya dtwajtbkan membayar tol 304 

Wewenang penyelenggaraan Jalan tol berada pada pemenntah 30
' yang meh 

putt pengaturan pembmaan pengusahaan dan pengawasan J alan tol 06 Sebagtan 

299 Ibid pasal 18 ayat ( 4) 

300 lb1d Pasal 1 angka 8 

301 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132 
TLNNo 4444 

30 Ibzd Pasa1 1 angka 4 

303 Ib1d Pasal 1 angka 5 

304 lb1d Pasal 1 angka 7 

305 lbzd Pasal 45 ayat (1) 

306 Ibid Pasal 45 ayat (2) 
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wewenang pemenntah dalam penyelenggaraan Jalan tol d1laksanakan oleh Badan 

Pengatur Jalan Tol 307 

Pengusahaan Jalan tol dilalukan oleh badan usaha mih.k negara dan/atau ba 

dan usaha m1hk. daerah dan/atau badan usaha m1hk swasta 308 

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 m1 mala terJadi 

perubahan mendasar dalam usahaJalan tol d1mana PT Jasa Marga (Persero) mempu 

nvru status dan kedudukan yang sama dengan perusahaan swasta yang bergerak da 

lam Jalan tol yrutu sama sama sebagru operator Jalan to I dan/atau sebagru badan usa 

ha Jalan tol Jad1 perusahaan S\\asta dapat berdm sendm (tanpa perlu bekerJasama 

dengan PT Jasa Marga) sebagru operator Jalan tol maupun sebagru badan usahaJalan 

to I yang membangun Jalan to I Peran PT Jasa Marga (Persero) sebagru regulator te 

lah dJambil al1h oleh Badan Pengatur Jalan Tol 

-1 ) 2 6 Peratw an Peme1 mtah Nomor 15 Tahun 2005 °9 

Dalam Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2005 1m antara lrun d1sebut 

kan bahwa Jalan umum adalah Jalan yang d1peruntukkan bagJ lalu lmtas umum ' 10 

Sedangk.an jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bag1an s1stem Janngan Jalan 

dan sebagruJalan nas10nal yang penggunan) a diwaJibkan membayar tol 11 

Wewenang pen) elenggaraan Jalan tol berada pada pemenntah ' 12 yang meh 

put1 pengaturan pembmaan, pengusahaan dan pengav. asan Jalan tol 13 Sebag1an 

307 lbzd Pasal 4::> ayat (3) 

308 Ibzd Pasal 50 ayat ( 4) 

309 Indonesia P~..raturan Pem1..rmtah Tentang Jalan Tal PP No I5 Tahnn 2005 LN Tahun 2005 
No 32 TLN No 4489 

310 lbzd Pasal l angka l 

311 Ibzd Pasal I 1ngka 2 

312 lbzd Pas1! 1 ayat (I) 

313 Jbzd~Pasal--3 ayat (2)~ - --

Umvers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



90 

wewenang pemermtah dalam penyelenggaraan Jalan tol dtlaksanakan oleh Badan 

Pengatur Jalan To! 314 

Perubahan yang pentmg dalam k.etentuan yang baru m1 d1 antaranya adalah 

wewenang penyelenggaraanJalan tol tetap berada pada Pemenntah tetap1 khusus un 

tuk. Jalan to I yang mempunyru kelayak.an ekonorru dan finansml memadru dtpnontas 

k.an kepada bad an usaha, Jalan to! dtmungkmkan dtbangun walaupun tidak. ada Jalan 

altematif proses pelelangan secara terbuk.a dan transparan termasuk untuk. Jalan tol 

yang merupakan prakarsa badan usaha 

4 6 Peran PT Jasa Marga (Persero) Dalam Operas10nal Jalan Tol 

Sejak. Jalan tol Jagoraw1 pertama J..ah diOperastkan pada tahun 1978 mak.a 

PT Jasa Marga (Persero) sudah dttunjuk. oleh pemenntah selaku operator jalan tol 

tersebut Dalam seJarahnya k.emudtan PT Jasa Marga (Persero) selam selak.u ope 

rator pemenntah juga menugaskannya selaku regulator Kemudtan dalam rangka 

reformas1 btrokrasi dan persrungan usaha) ang sehat maka PT Jasa Marga (Persero) 

kembal1 kepada fungsmya semula ymtu selaku operator jalan tol 

4 6 1 Pembentukan PT Jasa Marga (Pe1 sera) 

Pembentuk.an PT Jasa Marga (Persero) pada mulanya ndak. terlepas dar1 Pe 

raturan Pemenntah Nomor 4 Tahun 1978 15 yrutu dalam rangk.a operasiOnaltsaslja 

Ian tol JagoraWI sebagm Jalan tol pertama dt Indonesia 

PT Jasa Marga (Persero) pada awal terbentuk yang mengemban tugas pokok. 

dan pemenntah dt btdang pengusahaan Jalan tol yang mehput1 kegtatan pengumpul 

an uang tol dan pemehharaannya, adalah suatu perseroan terbatas berbentuk badan 

hukum Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat dt Jakarta Badan Hukum 

314 Ib1d Pasal 3 ayat (3) 

315 Indonesra Peraturan Pemermtah Tentang Penyerahan Modal Nega ra Repubbk Indonesia Da 
lam Pendman Perusahaan (Persero) D1 Bzdang Pengelolaan Pemelzharaan Dan Pengadaan Ja1 
mgan Jalan Tal Serta Ketentuan Ketentuan Pengusahaannya PP No 4 Tahun 1978 LN No 4 Tahun 
1978 

Umvers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



91 

mr drdmkan dan berdm secara sah menurut hukum negara Repubhk Indonesia 

d1mana angaran dasar serta perubahann) a telah dmmumkan dalam Benta Negara 

Repubhk. Indonesia 16 

-1 6 2 PT Jasa Marga (Pe1sero) Selaku Operator Tunggal Jalan Jol 

Sejak. pertama k.ah drbentuk. pada tahun 1978 sampru tahun 1990 PT Jasa 

Marga (Persero) bertmdak. sebagru satu satunya perusahaan yang mengoperasrkan Ja 

Ian tol artmyaJalan tol menJadi hak. monopoh PT Jasa Marga (Persero) sementara 

prhak swasta tldak drbenkan kesempatan untuk. rk.ut berpartrs1pasr dalam pengusa 

haan Jalan to! Hal mr menJadi so rotan banyak. prhak. J...arena t1dak. sesuru dengan asas 

partrsipattf dalam pembangunan dan bertentangan dengan prmsrp demokrasi ek.ono 

ffil 

-1 6 3 PT Jasa Marga (Pe1 sera) Selaku OpewtoJ Dan Regulator Jalan To! 

Sejak. tanggal 15 Junt 1982 tugas PT Jasa Marga (Persero) menJadi bertam 

bah dengan brdang pembangunan/pengadaan Jalan tol termasuk penvedraan dana ru 

p1ah 17 Dengan penambahan tugas 1fll maka PT Jasa Marga (Persero) bernenang 

membuat perJanJian dengan prhak. k.et1ga dalam rangk.a kerJa sama pembangunan dan 

pengoperasran Jalan to! 

Hal tersebut dr atas membawa konsek.uens1 hukum bahwa PT Jasa Marga 

(Persero) selak.u pthak. ) ang mendapat Kuasa Penyelenggaraan J alan Tol dan peme 

nntah berwenang membuat peraturan peraturan yang drkeluark.an oleh Drreksr 

peraturan mana mengrk.at bagt semua perusahaan yang menJadi mrtra PT Jasa Marga 

(Persero) dalam pembangunan dan operaswnalJalan tol Konsek.uensr lamnya adalah 

310 PT Jasa Marga (Persero) d1dmkan berdasarkan Aleta Nomor I tanggal 1 Maret 1978 yang dtbu 
at dthadapan Kartrm Mulyadr Satpna Hukum Notarts dt Jakarta dan anggaran dasarnya dmbah un 
tuk pertama kah dengan Akta No 187 tanggal 19 Met 1981 yang dtbuat dthadapan notans yang sama 
D1mnumkan untuk pert1ma kalmya dalam Benta Negera Repubhk Indonesia tanggal 10 September 
1982 No 73 Tambahan Benta Negara No 1138 

317 Lrhat Departemen Keuangan Repubhk Indonesia Sural KepuhJsanlvfenten Keuangan No 8681 
UK 01111981 Lthat JUga Departemen Peh.eiJaan Ummn Repubhk Indonesia Sural Keputusan Mente 
11 Pel et;aan Umum No OJ 0202 tangga/15 Jum 1982 

------- ------ ---------
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bahwa d1sampmg sebagru kuasa pemenntah sebagru penyelenggara Jalan tol maka 

PT Jasa Mar!,a (Persero) juga sebagat pem!III ... saham pada perusahaan lam yang ber 

gerak sebagru operator jalan tol Status sebagru regulator dan operator m1 membuat 

PT Jasa Marga (Persero) t1dak terhmdar dan masalah conjltct ofmtere<;t yang tentu 

nya dapat memmbulk..an k..erug1an bag1 Pemenntah PT J as a Marga (Persero) maupun 

perusahaan rrutra 

-f. 6 -f. PT Jam Marga (Persero) Dan Swasta Selaku Ope1 a tor Jalan Tal 

Dengan berlak..unya Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 318 dan Peraturan 

Pemenntah Nomor 15 Tahun 2005 319 maka pengusahaanjalan tol dllakukan oleh pe 

menntah dan/atau swasta Dengan k..etentuan yang baru m1 maka p1hak swasta secara 

mandm tanpa harus bek..eiJa sama dengan PT Jasa Marga (Persero) berhak mengu 

sahak.an Jalan tol Hal 1m berarh bah" aPT Jasa Marga (Persero) mempunyru status 

dan k.eduduk.an yang sama dengan perusahaan swasta yang bergerak dalam usaha 

Jalan to! 

4 7 Bad an Pengatur Jalan Tol 

Suatu hal yang baru seJak berlakunya Undang Undang Nomor 38 Tahun 

2004320 dan Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2005 321 adalah beral1hnya 

fungs1 regulator yang selama m1 d1pegang oleh PT Jasa Marga (Persero) k.epada 

Badan Pengatur Jalan Tol 322 

118 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132 
TLN No 4441 Pasal43 ayat (2) dan Pasa150 ayat (4) 

119 Indonesia Peraturan Pemermtah Tentang Jalan To/ PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 
No 32 TLN No 4489 Pasal 19 ayat (2) 

320 Indonesia Undaug Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132 
TLNNo 4441 Pasal45 

121 Indonesia Peratutan Pemenntah Tentang Jalan Tot PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 
No 32 TLN No 4489 Pasal 3 ayat (3) Pasal 72 85 

322 Badan Pengatur Jalan Tol dibentuk berdasarkan Peratur011 Men terz PekerJaan Umum Tentang 
Badan Pengatur Jatan Tot Permen PU No 295/PRT!M/2005 tanggal 28 JUI11 2005 
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Adapun tugas dan fungs1 Badan Pengatur Jalan To! adalah 

a MereJ...omendas1J...an tanf awal dan pen) esuaJan tanf tol J...epada Men ten 

b MelaJ...uJ...an pengambiiahhan haJ... pengusahaan Jaian to! yang telah selesru masa 

konsesmya dan merekomendas1kan pengoperasmn selanjutnya kepada Menten 

c MelaJ...uk.an pengambilahhan hak semen tara pengusahaan Jalan tol yang gaga! da 

lam pelak.sanaan k.onses1 untuk k.emud1an dilelangkan k.embah pengusahaann) a 

d MelaJ...uk.an pers1apan pengusahaan Jalan to! yang mehput1 anal1sa k.elayakan 

finans1al stud1 k.elayaJ...an dan penympan amdal 

e Melak.uk.an pengadaan mvestas1 Jalan tol melalm pelelangan secara transparan 

dan terbuJ...a 

f Membantu proses pelaJ...sanaan pembebasan tanah dalam hal k.epastian tersed1a 

n) a dana ) ang berasal dan Badan Usaha dan membuat mek.an1sme penggunaan 

nva 

g Memomtor pelaJ...sanaan perencanaan dan pelak.sanaan k.onstruks1 serta pengope 

rasmn dan pemehharaan jalan to! yang diiak.uk.an Badan Usaha dan 

h Melak.ukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelak.sanaan seluruh kewaJI 

ban pefJanJian pengusahaan Jalan tol dan melaporkannya secara penod1k k.epada 

Menten 32:> 

4 8 P1hak Yang Terhbat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 
Jalan Tol 

Adapun pihak p1hak yang terhbat dalam pengadaan tanah untuk. pembangun 

an J alan tol adalah 

a Pemenntah cq Departemen Pek.efJaan Umum selaJ...u pihaJ... yang memerlukan ta 

nah yang selanjutn) a sebagm penuhk tanah Jalan tol 

323 Indonesia Pe~atwan Pemenntah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 
No 12 TLN No 4489 Pasal 75 ayat (1) Lthatjuga Departemen Pekef]aan Umum Pe1aturan Afen 
te11 Pe!.e1}aan Umum Tentang Badan Pengatw Jalan To! Pennen PU No 295/PRT/M/2005 tanggal 
28 Juru 2005 Pasal 6 
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b Pamtla Pengadaan Tanah selaku pthak yang melaksanakan proses pengadaan ta 

nah dan 

c Pthal warga masyaralat pemthk tanah selalu pthal yang melepaskan hal atas 

tanahnya, yang akan menenma gantt rugt dart pemermtah cq Departemen Peker 

Jaan Umum 

4 9 P1hak Yang Terl1bat Dalam Pembangunan Jalan Tol 

Adapun pthal yang terhbat dalam pembangunan Jalan tol adalah 

a Pemenntah cq Departemen PekeiJaan Umum selaku pthal pen) elenggara dan 

pemthk Jalan tol 

b Badan Pengatur Jalan Tol selalu badan yang mempunyru wewenang untuk mela 

kukan sebagtan \\ ey, enang pemenntah dalam penyelenggaraan Jalan tol yang 

mehputt pengaturan pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol 

c Badan Usaha Jalan Tol selaku pthak yang bergeral dalarn pengusahaan Jalan tol 

dapat berupa Badan Usaha Mthk Negara, Badan Usaha Mthk. Daerah dan Badan 

Usaha mdtk S\\ asta 

4 10 Maksud Dan TuJuan Penyelenggaraan Jalan Tol 

4 10 1 Maksud penyelenggaraan ]alan to! 

Penyelenggaraan jalan tol dtmalsudkan untuk mewujudkan pemerataan pem 

bangunan dan hasll hasllnya serta kesetmbangan dalarn pengembangan wtlayah de 

ngan memperhattkan keadllan yang dapat dtcapru dengan membma Jarmgan Jalan 

) ang danan) a berasal dan penggunaJalan 324 

-I 10 2 Tu;uan penyelenggm a an ;alan to! 

Penyelenggaraan Jalan tol bertujuan menmgkatkan efistensi pelayanan Jasa 

dtstnbusi guna menun]ang penmgkatan pertumbuhan ekonorm terutarna dt wllayah 

) ang sudah tmggt tmgkat perkembangann) a 325 

324 fudonesta Peraturan Pemenntah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 
No 12 TLN No 4489 Pasal 2 ayat (1) 

3 5 lbrd Pasal 2 ayat (2) 
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4 10 3 Ala san penyelenggaraan 1alan to! 

Sebagru dasar alasan atau motif untuk pembtayaan jalan raya atas dasar s1s 

tern toll road tersebut antara )run adalah sebagru benlut 26 

a Karena terdapatnya keadaan keuangan pemermtah yang tal mencukup1 untuk 

membuat s1stem ]alan yang akan dapat mengimbangi road traffic serta kemaJuan 

teknolog1 dalam alat alat pengangkutan 

b Karena sungguhpun ada tersed1a anggaran belanJa negara/dana dana pemenntah 

pusat yang cukup besar untuk pembuatan dan pemehharaan Jalan tetap1 karena 

dana keuangan tersebut hams d1bagi bag1 tersebar secara Jokal sehmgga tak beg1 

tu berart1 besarnya untuk membuat dan memehhara jalan secara keseluruhannya 

c Jalan to) tersebut alan dapat menc1ptalan k.esempatan kel]a yang cukup besar 

terutama dalam keg1atan ke PU an dalam masa depres1 atau kegtatan ekonom1 

) ang sedang menurun 

4 10 4 Keberatan tel hadap penyelenggaraan Jalan to! 

Ada berbagru keberatan atau kelemahan kelemalJan dan adanya s1stem jalan 

to) tersebut Mereka yang t1dak setuJU dengan s1stem Jalan secara to) tersebut menga 

JUkan keberatan keberatan yang antara lam sebagru benkut 327 

a Jalan tol tersebut akan dapat mengakibatkan adanya duphkas1 dan mvestas1 Jalan 

karena adanya Jalan tol tersebut lebanyakann) a k1ra ktra paralel dengan Jalan 

bebas (free road) yang mana harus dtpertahankan terutama untuk melavaru ke 

perluan lalu lmtas lokal 

b Menyebabkan adanya tendens1 untuk mengabmkan perbmkan atau pemehharaan 

jalan bebas (flee toad) Halzm mengakibatlan p1hhan bulan antarajiee taad de 

ngan toll road tetap1 antara Jalan bebas yang buruk dan tal memadru dengan 

Jalan tol yang kondtsmya bark 

32 Rushan Kama1uddm E!..onomz Transp01 tasz Kara!.:tenstzk, Te 011 Dan Kebyakan Cetakan Per 
tama (Jakarta Ghaha Indonesia 2003) hal 61 

----- - 32L!bzd hal-61-- - ----- -------- -- ----------
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c Jalan tol hanya secara relatlf dapat mengurangt Jalu lmtas yang penuh sesak 

(wngested trajjiG) 1-..arena 1-..ebanyal-..an Jalan to! tersebut t1dak sampru 1-..e pusat 

k.ota k.ota d1 mana lalu hntas adalah padat dan penuh sesak 

d Adanya extra cost yang perlu dtkeluarkan jtka jalan Jalan (high ways) dtbtayat 

dengan cara tol tm ymtu yang ttmbul dan hal hallatn 

d 1 bunga yang harus dtbayar kepada modal pmJaman atau o bhgast yang 

dtk.eluark.an untuk. membtayru Jalan to I tersebut 

d 2 ongkos untuk. mengumpulkan tol (pajak) dan btaya latnnya yang terkrut 

adalah cukup mahal 

-1 10 5 Dukungan te1 hadap penyelenggaraan ]alan to/ 

Para penyok.ong adanya s1stem tol/1 oad untuk pembangunan dan pemehha 

raan jalan mengemuk.akan k.euntungan keuntungan ststem mt yang antara latn adalah 

sebagru benk.ut 328 

a Bagrumanapun Juga Jalan tol ak.an dapat mengurangt lalu lmtas yang penuh sesak 

(congested tt affic) 1-..ecelakaan dan bahaya bahaya Iamnya vang sermg teqad1 

padafree 1oad al.tbatJalan yang penuh sesak tersebut 

b Segt segt perttmbangan ekonom1 dan fmanstal btasanya adalah sehat karena 

bank. bank. atau badan keuangan lmnnya yang dtseraht tugas untuk membtaymnya 

tldak. akan suka (bersedta) membtayrunya Jtka seandmnya proyek tersebut ndak 

sehat atau ttdak feasible sepertl ttdak self ilqwdatmg 

c Jalan tol ttu sebetuln) a hamptr sama saJa dengan ji ee road dt mana jalan bebas 

mt pad a hak.tk..atn) a tidak bebas sebebas bebasnya termasuk. Juga dalam pemak.at 

annya (mgat tentang adanya k.etentuan klas Jalan untuk. pemakruanJalan) 

d Behan k.euangan negara dapat dmngankan atau dtk.urangt ymtu dalam hal mem 

buat atau memehhara Jalan karena adanya pembtayaan dengan ststem pembta 

yaan toll1 oad tersebut 

328 lb1d hal 62 
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4 11 Masalah Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 
To I 

Mengenm masalah hukum dalam pengadaan tanah Ane Sukant1 Hutagalung 

dan Markus Gunawan menyatakan sebagru benkut 329 

D1 perkotaan sengketa tanah umumnya dipicu oleh menmgkatnya arus ur 
bamsas1 pembangunan proyek proyek mfrastruktur berskala besar pohtik 
pertanahan (sepert1 menggusur warga rmskm perkotaan dan tanah berlokas1 
strateg1s untuk k.epentmgan pembangunan proyek komers1l banyak berakh1r 
pada penggusuran paksa masyarakat m1skm d1 perkotaan 

Pembangunan mfrastruktur ]alan tol memerlukan tanah dalam JUmlah yang 

sangat luas dan mehbatkan ban)al v.arga masyaralat sebagru pemdtk atas tanah 

) ang akan d1bebaskan Tanah yang d1bebaskan tersebut terdm dart tanah kebun ta 

nah Sa\\ ah tanah kosong rumah warga, gedung perkantoran rmhk swasta maupun 

pemenntah gedung sekolah puskesmas dan lrun lam 

SepanJang tanah atau gedung tersebut rruhk pemenntah maka tidak ada ken 

data dalmn proses pembebasannya Sebal1knya pembebasan terhadap tanah rmhk 

warga tldak selmnanya beiJalan dengan lancar karena pada dasamya warga tldak se 

tu]u atau t1dak berkenan kalau tanah atau rumahnya d1gusur k.arena terkena pemba 

ngunanJaian to! 

Dengan adanya penyuluhan dan sosmhsas1 yang mtens1f yang dllakuk.an oleh 

Pan1t1a Pengadaan Tanah bersama sama dengan Pemenntah maka pada akhim) a 

v,arga \\alaupun sebag1an warga dengan terpaksa mengik.laskan tanahnya dan/ 

atau rumahnya dllepaskan atau d1serahkan untuk pembangunan Jalan tol tentun'\ a 

dan seharusnya dengan mendapatkan gant1 rug1 yang layak dan memadru 

Secara umum, masalah masalah huk.um yang t1mbul sehubungan dengan pro 

ses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan tol adalah sebagat benkut 

129 Ane Sukantl Hutagahmg dan Markus Gunawan Kewenangan Pemermtah dz Bzdang Pertanah 
-an-Ed1s1 Pertama Getakan Pertama (Jal(arta-F-T RajaGrafmdo Persada-2008)-hal--3 4-

Umvers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



98 

4 11 1 Sengketa Mengenaz Harga Tanah 330 

Sudah menJadi rahasm umum dan dapat d1tenma oleh aka! sehat apab!la ada 

proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan to! maka para pemthk tanah 

mengmgmkan agar tanahnya d1benkan gantl rug~ dengan harga tmgg1 Jauh d1 atas 

harga N!lar Jual Objek PaJak (NJOP) bahkan harga pasar setempat 

Sementara 1tu Departemen PekeiJaan Umum selaku mstans1 pemenntah yang 

memerlukan tanah mengharapkan agar harga tanah ndak terlalu Jauh d1 atas harga 

NJOP J1ka sampar terJadi perbedaan harga tanah yang terlalu Jauh antara yang diaJU 

kan oleh pem1hk tanah dengan yang diaJuk.an oleh pemenntah maka hal tersebut sa 

ngat berpotens1 menJadi faktor penghambat proses pengadaan tanah tersebut Mudah 

mudahan dengan adanya Iembaga baru berupa Lembagaff1m Pemlru Harga Tanah 31 

yang terhbat dalam proses pengadaan tanah untuk kepennngan umum, persoalan me 

ngenat harga tanah dapat d1atas1 dengan bruk tidak perlu menJadi sengketa dt 

pengad!lan seperti ) ang senng tei]adi selama m1 

-1 1 1 2 Sengketa Mengenaz Luas Tanah332 

T1dak Jarang tei]adi bahv.a luas tanah yang d1tentukan oleh Pamtia Pengada 

an Tanah temyata berbeda dengan luas tanah yang sebenarnya Pemdtk tanah meng 

klrum bahwa luas tanah IDihknya yang terkena proyek lebih luas dan yang telah d1te 

tapkan oleh Pantha Pengadaan Tanah Hal 1m senng menJadi sengketa d1 pengadilan 

karena tidak dapat d1selesrukan secara mus) warah 

330 Salah satu contoh adalah kasus Mwd bm Kemad cs v D1reJ.:tmat Jenderal Bma Marga cs Jvo 
128/Pdt GI20061PN Bks 

331 Indonesia Pewturan P1es!den Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan Un 
tuk Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahtm 2005 Pasal 1 angka 12 dan Pasal15 danPeraturan 
Preszden Tentang Perubahan Atas Peraturan Pres1den Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan 
Tanah Bagz Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum Perpres No 65 Tahun 2006 
Pasal 15 

332 Salah satu contoh adalal1 kasus PT Jasa .Marga \ Ahlz warzs aim Achmad Prapto W No 
623/Pdt G/2005/PN JakSel 
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4 11 3 Sengketa Mengwat Kepemtlzkan333 

Masalah k.epemihkan sermg menJllih persoalan yang pehk. dalarn proses pe 

ngadaan tanah Berdasarkan data yang ada, Pan11Ia Pengadaan Tanah telah menetap 

kan bahwa tanah tersebut adalah m1hk A sehmgga lepada A telah d1benkan uang 

gant1 rug1 Namun beberapa lama kemud1an dengan membawa data dan bukt1 yang 

t1dak lalah kuat B datang mengajukan keberatan kepada Panitia Pengadaan Tanah 

dan mengllmm bahwa dia adalah pem1hk yang sebenarnya atas tanah tersebut 

Masalah kepem1hkan atas tanah senng t1dak dapat d1selesmkan secara musya 

warah dan akh1rnya diselesrukan melalm Jalur hukum d1 pengadilan 

Memang dalam Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 Pasal17 ayat (I) 

Peraturan Pres1den Nomor 36 Tahun 2005 Pasall 0 ayat (2) dan ayat (3) JO Peraturan 

Pres1den Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 10 a) at (2) dan (3) sudah ada d1benkan Jalan 

keluar bila terJadi letidaksepakatan mengenm harga tanah maupun hila terJadi seng 

keta keperruhkan ymtu dengan cara memtlpkan uang gant1 rug1 ke pengad1lan negen 

setempat yang lazim d1sebut sebagm lonsmyas1 

kut 4 

Terhadap lembaga lonsmyas1 m1 Boed1 Harsono men) atakan sebagru ben 

Ist1lah konsmyas1 dalam Keppres adalah t1dak tepat karena lembaga aan 

bod van gerede betalzng yang dukutl dengan conszgnatze adalah cara pe 

nyelesruan utang pmtang antara deb1tur dan kred1tur 

Selanjutnya Ane Sulant1 Hutagalung menambahlan sebagm benkut 5 

Sedangkan dalam Keppres 55/1993 tidak ada hubungan hulum antara 

kred1tor deb1tor melamkan hubungan hukum antara p1hak yang memerlukan 

tanah dengan masyarakat yang terlena pembangunan 

3
' S1lah satu contoh adahh kasus R Doddv Artwso Gudo v Departemen Pekeryaan Umum cs 

No 09/ Pdt G/2005/PN Pwk 

334 Boed1 Harsono Hukum Agrana Naszonal Sejarah Pembentukan Undang Undang PokokAgra 
na Isz Dan Pelaksanaannya Ilhd I Cetakan Kedelapan (Jakarta DJambatan 1999) sebagammna 
dlkuhp Ane Suh.antl Hutagalung Tebman Pemzlawn SeputGI lvfasalah Hukum Tanah Cetakan Per 
t'lma (Jak 1rta Lembaga Pemberdayaan Hukum Indones1a 2005) hal 167 

----- _ _____335_Ane Sukantl Hutaga!ung-Ibrd- --------
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Selanjutnya Ane Sukanh Hutagalung menyarankan sebagru benkut 

Untuk memben wadah lembaga konsmyas1 tersebut maka dalam RPP 
l Rancangan Peraturan Pemenntah] dtkonstrukstkan Jika tanah bangunan ta 
nah dan atau benda benda lam yang berkattan dengan tanah dtmthkt bersama 
sama oleh beberapa orang sedangkan satu atau beberapa orang dan mereka 
t1dak dapat dttemukan setelah ada panggllan 3 (tlga) kah selanJutnya dtakhm 
dengan pengumuman d1 Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa se 
tempat maka kompensas1 yang menJadi hak orang yang tldak dtketemukan 
tersebut dtbenkan dalam bentuk uang oleh pthak yang memerlukan tanah dan 
dtstmpan dalam suatu rekerung yang dtkelola oleh BupatiiW altkotamadya 
Kepala Daerah T10gkat II 

Dengan dtstmpannya uang tersebut dalam suatu rekemng yang dtkelola oleh 

Bupati/Wahkota, dtharapkan bah\\a suatu saat pthak yang berhak atas uang tersebut 

dapat JUga memperoleh bunganya selama dtstmpan dalam re.ken10g d1maksud Jangan 

sepert1 yang selama 101 tei]adt d1mana uang yang dtkons10yas1kan ke pengaddan ne 

gen apabtla dtambil oleh yang berhak temyata t1dak mendapatkan bunga 

4 12 Perkara Jalan Tol Da Pengaddan 

Dan sektan banyak perkara perkara yang mehbatkan Pemermtah cq Departe 

men PekeiJaan Umum dan/atau PT Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan penga 

daan tanah untuk pembangunan jalan tol benkut 101 dtsamprukan secara nngkas 

beberapa perkara dtmaksud 

a Kasus Natzg01 PanJaltan v Panztza Pengadaan Tanah Kabupaten Tange1 ang 
cs No 60/Pdt G/2002/PN Tng 3 6 

Penggugat mengajukan gugatan gantt rug1 sehubungan dengan tanah rruhk 

Penggugat yang terkena Jalan tol akan tetap1 Penggugat t1dak mendapatkan gantt 

rug1 

136 L1hat Prospektus PT Jasa Marga (Persero) yang diterbitkan pada tanggal 5 Nopember 2007 d1 
Jakarta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana yang akan d1catatkan pada PT Bursa Efek 
Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) hal 77 
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Pengadilan Negen Tangerang dalam putusannya mengabulkan gugatan Peng 

gugat dan men.!:,hukum Para Tergugat untuk membayar gantr rugr sebesar Rp 

I 500 000 000 (satu m1har hma ratus Juta rupiah) dan ganti rug1 Immatenl sebesar 

Rp 500 000 000 (hrna ratus Juta rupiah) 

Dalam tmgk.at bandmg Pengadilan Tmgg1 Bandung menguatkan putusan 

Pengadilan Neg en Tangerang sementara Mahkamah Agung Juga menolak permoho 

nan lasasi dan Para Tergugat 

Terhadap putusan kasas1 d1 atas Para Tergugat telah mengaJulan PemnJauan 

Kembalt dan hmgga saat 1m belum ada putusannya 

b Kasus S11 Supartmz cs v Bupatl Tangerang cs No 202/Pdt G/2003/ PN Tng 7 

Penggugat mengaJulan gugatan ganti rug1 sehubungan dengan tanah mlltl 

Penggugat } ang terkena Jalan tol alan tetap1 Penggugat tidal mendapatlan gantl 

rug I 

Pengadllan Negen Tangerang dalam putusannya mengabullan gugatan 

Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar gantt rug1 sebesar Rp 

9 400 000 000 (sembllan rmhar empat ratus Juta rupiah) dan gantt rugr tmmatenl 

sebesar Rp 1 000 000 000 (satu m1har ruptah) 

Dalam tlngkat bandmg Pengadllan Tmgg1 Bandung menguatk.an putusan Pe 

ngadtlan Negen Tangerang sementara dalam tmglat kasas1 Mahlamah Agung Juga 

menolal permohonan kasas1 dan Para Tergugat 

Terhadap putusan lasas1 tersebut Para Tergugat telah mengaJulan PenmJa 

uan Kembah dan hmgga saat 1m belum ada putusarm) a 

c Kasus Ny Mwsah v PT Jasa Mmga (Persero) cs No 1081/Pdt G/2006/ 
PN Jak Se/ 338 

Penggugat mengaJulan gugatan gantt rug1 sehubungan dengan tanah mlltk. 

Penggugat yang terkena Jalan tol alan tetap1 Penggugat tidal mendapatkan gantt 

rug1 

337 lbzd 
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Pengadtlan Negen Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan gugatan 

Penggugat dan menghulum Tergugat untul membayar gantt rug1 sebesar Rp 

2 358 000 000 (dua mthar tlga ratus hma puluh delapanJuta ruptah) 

Terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengaJukan bandmg ke Pengadll 

an Tmggt DKI Jakarta dan hmgga saat mt belum ada putusan bandmg 

d Kasus Mzad Bm Kemad cs v Dzrektorat Jenderal Bma Marga C'i No 1281 
Pdt G/2006/PN Bks 339 

Penggugat mengaJuk.an gugatan ganti rug1 sehubungan dengan tanah mtltk. 

Penggugat yang terlena Jalan tol alan tetapt Penggugat tidal mendapatlan ganti 

rugi 

Pengadtlan Negen Belast dalam putusannya mengabullan gugatan Peng 

gugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar gantt rug1 sebesar Rp 

8 750 000 000 (delapan mthar tujuh ratus hma puluhjuta ruptah) 

Terhadap putusan tersebut Para Tergugat telah mengajukan bandmg J...e Pe 

ngadtlan Tmgg1 Bandung dan hmgga saat m1 bel urn ada putusan bandmg 

e Kasus Amsu cs v PT Jasa Marga (Persero) cs No 67/Pdt G/2004/PN Tng 

Penggugat mengajukan gugatan gantt rug1 sehubungan dengan tanah m.Ihk. 

Penggugat ) ang terlena jalan tol alan tetapt Penggugat tidal mendapatlan gantr 

rugt 

Pengadtlan Negen Tangerang dalam putusarmya menolal gugatan Penggugat 

untuk. seluruhnya Dalam tmgkat bandmg Pengadtlan Tmgg1 Bandung menguatkan 

putusan Pengaddan Negen Tangerang tersebut 

Terhadap putusan bandmg dt atas Penggugat mengajulan kasas1 ke Mahla 

mah Agung dan hmgga saat Ini bel urn ada putusan kasas1 

339 lb1d hal 78 

Untversttas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



103 

f Kmus Mu~tafa Rachman v PI Jasa Marga (Per:;ero) No 188/Pdt 120051 
PNJak1zm 

Penggugat mengaJukan gugatan gantt rugt sehubungan dengan tanah mthk 

Penggugat yang terkena Jalan tol akan tetapt Penggugat ttdak mendapatkan ganti 

rugt 

Pengadtlan Negen Jakarta Ttmur dalam putusannya mengabulkan gugatan 

Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar gantt rugt matenl sebesar Rp 

15 007 500 000 (hma belas IDJhar tujuh JUta hma ratus nbu rup1ah) dan 1mmatenl 

sebesar Rp 1 000 000 000 (satu rmhar) 

Dalam tmgkat bandmg Pengadtlan Tmgg1 DKI Jakarta membatalkan putusan 

Pengadilan Negen Jakarta Ttmur tersebut dan mengadth sendm dengan putusan me 

nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dttenma, dengan alasan karena kurang pt 

hak Terhadap putusan bandmg mi Penggugat mengaJukan kasast ke Mahkamah 

Agung dan hmgga saat tm bel urn ada putusan kasast 

g Kasus R Daddy Artzoso Gudo v Departemen Peket Jaan Umum cs No 09/ 
Pdt G/2005/PN Pwk 

Penggugat mengajukan gugatan ganti rug1 sehubungan dengan tanah rmhk 

Penggugat yang terkena Jalan tol akan tetapt Penggugat ttdak mendapatkan ganti 

rug I 

Pengadilan Negen Purwakarta dalam putusannya menolak gugatan Penggu 

gat untuk seluruhn) a Pengad1lan Tmggi Bandung menguatkan putusan Pengad1lan 

Negen Pun\ akarta terse but Terhadap putusan bandmg zm Penggugat telah menga 

JUkan 1..asasi1..e Mah1..amah Agung dan hmgga saat m1 belum ada putusan kasas1 

h Kasus Aczntya Anggzta Dewz v Departemen PekerJaan Umum cs No 7 3 7 /Pdt I 
2005/PN Jak Sel 

Penggugat mengajukan gugatan ganti rugt sehubungan dengan tanah rmh1.. 

Penggugat ) ang ter1..ena Jalan tol akan tetapr Penggugat ttdak mendapat1..an gantr 

rug1 
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Pengachlan Negen Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan gugatan 

Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar gant1 rug1 sebesar Rp 

5 000 000 000 (hma m1har rup1ah) 

Terhadap putusan dt atas Para Tergugat telah mengajukan bandmg ke Penga 

d1lan Tmggt DKI Jakarta dan hmgga saat m1 belum ada putusan bandmg 

Darz sekzan banyak perkara pengadaan tanah untuk pembangunan ]alan to! 

yang masuk ke pengadzlan sebagazmana Ielah dzsebutkan dz atas ternyata tzdak 

mtupun perkara dzmaksud yang matennya berupa penolakan proses pengadaan 

tanah dan/atau pembangunan ]alan to! dengan alasan bahwa pengadaan tanah 

untuk pembangunan ;alan to! bukan merupakan kepentmgan umum Smgkatnya 

masvmakat tzdak menolak pembangunan ]alan to/ dengan syarat masyarakat 

mendapat uang gantz rugz yang layak dan memadaz 

Mas) arakat sebagru pemthk tanah yang mengaJukan gugatan ke pengad1lan 

han) a menuntut gantt rug1 karena tanah rmhkn) a sudah dtbebaskan akan tetap1 yang 

bersangkutan belum mendapatkan uang ganti rugt dan pemenntah cq Departemen 

PekefJaan Umum 

Masyarakat sebagru pemthk tanah tidak pernah mempermasalahkan apakah 

jalan tol merupakan kepentingan umurn atau tidak Bagi masyarakat pemthk tanah 

yang penting adalah tanah mereka d1bayar gant1 rugmya dengan harga yang layak 

dan memadat 

Terhadap stkap mas) arakat permhk tanah tersebut d1 atas penults berpenda 

pat bahwa masyarakat sudah sadar dan mengetahm dan Panitia Pengadaan Tanah 

yang melakukan penyuluhan dan sos1altsast tentang pengadaan tanah untuk pemba 

ngunan kepentmgan umum, bahwa Jalan tol adalah merupakan kepentmgan umum 

sebagatmana dtsebutkan dalam peraturan yang berlaku 

Hmgga saat rm Juga, belum ada masyarakat ) ang mengajukan permohonan 

hak UJl matenl dan/atau formil kepada Mahkamah Agung terhadap peraturan penga 

dan tanah bagt pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Peraturan Pre­

siden Nomor 36 Tahun 2005 JO Peraturan Pres1den Nomor 65 Tahun 2006) yang 

men)ebutkan bahwaJalan tol termasuk dalam kategon kepentmgan umum 
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Dan contoh kasus d1 atas penuhs berkes1mpulan bahwa masyarakat setuJu 

dan menenma bahwajalan tol merupakan k.epentmgan umum 

Hal m1 tentu berbeda dengan k.asus kasus pengadaan tanah untuk kepentmgan 

umum yang d1selesrukan melalm pengad1lan sebagrumana diJelaskan benkut m1 

4 13 Per kara Ten tang Kepentmgan Urn urn Dr Pengadrlan Indonesra 

a Kaws Arref Wzrasana cs v Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta 
No 62711969 G 340 

Para Penggugat adalah penuhk/penyewa/penghum rumah rumah yang berada 

d1 komplek YenPm seluas ± 10 000 m2 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

DKI Jakarta No 1119/25/1969 areal komplek YenPm d1peruntullan sebagru dae 

rah pelaksanaan pembangunan hotel dan bangunan lrunnya yang erat hubungannya 

dengan hotel dan untuk 1tu Para Penggugat dtlarang memmdahkan haknya kepada 

p1hak lam denuk.Janjuga untuk. melakukan perubahan dan perbrukan 

Dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Gu 

bernur DKI Jakarta Nomor 1119/25/1969 tersebut merupakan suatu pencabutan (on 

tezgenmg) hal atas tanah dan benda benda yang ada d1 atasnya, tetap1 dilakukan tan 

pa memenuh1 persyaratan yang telah d1tentukan undang undang Para Penggugat JU 

ga menyatakan bahwa suatu pencabutan hal atas tanah hanya boleh dtlakukan daJam 

k.eadaan ) ang memaksa atau untuk kepentmgan umum 

Pengadtlan Neg en Jakarta ) ang memenk.sa perkara m1 dalam Putusan Sela 

memenangkan Para Penggugat dengan pemmbangan hut... urn antara lam 

Bahwa dalam d1ktum ketiga Surat Keputusan Tergugat merupakan pencabutan 

sebagtan hal 

Semen tara 1tu tldak. ada undang undang yang membenkan "ewenang kepada 

Tergugat untuk melakukan pencabutan hak tersebut bruk seluruhnya maupun se 

bag1an 

Kewenangan untuk mencabut hak atas tanah hanya dimihkl oleh Pres1den seba 

grumana dmyatakan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 

----- _____MQ_L1hat Hennan Slaats-et al-Op-Glt- hal-79 
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Dan kasus d1 alas dapal dlSlmpulkan 3 (llga) hal ymlu sebagm benkut 

- Pembangunan hotel bukan merupakan kepentmgan umum 

Gubernur ILdak berwenang untuk melakukan pencabutan hak alas lanah Sesua1 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 wewenang untuk melakukan pencabu 

tan hak at as lanah ada dz Iangan Pres1den 

- Pencabutan hak alas tanah hanya dapat d1laksanakan d-ngan alasan kepen 

tmgan umum 

b Kasus Sorztoan Harahap v Yayasan Pula Mas cs No 1631 K/Szp/1974 341 

Sontoan Harahap menggugat Yayasan Pulo Mas sebagru Tergugat I dan Pe 

menntah RI cq Gubemur DKI Jakarta cq Wahkota Jakarta T1mur sebagru Tergugat 

II 

Pengad1lan Negen Jakarta Utara T1mur yang memenksa perk.ara 1m memu 

tusk.an bahwa perumahan yang akan d1bangun oleh Tergugat I walaupun sesuru 

dengan peruntuk.an Rencana Pemenntah DKI Jakarta, udaklah dapat d1artikan demi 

k.epentmgan umum menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 JO lnpres 

Nomor 9 Tahun 1973 Perhmbangan hukum Pengadilan Negen antara lrun 

Bila bangunan rumah sudah selesru kelak ak:an drjual kepada umum secara per 

dagangan dalam arti perhmbangan untung rugr 

B1lamana rumah sudah teiJual kepada pembelr dtperkenankan memperoleh hak 

atas tanah 

Pada tmgk.at bandmg Pengadrlan Tmgg1 DKI Jakarta membatalkan Putusan 

Pengadrlan Negen Jakarta Utara-Ttmur dengan pertrmbangan huk.um antara lrun 

Penguasaan tanah oleh Pemenntah DKI Jakarta atas dasar SK Menten Pertaman 

dan Agrana Nomor SK VI/9/ Ka/64 tanggal 10 Apnl 1964 adalah sah 

Yayasan Pulo Mas telah d1ben \\ewenang oleh Pemermtah DKI Jakarta untuk. 

melakuk.an pengosongan tanah dan bangunan bangunan yang ada d1 atasnya 

Bagr mereka yang menmggalkan tanah dan bangunan 1tu telah d1sedmkan tempat 

penampungan dtsertru braya pmdah 

341 Lihat Herman Slaats et al lbzd hal 80 81 
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Pada tmgkat kasas1 Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadllan 

Tmggt dan menguatkan Putusan Pengad!lan Negen dengan pertimbangan hukum 

antara lam 

Penguasaan tanah dan bangunan sebagmmana yang dtmaksud dalam SK Menten 

Pertantan dan Agrar1a Nomor SK/9/Ka/64 pada hakekatnya adalah pencabutan 

hak 

Keputusan Menten tersebut harus dnkut1 dengan Keputusan Prestden mengenat 

dtkabulkan atau dttolaknya suatu permmtaan untuk melakukan pencabutan hak 

atas tanah dan benda benda yang ada dt atasnya 

Dmz kasus dz atas dapat dzszmpulkan 3 (tzga) hal yaztu sebagaz be1zkut 

Pembangunan perumahan yang dzperuntukkan bagz masym akat bukan merupa 

kan kepentmgan umum 

Gubet nut (walaupun sudah mendapat Swat Keputusan datz Mentetz) tzdak bet 

wenang untuk melakukan pencabutan hak alas tanah Sesuaz Undang-Undang 

No mar 20 Tahun 1961 kewenangan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah 

ada dz tangan Preszden 

- Pencabutan hak alas tanah hanva dapat dzlakukan dengan alasan kepentzngan 

umum 

c Kasus Nungtpk D]ahrz cs v Gubernur DKI Jakarta cs No 151/1975 G 342 

Ngunt]Ik Ojahn menggugat Gubemur Kepala DKI Jakarta cq Wahkota Ja 

karta T1mur karena tanah dan bangunan yang mereka tmggah terkena pembebasan 

tanah untuk proyek pembangunan Terminal Bus Pulogadung tanpa adanya kesepa 

katan dan gant1 rug1 yang layak 

Pengadllan Negen Jakarta Ttmur memutuskan menolak gugatan Penggugat 

untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum, antara latn 

'
42 Lmat Erman Rajagukguk Hukum Dalam Pembangunan (Takarta Ghaha Indonesia 1982) hal 

48 49 
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Keberatan Penggugat atas tmdakan petugas melakukan pembongkaran bangunan 

mdd .. Para Penggugat Jik.a t1dak ada alasan alasan yang mendesak tentunya ha 

rus melalm proses hulum 

Sebahknya keberatan Penggugat tersebut tldak dapat memadakan kepentmgan 

umum yang sangat mendesak penyelesruannya yrutu pembangunan terminal bus 

yang sungguh sungguh merupakan pembangunan untul kepentmgan umum 

Dan kasus dr atas dapat d1Slmpulkan bahwa pembangunan termmal brs me 

1 upakan kepentmgan umum 

d Kasus PT Masa Kreasr v Walrkota Jakarta Barat cs No 06/Pdt/1984/G/ 
PN Jkt B1 t 343 

PT Masa Kreas1 mem~hk1 tanah seluas 3 100 m2 yang terletal d1 belakang 

pabnl baut PT Sumisari MFG Ltd Penggugat merencanakan membangun peru 

mahan d1 atas tanah tersebut dan telah mendapat persetujuan dan Dmas Tata Kota 

J alarta Barat 

Sementara 1tu PT Sum1san MFG Ltd memihki tanah yang lokasmya alan 

terlena proyel pembangunan sodetan sungru berdasarkan rencana tata kota tahun 

1979 Agar tanahnya udal terkena proyek tersebut mala PT Surmsan MFG Ltd 

mengaJulan perubahan rencana tata kota yang aklumya menyebabkan rencana pro 

yek sodetan sungru tersebut mengenru tanah rmhl PT Masa Kreas1 

Ak1bat perbuatan tersebut PT Masa Kreas1 mengajukan gugatan ) ang pada 

pololnya mengatalan bahwa pembangunan untul kepentmgan umum yang alan 

melewat1 tanahnya adalah udal sah karena perubahan rencana tata kota telah teqad1 

karena usul atau perm1ntaan PT Sum1san MFG Ltd 

Pengadllan Negen Jakarta Barat membenarkan gugatan Penggugat dan Pe 

ngadllan Tmggt DKI Jakarta menguatlan Putusan Pengadllan Negen Jakarta Barat 

tersebut Mahkamah Agung Juga menguatkan Putusan Pengadllan Tmggt DKI Jakar 

343 L1hat Hennan Slaats et al Op Cit hal 84 85 
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ta tersebut dengan mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan me 

Iawan hukum dan memermtahkan kepada Para Tergugat mengembal1kan rencana tata 

kota yang d1tentukan pada tahun 1979 dan mencabut rencana tata kota yang baru 

yang dbuat pada tahun 1980 

Dmr kasus dr atm dapat drsrmpulkan bahwa proyek pembangunan sodetan 

sungaz yang telah dzbuat sesuaz Rencana Tata Kota merupakan kepentzngan umum 

4 14 Perkat a Tentang Kepentmgan Urn urn Dt Pengaddan Amenka Senkat 

a Kasus Be1man v Parker 3-18 US 26 (195-1) 44 

The D1stnct of Columbia Rede' elopment AgenC) bermaksud melakukan 

pembangunan kembah terhadap areal pertanahan yang terletak dt Dtstnct Columbia, 

) ang d1dalarnnya termasuk kawasan rumah ) ang t1dak memenuh1 standard dan ku 

muh Rumah tersebut akan d1bongkar dan akan d1bangun kembalt rumah rumah baru 

'l ang alan dijual kepada masyarakat 

Para permhk rumah yang terkena program pembangunan kembah tersebut 

menggugat tmdakan tersebut dengan alasan sebagru pelanggaran terhadap Amande 

men Kehma Konstitus1 Amenk.a Senkat 

Ma.hlamah Agung Amenka Senkat tidak setuju dan menolak alasan Para 

Penggugat dan mengtjmkan penggunaan IJausul kepentingan umum untuk melaku 

k.an pembersthan daerah kumuh 

Dmz kmus dz at as dapat dzszmpulkan bahwa program pembangunan kembalz 

kawasan kumuh vang dzlakukan oleh pemerzntah me1 upakan kepentzngan umum 

b Kasus Hawall Houszng Authonty v Mzdlaff 467 US 229 (198-1) 4
' 

The Legislature s Plan bermaksud untuk menghapuskan kondiSI pasar tanah 

untuk perumahan yang 1tdak normal ak1bat adanya konsentras1 kepermhkan sebagtan 

besar tanah oleh sebagian kecd masyarakat Konsentras1 kepermhkan tanah beg1tu 

344 L1hat Akhmad Safik Tanah Untuk Kepentmgan Umum Cetakan Pertama (Jakarta Fakultas 
Hukum Uruvers1tas Indonesia Lembaga Studr Hukum dan Ekonorm 2008) hal 25 

~lb!d-hal-25-26--- --- --- -- - --
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dramatls Untuk 1uJuan tersebut Legislatif Hawru1 merancang suatu bentuk perJanJian 

) ang menye1mbangkan an tara kepentmgan ekonom1 dengan klrum para permhk tanah 

bahwa mereka d1cegah dar1 penJualan atas tanah tanah mereka Rencana tersebut 

membenkan lJin penJualan tanah tanah dtmaksud hanya kepada para calon pembeh 

) ang telah memenuh1 persyaratan 

Dalam dengar pendapat dengan masyarakat dtsampmkan bahwa rencana ter 

sebut merupakan suatu kegmtan yang memenuh1 persyaratan kepentmgan umum 

Rencana redistnbust tanah tersebut JUga mencakup proses negosms1 antara para 

lessor dan lessee untuk menentukan harga yang mernadru atas tanah agar ttdak 1atuh 

d1 ba\\ ah harga pasar 

Atas tmdakan tersebut d1 atas maka para pemthk tanah dt Mtdk.Iff menggu 

gat The Hawrut Legislature s Plan untuk menggunakan klausul kepentmgan umum 

dalam rangka redtstnbust tanah dan para lessor k.e les<;ee karena dtanggap bertenta 

ngan dengan Amandemen Kehma Konstltusi Amenka Senkat 

Atas gugatan tersebut Mahkamah Agung Amenka Senkat memutuskan bah 

wa Rencana Leg1slauf Ha\\ ru1 untuk. mend1stnbus1k.an tanah dt M1kdtff sesuru de­

ngan k.lausul kepentmgan umum dan rencana tersebut merupakan suatu cara yang ra 

sronal guna membantu memecahk.an masalah kepermhkan tanah 

DGil kasus dz atas dapat dzszmpulkan bahwa program redzstrzbusz tanah un­

tuk menghzlangkan konsentrasz kepemzlzkan tanah oleh segelzntzr orang merupakan 

kepentmgan umum 

c Kasus Poletown Nezghb01 hood Counczl v Czty of Det10zt 304 N W 2d 455 .f.1 0 
Mzch 616 (1981) 3

4Q 

General Motors bermaksud mencan lokas1 baru untuk pabnk perak.ttan mo 

b1l Karena City of Detr01t sangat berkepentlngan untuk tetap mempertahankan Ge 

neral Motors agar tetap berlokasi di Detroit maka pihak General Motors mermnta 

bantuan k.epada City of Detroit untuk mencankan areal pertanahan untuk kepentl 

346 lbrd hal 26 
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ngan pabnk baru dengan menggunakan emment domam untuk kemudran menJual 

nya kepada General Motors 

Pada tahun 1981 General Motors dan Crty of Detroit dan Hamtramck berko 

laborasr dalam suatu rencana besar (Grand Plan) untuk membawa kembah mdustn 

ke dalam kota yang drpersepsrkan sebagru kota yang sedang sekarat 

Ketlka rencana tersebut sudah berJalan asos1as1 masyarakat Poletown dan 

para mdividu perruhk tanah d1 lokasr tersebut mengajukan gugatan kepada penga 

drlan dengan alasan bahwa penggunaan emment domam dalam pengadaan tanah 

tersebut melanggar persyaratan kepentmgan umum sebagrumana drsebutkan dalam 

Konst1tusi Michigan 

City of Detroit mengajukan alasan bahwa pembangunan pabnk peralotan mo 

bil rruhk General Motors akan membenkan manfaat bagr masyarakat umum dengan 

menghapuskan pengangguran dan merevrtalrasr sendr send1 ekonomr masyarakat 

Para Penggugat mengakm kondrsr ekonorru tersebut dan adanya manfaat eko 

norm yang besar atas rencana pembangunan pabnk tersebut akan tetap1 General Mo 

tors lah ) ang akan mendapatkan keuntungan utama, oleh karena Itu rencana tersebut 

tldak brsa dtsebut sebagru kepentmgan umum 

Mahkarnah Agung Michigan mengatakan bahwa rencana pembangunan pab 

nk perakrtan mobil General Motors tersebut dnJinkan sedangkan keuntungan yang 

akan drperoleh General Motors harus mendapat suatu kaJian dan anahs1s oleh City of 

Detroit ) ang telah mengklrum adanya manfaat bagt masyarakat 

Akhimya Mahkamah Agung Michigan memutuskan bahwa rencana pembu 

atan pabnk perakrtan mobil General Motors d1 Detroit adalah clem dan szgmjicant 

memenuhi syarat kepentmgan umum dan oleh karena rtu proyek tersebut adalah ke­

putusan legtslatrfyang legztzmate 

Darz kasus dz atas dapat dzszmpulkan bahwa pencabutan hak atas tanah 

yang dllakukan oleh pemermtah untuk pembangunan pabrzk mzlzk swasta yang da 

pat menghapuskan pengangguran dan merevztalzsasz perekonomzan masym akat 

merupakan kepentzngan umum 
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d Kmus Kelo et a! v Clly of New London eta! 268 Conn 1 843 A 2d 500 
(2005) 347 

Pada tahun 2000 City of London mengesahkan rencana pembangunan yang 

diproyeh.sth.an ah.an menctptah.an leb1h dan 1 000 h.esempatan h.e!]a, memngh.atkan 

penenmaan paJak dan tambahan pendapatan serta merevttahsasi ekonom1 kota yang 

sedang terteh.an 

Guna mencapa1 tujuan tersebut d1 atas maka City of New London menunjuk 

Ne" London De' elopment Corporation untuh. mere' 1tahsas1 eh.onom1 h.ota melalm 

berbagru rencana d1 antaranya pembangunan h.embah 90 acre d1 Fort Trumbull dan 

membujuk the Pfizer Company untuh. membangun fasthtas peneht1an dan pengem 

bangan ) ang mencak.up pembangunan perumahan perh.antoran dan hotel d1 pmggtr 

an laut dengan fasthtas h.ebugaran dan ruang h.onferens1 

Proyeh. tersebut tertahan selama leb1h empat tahun h.arena ada 7 (tujuh) orang 

pem!lth. propert1) ang ada d1 loh.as1 pembangunan menolak. untuk pmdah dan mereh.a 

akhim) a mengajukan gugatan terhadap C1t) of New London karena dtanggap telah 

melanggar penggunaan klausul kepentmgan umum untuh. mengambil ahh areal pro 

pert1 yang berada d1 lokas1 the waterfront development project 

Atas gugatan tersebut Pengadilan Tmgg1 dan Mahkamah Agung Connecticut 

menyatah.an bahwa manfaat yang ak.an dtperoleh masyarak.at dan proyek pembang 

unan watelfiont tersebut adalah jelas Oleh h.arena Itu pembangunan tersebut telah 

memenuh1 syarat h.epentlngan umum untuh. meneraph.an emznent domazn dan oleh 

h.arena Itu h.onstttuswnal 

Para Penggugat mengaJukan bandmg ke Mahkamah Agung Amenka Senkat 

dan memutush.an bah"' a penggunaan emment domazn untuh. mengambil allh tanah 

loh.as1 waterfi ont de-velopment project memenuhi asas kepentmgan umum seba 

grumana dtsebutkan dalam Amandemen Kehma Konst1tus1 Amenka Senkat 

Dan kasus dz atas dapat dzszmpulkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang 

dzlakukan oleh pemerzntah untuk membangun faszlltas penelztzan dan pengembang­

an yang mencakup pembangunan perumahan pet kant01 an dan hotel yang membe 

347 lbtd hal 27 28 
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rrkan lowongan kena kepada sekztar 1 000 (r;erzbu) orang memngkatkan penerzma 

an pajakdan tambahan pendapatan :;erta maevttalrsmt paekonomtan ma<>yarakat 

merupakan kepentmgan umum 

Dan 4 (empat) contoh kasus di atas dapat ditank satu lesimpulan bahwayang 

menJadi pertimbangan bagi pengadllan untuk menyatakan suatu pencabutan hak atas 

tanah memenuhi syarat kepentmgan umum, adalah adanya manfaat ekonomis dan 

pembangunan dimalsud bagi masvarakat 

4 15 Penerapan Asas Kepentmgan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan Jalan Tol 

4 15 1 Asas Kepentmgan Umum Dalam KaJian Teontis 

Berdasarkan k!:yian teontis terhadap asas kepentlngan umum yang dibahas 

pada Bab II mala penuhs berpendapat bahwa setidalnya ada 6 ( enam) hal polol 

yang menJadi kntena asas kepentmgan umum yang hams diterapkan dalam penga 

daan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untul kepentmgan umum, yrutu 

a Merupakan kepentmgan seluruh lapisan masyarakat 

b Diluasru dan!atau dirmhki oleh negara 

c Dilaksanakan oleh pemenntah 

d Tidal boleh dipnvatisasi 

e Tidal untul mencan keuntungan dan 

f Dttetapkan dengan undang undang 

4 15 2 Asas Kepentmgan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Ke 
pentmgan Umum 

Sementara ttu berdasarkan peraturan pengadaan tanah untuk kepentmgan 

umum ) ang dtbahas pada Bab III maka kntena asas kepentmgan umum dalam 

peraturan pengadaan tanah untuk lepentmgan umum adalah sebagru benkut 

a Merupalan kepentmgan seluruh lapisan masyarakat 

b Dtlaksanakan oleh pemenntah 

c Dimrhlr oleh pemenntah dan 

d Tidal dtgunalan untul mencan leuntungan 
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4 15 3 Penerapan Asas Kepentmgan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol 

SeJarah telah mencatat bahwa Jalan tol Jagoraw1 yang mulru d1bangun pada 

tahun 197 4 dan selesru pad a tahun 1978 merupakan Jalan to I pertama d1 Indonesta 

Ber tolal dan tahun d1mulrunya (I 974) pembangunan Jalan tol pertama tersebut 

maka pada kesempatan m1 akan d1bahas mengenru penerapan asas kepenhngan 

umum ) ang dtatur dalam peraturan perundang undangan yang d1buat pada kurun 

"aktu tahun 1973 hmgga 2008 dalam krutannya dengan pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalan tol 

.f. 15 3 1 Menurut Inpres Nomor 9 Tahun 1973 48 

Instruks1 Pres1den Nomor 9 Tahun 1973 menetapkan bahwa suatu keg1atan 

pembangunan mempunyru s1fat kepenhngan umum apabda keg1atan tersebut me 

ll) ang1..ut 1..epentmgan bangsa dan negara, danlatau kepentmgan masyarakat luas 

danlatau kepentmgan rak-yat banyak/bersama, danlatau kepentmgan pembangun 
an 349 

Mehhat s1fat kepentmgm umum sebagrumana d1tetapkan dalam Pasal 1 ayat 

(1) Instruks1 Pres1den Nomor 9 Tahun 1973 tersebut suht rasanya untuk menyatakm 

bahwa Jalm tol t1dak mempunyru s1fat kepentmgm umum karena Jalan tol d1pergu 

nakan untuk kepenhngan orang banyak kepenhngan masyarakat luas kepenhngan 

seluruh lap1san masyarakat 

SelanJUtn) a d1tentuk.an bahwa bentuk kegtatan pembangunan ) ang mempu 

nyru s1fat k.epentmgan umum mehput1 13 (t1ga belas) b1dang yang salah satunya 

adalah b1dang pekerJaan umum 350 Dthubungkan dengan keberadaanjalan tol maka 

1..egtatan pembangunanJalan tol merupakan salah satu b1dang pekel]aan umum 

348 Indones1a Instruksz Preszden Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan 
Benda Benda Yang Ada Dz Atasnya Inpres No 9 Tahun 1973 

349 Ibzd Pasal 1 ayat (1) 

350 Ibzd Pasal 1 ayat (2) hurufb 
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Leb1h lanJut d1tentukan bahwa suatu kegmtan atau proyek pembangunan 

dm) atakan mempunym s1fat kepentmgan umum apab1la sebelumnya proyek tersebut 

sudah termasuh. dalam Rencana Pembangunan yang telah d1bentahuh.an lepada rna 

syarakat yang bersangkutan 351 

Proyel Jalan tol adalah merupakan proyek nas10nal d1mana uraian rencana 

proyelnya telah termasul dalam Rencana Pembangunan yang telah disosmhsasikan 

lepada masyarakat melalm berbagm media, dan peruntulan tanah yang d1mohon te 

Iah sesuai dengan Rencana Tata Ruang W1layah (RTRW) atau perencanaan ruang 

"Ilayah atau k.ota yang telah ada Dengan demiiaan p1 oyek Jalan tal telah memwuh1 

szfat kepentmgan umum sebagmmana dtmaksud dalam Pa ml 2 ayat (1) te1 sebut 

4 15 3 2 Menurut Keppres Nomor 55 Tahun J99.J 52 

Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 menetapkan bahwa kepentmgan 

umum adalah kepentmgan seluruh lap1san masyaralat 53 Seluruh laptsan masyaralat 

berarti tidak ada satu klas atau go Iongan masyarah.at ) ang dikecualikan tidal.. ada 

pembatasan t1dak ada dtsk.nmmasi (ba1h. sos1al eh.onorru dan lam sebagamya) Bah 

"a Jalan tol memang d1peruntuklan bagt seluruh lap1san masyarah.at tanpa ada 

pembatasan atau pengecual1an poh.oknya semua warga atau penduduh. dapat atau 

bebas untuk memkmati atau menggunah.an Jalan tol tentunya dengan kewaJiban 

membayar seJurnlah uang sebagru tanf tol 

Selanjutnya terhadap kepentmgan umum m1 Juga d1adah.an pembatasan) mtu 

han) a h.epentmgan pembangunan yang dtlah.uh.an oleh pemenntah dan selanjutnya 

dirruhki pemenntah serta ttdak. d1gunakan untuk mencan h.euntungan 354 

Pro) eh. Jalan tol merupakan proyek. nas10nal yang dtselenggarah.an oleh pe 

menntah karena penyedtaan Jalan termasuk Jalan to I merupah.an h.ewaJtban pemenn 

351 Ibzd Pasal 2 ayat (I) 

352 lndonesta Keputusan Preszden Tenta11g Pengadaan Ta11ah Bagz Pelaksmzaa11 Pernbanguna11 
Untuk Kepentmgan Urnurn Keppres No 55 Tahun 1993 

353 Ibrd Pasal 1 angka 3 

354 Ibrd Pasal 5 ayat (I) 
------ -- --- -- --- -----
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tah Tanah tempat d1bangunnya Jalan tol termasuk Jalan tol benkut bangunan dan 

perlengk.apan serta segala sesuatu yang ada d1 atasnya merupak.an asset atau m1hk. 

pemermtah dalam hal mi Departemen PekerJaan Umum 

Pembangunan Jalan tol memerlukan b1aya mvestas1 yang sangat besar sehmg 

ga setmp pemaka1an atau penggunaannya atau pemanfaatannya harus d1barengt de 

ngan k.ewaJiban untuk. membayar uang tol Jadi t1dak gratis Uang tol yang terk.umpul 

tersebut alan d1gunakan untuk. bmya operas10nal pemehharaan pengamanan dan 

lam sebagamya, Jadi tidal serta merta uang tol tersebut merupakan pemasukan yang 

menJadi keuntungan 

Namun demd....tan tidal dapat d1sangkal bahwa operator Jalan tol sebagru 

mana layak.nya perusahaan pada umumnya, sudah past1 mempunyru tuJuan untuk. 

mencan untung Jadz unsur tzdak mencan keuntungan znz memang tzdak te1 penuhz 

oleh kegwtan atau usaha ]alan to! 

Terhadap hal 1m Adnan Suted1 menyatakan sebaga1 benkut 355 

banyak teiJadt kasus pembebasan tanah bahkan sampru dengan penca 
butan hak atas tanah mihk seseorang yang tidak dunng1 dengan kompensas1 
ganti rugt yang layak dengan alasan untuk kepentingan umum seperti sa 
lah satunya adalah pembangunan Jalan layang (fly over) dan Jalan tol Pa 
dahal pembangunan Jalan layang (fly over) dan Jalan tol bukanlah untuk. 
k.epentmgan umum melrunkan penyed1aan sarana Jalan yang disedtak.an 
k.husus untuk. para pengemudt kendaraan bermotor roda empat atau lebih 
yang dtkenak.an tanf btaya masuk d1 mana pengelolaannya dtlakukan oleh 
PT Jasa Marga sebagru Badan Usaha Mthk Negara yang dalam menJalankan 
usahan) a selalu mencan keuntungan untuk pembtayaan usahanya dan pengo 
peras10nalannya Irulah bentuk kerancuan dan tstilah kepentmgan umum 
sebagrumana dttegaskan dalam Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 1993 

Selanjutnya, dttentukanjuga daftar k.egtatan pembangunan untuk kepentlngan 

umum terse but ) ang salah satunya adalah Jalan umum 356 Mengenru pengertlan Ja 

lan umum m1 orang awam senng salah sangka dengan mengatakan bahwa Jalan 

umum adalah Jalan) ang dtpergunakan secara bebas oleh umum tanpa perlu mem 

355 Adnan Suted1 Op Czt hal 55 

356 Indonesia Op Czt Pasal5 a)'at (1) hurufa 
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bayar seJumlah uang alms gratrs Contoh Jalan umum adalah Jalan propmsr Jalan 

kabupaten/kota, Jalan kecarnatan dan ]alan desa Berdasarkan pengert1an tersebut 

maka orang awarn mengatakan bahwaJalan to! trdak termasuk sebagar Jaian umum 

Jadr Jalan to! trdak memenuhr kntena sebagar kepentmgan urn urn 

Orang awam boleh saJa berpendapat demrkran dan hal rtu tentunya sah sah 

saJa, akan tetapr undang undang telah mempunyar pengertran tersendm mengenar 

Jalan Jalan umum Jalan IJmsus dan Jalan to! Jalan adalah suatu prasarana perhu 

bungan darat dalarn bentuk apapun mehputi segala bagran Jalan termasuk bagran pe 

Iengkap dan perlengkapannya yang drperuntukkan bagr Ialu lmtas 357 

Jalan umum adalah Jalan) ang drperuntukkan bagr lalu Imtas umum ' 58 Jalan 

khusus adalah Jalan selarn danpada yang termasuk dalarn huruf f [maksudnyaJalan 

umum] 359 Jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakarnya drkenakan 

ke\\ aJrban membayar to! 360 

Dm 1 ketentuan te1 sebut Jelas krranya bahwa ;alan to! tel masuk sebagaz Jalan 

umum dan oleh kmenanya;alan to! memenulu syatat sebagat kepentzngan umum 

4 15 3 3 Menw ut Perpres Nomo1 36 Tahun 2005361 

Peraturan Presrden Nomor 36 Tahun 2005 menetapkan bahwa kepentmgan 

umum adalah lepentmgan sebagran besar laprsan masyarakat 62 Sebagran besar Ia 

prsan mas) arakat berartr ada sebagran kecll laprsan mas) arakat yang drkecuahkan 

Penggunaan rstrlah sebagran besar mr trdak Jelas apa maksud dan tuJuarmya, padahal 

357 Indonesra Undang Undang Tentang Jalan UU No I3 Tahun I980 LN Tahun I980 No 83 
TLN No 3I86 Pasal I huruf e 

358 !bed Pasal 1 huruf f 

359 lb1d Pasal I huruf g 

360 !bed Pasal I hurut h 

361 Indonesia Peraturan Prescden Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan 
UntuJ. Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahun 200) 

362 !bed Pasal I angka 5 
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kepentmgan umum ttu stfatnya adalah terbuka untuk stapa saJa tanpa ada pengecu 

ahan 

Penuhs berpendapat bahwa penggunaan tstilah sebagtan besar mt tidak te 

pat sama sekalt dan ttdak ada relevansmya dengan apa yang dtmaksudkan dengan k.e 

pentmgan umum ttu sendm Bahwa jalan tol memang dtperuntukk.an bagt seluruh 

laptsan masyarakat tanpa ada pembatasan atau pengecualtan pok.ok.nya semua warga 

atau penduduk. dapat atau bebas untuk. memk.matt atau menggunakanjalan tol tentu 

nya dengan kewajtban membayar sejumlah uang sebagat tartftol Jadt jalan tol bulan 

hanya untuk kepentmgan sebagtan besar laptsan masyarakat melrunkan untuk. kepen 

tmgan seluruh lapzsan masyarakat 

SelanJ utnya, dttentukan Juga daftar k.egtatan pembangurtan untuk kepentmgan 

umum tersebut ) ang salah satunya adalah Jalan to I 363 Anehnya dalam Peraturan 

Prestden Nomor 36 Tahun 2005 mt Jalan umum dan Jalan tol dtsebutkan sekahgus 

Mungk.m Jtka dengan men) ebutkan Jalan umum saJa terk.esan ttdak tegas dan ttdak 

spestfil sehmgga Jalan tol harus JUga dtsebutkan 

Penyebutan ]alan tal dalam daftar kegwtan pembangunan tersebut memzlzkz 

at tz yang sangat kuat bahwa ]alan tal merupakan kepentmgan umum 

4 15 3 4 Menurut Pe1 pres Namor 65 Tahun 2006364 

Pengerttan kepentmgan umum dalam Peraturan Prestden Nomor 65 Tahun 

2006 tetap mengacu kepada Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2005 yang mene 

tapk.an bahwa kepentmgan umum adalah kepentmgan sebagtan besar laptsan rna 

S"\ aralat 65 Sebagtan besar laptsan masyaralat berartl ada sebagtan lecd laptsan rna 

S) arakat yang dtkecuahkan Penggunaan tsttlah sebagtan besar mt tldak Jelas apa 

163 Ibzd Pasal 5 huruf a 

364 Indonesia Peratwan Preszden Tentang Perubahan Atas Pe1atwan Preszden Nomm 36 Tahun 
?005 Tentang Pengadaan Tanah Bagz Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum Per 
pres No 65 Tahnn 2006 

365 Indonesia Peraturan Prestden Tentang Pengadaan Tanah Bagt Pelaksanaan Pemba11gunan U11 
tuk Kepentmgan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal I angka 5 
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maksud dan tujuannya, padahal kepentmgan umum rtu srfatnya adalah 

terbuka untuk srapa saJa tanpa ada pengecualran 

Penuhs berpendapat bahwa penggunaan rstrlah sebagran besar m1 t1dak te 

pat sama sekal1 dan tidak ada relevansmya dengan apa yang d1maksudkan dengan ke 

pentmgan urn urn Itu sendm Bahwa Jalan tol memang d1peruntukkan bag1 seluruh Ia 

prsan masyarakat tanpa ada pembatasan atau pengecualran, pokoknya semua warga 

atau penduduk dapat atau bebas untuk merukmatr atau menggunakan Jalan tol ten 

tun) a dengan kewaJiban membayar sejumlah uang sebagar tanf tol Jad1 Jalan tol 

bukan hanya untuk kepentmgan sebag~an besar Iaprsan masyarakat melamkan untuk 

kepentmgan seluruh Iaprsan masyarakat 

Selanjutnya terhadap kepentmgan umum mr Juga d~adakan pembatasan yrutu 

hanya kepentmgan pembangunan yang drlaksanakan oleh pemenntah atau pemenn 

tah daerah dan selanjutnya dmuhkl atau akan dtrmhkr oleh pemenntah atau peme 

nntah daerah 366 

Penuhs berpendapat bahwa penggunaan kata akan dalam kata akan d1m1 

hk.1 ndak Jelas apa maksudnya, karena sebelurnnya sudah secara Jelas dan tegas ada 

kata selanjutnya dmuhkr Penggunaan kata akan m1 mengandung makna seolah 

olah pemenntah bel urn pasti merruhkr proyek drmaksud Drhubungkan dengan jalan 

tol maka ]alan tol d1selenggarakan oleh pemenntah dan dmuhkl oleh pemenntah 

J adr J alan tol memenuh1 S) arat sebagru kepenungan umum 

Selanjutn) a, drtentukan juga daftar kegiatan pembangunan untuk kepentmgan 

umum tersebut yang salah satunya adalah Jalan to I 367 Anehn) a dalam Peraturan 

Presrden Nomor 65 Tahun 2006 mr Jalan umum danjalan tol drsebutkan sekal1gus 

366 Indonesia, Peraturan Preszden Tentang Perubahan Alas Peraturan Preszden NomOI 36 Tahun 
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bag1 Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepenhngan Umum Per 
pres No 65 Tahun 2006 Pasal 5 

367 lbzd Pasal 5 huruf a 
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Penyebutan ;alan to/ dalam daftar ke&wtan pembangunan ter!}e-but memzlzk1 

artt yang sangat kuat bahwa ]alan to! merupakan kepentmgan umum 

Berdasarkan urman tersebut dz atas dapat dz!}zmpulkan bahwa 

a Krlferza asas kepentmgan umum yang dlterapkan dalam pembangunan Jalan to! 

adalah '>ebagaz berzkut 

- Me1 upakan kepentzngan se/uruh lapzsan masyarakat 

- Dzmzlzkz oleh pemerzntah 

b Kntena asas kepentzngan umum yang ttdak dzterapkan dalam pembangunan 

;alan to! adalah sebagaz berzkut 

- Dz/aksanakan oleh pemermtah ka~ena dalam pwkteknya pengusahaanJalan 

to! dzlaksanakan oleh Badan Usaha bazk mzlzk pemerzntah maupun mzlzk 

swasta 

Tzdak dzgunakan untuk mencarz keuntungan karena dalam prakteknya Ba­

dan Usaha selaku suatu Perseroan Te1 batas sudah pastz mempunvaz on en 

tasz untuk mencmz keuntungan 

- Duetapkan dengan undang undang karena ;alan tol sebagaz kepentmgan 

umum hanya dztetapkan berdasm kan Pe1aturan Preszden 

4 15 4 TerJadt Pergeseran Pengertlan Kepentmgan Umum 

Pengertlan k.epentmgan umum dalam Instrukst Prestden Nomor 9 Tahun 1973 

terkesan terlalu luas hal mana dapat dthhat dan kata kata k.epentmgan pembangun 

an tanpa men) ebutk.an stapa pelak.sanan) a dan stapa perruhknya Pembangunan da 

pat dllaksanakan dan dtrruhkl oleh pemenntah maupun swasta Contohnya btdang 

lesehatan dan btdang olah raga Kedua brdang tersebut dapat ddalsanalan dan drmt 

hk.t bruk. oleh pemenntah maupun swasta Apak.ah rumah saktt swasta dan kolam 

renang rmhk swasta layak dtsebut sebagru kepentmgan umum? Tentu sekalt ttdak 

Sementara ttu dalam Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 1993 dttetapkan 

bah'\\a suatu kegtatan pembangunan mempunyru stfat kepentmgan umum apablla 

kegtatan pembangunan tersebut dtlakukan oleh pemermtah dan selanJutnya dtrruhk.t 

pemenntah serta ttdak dtgunakan untuk mencan keuntungan 
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Inti perumusan kepentmgan umum menurut Keputusan Pres1den Nomor 55 

Tahun I 993 mi adalah diiak.uk.an oleh pemenntah dimihki oleh pemermtah dan t1 

dak. mencan k.euntungan Sebagru contoh rumah sak.1t m1hk. pemenntah gedung se 

kolah miltk pemenntah stad10n olah raga mihk pemenntah dan lam lam Pokoknya 

salah satu patokannya haruslah m1hk pemenntah 

Kemud1an batasan lamnya adalah tidal boleh mencan keuntungan P1hak 

swasta sudah pasti bertuJuan untuk mencan k.euntungan Bagrumana dengan perusa 

haan Badan Usaha M1hk Negara (BUMN) ? Yang namanya BUMN selaku perusa 

haan (kecuah perusahaan Jawatan/PeiJan) tetap saJa mencan keuntungan Jad1 dalam 

hal Im k.epentmgan umum Itu secara tegas ada pembatasarmya Pihak swasta t1dak. di 

mungk.mk.an memihki suatu k.eg1atan yang bers1fat l.epentmgan umum Karena 

beg1tu tegasnya pembatasan k.epentmgan umum dalam Keputusan Pres1den Nomor 

55 tahun 1993 m1 maka banyak. para ahh menduk.ung dan setuju dengan perumusan 

k.epentmgan umum vers1 Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 tersebut dan 

selalu menJadt acuan dan bahan pembandmg bag1 perumusan kepentmgan umum 

) ang d1atur dalam peraturan perundang undangan yang baru 

Mana SW SumardJono merupakan salah seorang ahh yang sangat setuJU de 

ngan rumusan l.epentmgan umum versi Keputusan Pres1den Nomor 55 Tahun 1993 

dan menentang rumusan k.epentmgan umum vers1 Peraturan Pres1den Nomor 36 

Tahun 2005 karena memasukkan Jalan tal sebagm salah satu kegmtan yang bersifat 

k.epentmgan umum dan hapusnya atau hilangnya t1ga kntena kepentmgan umum 68 

SelanJUtn) a Mana SW men) atakan sebagru benkut 69 

Mengmgat perpres Inl [Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2005] berma 
salah brnl. dar1 seg1 substans1 maupun wadahnya serta berpeluang tidal. ber 
laku secara sosiOlogis mal.a perlu d1tunda pemberlakuann) a Untuk mence­
gah 1.e1.osongan huk.um Keppres No 55/ 1993 dtberlakul.an l.embal1 untuk. 
sementara waktu samprn dengan terbentuknya undang undang tentang penga 
daan tanah Benar bahwa setelah berlak.unya UU No 10/2004 tentang Pem 
bentukan Peraturan Perundang undangan penerbttan keppres ttdak lagt d1 

3 8 Mana SW Sumardjono Kebljalmn Pertanahan Antara Regulas1 Dan Implementas/ Ed1s1 Re 
VlSl Cetakan Keempat (Jakarta Penerbtt Buku Kompas 2006) hal 109 

- ------ ~69 Ib1d hal-110 -- -- -- -- --
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mungkmkan (Pasal 7) Namun Keppres No 55/1993 yang semestmya tetap 
berlaku hila ttdak dtgantl dengan perpres yang bermasalah m1 dapat dtber 
lakukan kembah dengan membaca keputusan prestden sebagm peraturan 
prestden sesum Pasal 56 UU No 10/2004 

Penuhs Juga sependapat dengan rumusan kepentmgan umum verst Keputusan 

Prestden Nomor 55 Tahun 1993 tersebut kecualt mengenru batasan tidak dtguna 

lan untul mencan leuntungan yang dalam lenyataannya tidal dapat dtpenulu 

Apakah saat m1 masth ada mfrastruktur mthk pemenntah yang tidak dtkelola 

oleh suatu perusahaan yang notabene bertujuan untuk mencan keuntungan? Jawa 

bannya memang maslh ada, tap1 hanya beberapa btdang saJa, yakm Jalan umum 

yang dtkelola oleh Departemen PelefJan Umum cq Dtreltorat Jenderal Bma Marga 

dan mgast) ang dtkelola oleh Departemen PekefJaan Umum cq Dtrektorat Jenderal 

Pengmran 

Sementara rtu mfrastruktur brdang telelomunrkasi sudah dtkelola oleh PT 

Tellom dan PT Indosat bandar udara oleh PT Angkasapura, pelabuhan oleh PT 

Pehndo angkutan sungar danau dan perarran pedalarnan oleh PT ASDP dan hstnl 

oleh PT PLN kereta apt oleh PT KAI 

Rumusan pengerhan kepentingan umum dalarn Peraturan Prestden Nomor 65 

Tahun 2006 JO Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2005 menetapkan bahwa lepen 

tmgan umum adalah kepentingan pembangunan yang dtlalsanakan oleh pemenntah 

atau pemenntah daerah dan selanJUtn) a dtrruhkl atau akan dtrruhkt oleh pemenntah 

atau pemenntah daerah Rumusan 1m hrunprr sama dengan rumusan kepentingan 

umum verst Keputusan Presrden Nomor 55 Tahun 1993 Bedanya adalah mengenm 

ttdak boleh dtgunakan untuk mencan leuntungan yang tadmya terdapat dalam 

Keputusan Presrden Nomor 55 Tahun 1993 menJadt hllang dalam Peraturan Pre 

s1den Nomor 65 Tahun 2006 JO Peraturan Prestden Nomor 36 Tahun 2005 

Hllangnya rurnusan tidak boleh dtgunakan untuk mencan keuntungan mt 

ban) ak menuar komentar negatlf dan berbagat kalangan khususnya para akaderms1 

dengan mengatakan bahwa rumusan 1tu dilulangkan berkat lobi lobi dan pengusaha 
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Terhadap komentar tersebut penuhs membenkan tanggapan sebagru benkut 

a Secara Ideal memang J..egiatan J..epentmgan umum tersebut tidal-. boleh digunak.an 

untuh. mencari keuntungan bahk.an kalau bisa gratis alms tidal-. bayar sama se 

kalt 

b Jrh.a unsur 'trdah. boleh digunak.an untuk mencan keuntungan drpaksakan harus 

dimuat dalam rumusan kepentmgan umum halrtu berarti bahwa negara atau pe 

menntah harus memonopoh semua h.egtatan h.epentmgan umum ttdak. boleh dt 

serahkan h.epada Badan Usaha Mrhk Negara apalagt rruhk swasta 

c Kalau monopoh yang teiJadi apah.ah pemermtah mempunyru dana dan sumber 

dava manus1a untuh. membiaym dan mengurus seluruh J..eg1atan J..epentmgan 

umum ? Apakah monopoh tidal-. bertentangan dengan Undang Undang ? 
70 

d Memak.sakan unsur trdak. boleh drgunak.an untuh. mencan keuntungan hal ttu 

berartr membatasi objek atau kegratan kepentmgan umum yang artmya kebutuh 

an maS) arak.at ak.an kepentmgan umum menJadr terbatas sehmgga pada akhim) a 

merugth.an masyarak.at rtu sendm 

4 15 5 Kepentmgan Umum Harus Dtselenggarakan Pemenntah 

Berhubung karena k.epentmgan umum menyangk.ut hajat rudup orang ban) ak. 

mak.a h.epentingan umum rtu harus dtJamm kelangsungan dan keamanan operasro 

nalnya, bark darr segt tekrus maupun nontekms sepertr masalah hukum 

Oleh karena ttu mak.a pemenntah dengan k.ewenangan yang dtbenkan oleh 

negara harus berperan sebagm pen) elenggara kepentmgan umum yang mehputt pe 

ngaturan pembmaan pengusahaan dan penga\\asan 371 Jadt mengenru kepentmgan 

umum m1 ttdak cukup hanya dengan kata ddak.sanakan oleh pemenntah melarn 

kan harus dengan kata dtselenggarakan oleh pemenntah karena kata dtseleng 

garah.an mempunyar pengertran ) ang lebrh luas dan dalam drbandmgk.an dengan 

h.ata dtlaksanak.an Dengan demtkian suatu badan usaha rruhk pemenntah ataupun 

370 L1hat Indonesia Undang Undang Tentang Larangan Praktek~Monopoh Dan Persamgan Usaha 
Tzdaf.. Sehat UUNo 5 Tahun 1999 LNTahun 1999 No 33 TLNNo 3817 

3 1 Lihat Catatan Kalu No 245 305 306 307 dan 312 313 314 Konsep pengusahaan Jalan tol d1 
_____ ____......,donesia..dapatmenJadl-lnodel untllk: pengusahaan kepent TJ.gan-LmLm pada b1dang la=ya----------
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mthk swasta tldak dapat secara septhak membangun fasthtas kepentmgan umum tan 

pa adan) a IJm dan pemenntah sebagm penguasa yang menyelenggarak.an k.epentr 

ngan umum 

4 15 6 Kepentmgan Umum Harus Dtm1hk1 Pemenntah 

Berhubung karena kepentmgan umum menyangk.ut h<yat htdup orang banyak. 

mak.a k.epentmgan umum Itu harus dtJamm kelangsungan dan keamanan operas10nal 

nya bath. dan seg1 tek.rus maupun non tekms sepert1 masalah hukum 

Apabtla operator suatu kegtatan kepentmgan umum menghadap1 masalah hu 

kum d1 pengaddan mak.a ada kemungkman bah" a p1hak Ia wan akan mengajukan s1 

ta Jamman terhadap aset p1hak operator yang berupa bangunan fistk k.epentmgan 

umum dtmak.sud Kalau hal 1tu sampat tel]adt maka tentunya penyttaan tersebut 

aJ....an sangat menggangu bahJ....an dapat menghenttkan layanan kepentmgan umum ter 

sebut atau k.epentrngan umum tersebut ttdak. dapat bel]alan atau operas10nal Akibat 

nya adalah masyarakat sebagat pengguna Jasa kepentmgan urn urn tersebut akan me 

ngalam1 kerugtan 

Hal lam yang mungkm tel]adt adalah btlamana barang atau bangunan fist1.. 

J....epentmgan umum tersebut diJadikan sebagm Jarrunan utang k.e lembaga J....euangan 

atau lembaga perbankan Kalau utang tersebut suatu saat dalam k.eadaan macet mak.a 

pthak. kredttur dapat melakukan lelang eksekust terhadap barang atau bangunan fist1.. 

J....epentmgan umum tersebut 

Berdasarkan hal terse but maJ....a merupak.an suatu keharusan bah" a pemenn 

tah harus ber1..edudu1..an sebagat pemlhk atas barang atau bangunan fistk. J....epentmgan 

umum Kalau pemenntah sebagat pelllihk atas aset kepentmgan umum tersebut rna 

ka sesua1 dengan k.etentuan undang-undang 72 terhadap aset negara atau pemenntah 

tldak boleh dllak.ukan suatu penyttaan secara hukum 

372 Lthat Indonesta Undang Undang Tentang Petbendaharaan Negata UU No 1 Tahun 2004 
LN Tahun 2004 No 5 TLN No 4355 Pasal 50 bubr d yang menyatakan bahwa 'Pthak manapun 
d1larang melak-ukan penyttaan terhadap barang tak bergerak dan hak kebendaan lamnya llllhk negara/ 
daerah JO Indzsche Comptabzllteztswet (ICW) Staatsb1aad Tahun 1925 No 448 sebagmmana telah 
beberapa kah dmbah, terakhrr dengan UU No 9 Tahun 1968 LN Tahun 1968 No 53 TLN No 2860 
Tanah mthk negara yang dtgunakan untuk kepentmgan mnum dalan1 rangka menJa1ankan tugas 
kenegaraan da1anl hal tm melaksanakan pembangunan naswnal ttdak dapat dtletakkan s1ta Jamman 
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Dalam perJanJian pengusahaan Jalan tol antara pemenntah dengan swasta 

secara tegas dmyatakan bahwa tanah tempat d1bangunnya ]alan to! termasuk Jalan tol 

dan bangunan yang ada d1 atasnya, adalah m1hk pemenntah dan tidak boleh diJadi 

kan sebaga1 Jarrunan utang terhadap p1hak manapun Juga Hal m1 berart1 bahwa aset 

kepentmgan umum tersebut berada dalam keadaan aman secara hukum hal mana 

merupakan aspek yang sangat pentmg dalam pelayanan untuk kepentmgan umum 

Dalam perkara gugatan perdata, Kasus Mustafa Rachman v PT Jasa Mm ga 

(Pet set o) No 188/Pdt/2005/PN Jak T1m Penggugat dalam gugatannya mengaJU 

kan S1ta Jamman terhadap tanah yang d1klmm sebagm mihknya, ) ang notabene 

sudah menJadJ Jalan tol Majehs Hak1m mengabulkannya dengan mengeluarkan 

Penetapan S1ta Jamman 

Pada waktu Juru s1ta Pengadilan Negen Jakarta T1mur melaksanakan peny1ta 

an ke lokas1 maka JUru sita tersebut tidak dapat melaksanakan peny1taan dengan ala 

san bahwa tanah yang d1maksud oleh Penggugat tern) ata sudah berubah menJadi 

]alan tol yang menJadi aset atau m1hk pemenntah sehmgga secara hukum peny1taan 

tldak dapat dllaksanakan Akhim) a dalam putusanoya, Majehs Hakim menolak sita 

Jamman yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa tanah sengketa telah 

berubah menJadi aset negara yang tidak dapat d1s1ta sebagmmana tern) ata dalam 

Benta Acara S1ta Jamman No 188/Pdt G/2005/PN Jkt TimJO No 15/CB/2005 tang 

gal 25 Agustus 2005 

Berdasarkan urman dan contoh kasus d1 atas Jelas kuanya apa urgensmya ba 

rang atau bangunan fis1k kepentmgan umum harus menJadi m1hk pemenntah 

4 15 7 Konstruks1 Hukum Jalan Tol 

S1apapun yang menJadi In\ estor dan/atau operator Jalan tol bruk badan usaha 

(m1hk pemenntah atau mihk swasta nas10nal ataupun p1hak asmg) maka konstruks1 

hukumJalan tol adalah sebagru benkut 

Hal mana secara tegas d~atur dalam Pasal 65 dan 66 UU No 9 Tahun 1968 Tentang Perbendaharaan 
Indonesw (lndJsche Comptab1hteJtsJ1et) dan Putusan Mahkarnah Agung RI No 2539 K/PDT/l985 

_ ______,ta""'nggaU_Q_Juh 1987 ____ _ 
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a Kepenuhkan atas Jalan tol berada d1tangan pemenntah artmya sert1p1kat tanah 

Jalan tol tercatat atas nama pemenntah cq Departemen PekerJaan Umum dengan 

alas hak berupa Hak Pakru 

b Tanf Jalan tol d1kendal1kan dan dttentukan oleh pemenntah cq Menten Peker 

Jaan Umum 

c Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan tol dtkendaltkan dan dtlaksanakan 

oleh pemenntah cq Pan1t1a Pengadaan Tanah 

d Peruntuk.an dan manfaat Jalan tol adalah untuk kepentmgan seluruh lap1san rna 

syarakat tanpa k.ecual1 

e Pembmaan terhadap Jalan tal berada dt tangan pemenntah selak.u penguasa dan 

permhk. atas Jalan tol 

f Penyelenggaraan terhadap Jalan tol berada d1 tangan pemenntah 

g Pengaturan terhadap Jalan tal berada dt tangan pemenntah cq Badan Pengatur 

Jalan Tal selaku regulator 
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BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan permasalahan yang d1sebutkan pada Bab I kaJian teontls 

terhadap kepentmgan umum yang ada pada Bab II dan sejarah peraturan pengadaan 

tanah untuk pembangunan kepentmgan umum pada Bab III serta pembahasan 

dan/atau anahs1s yang d1buat pada Bab IV maka pada Bab V m1 penuhs membuat 

Kes1mpulan dan Saran sebagm benkut 

51 Kes1mpulan 

Dalam k.aJian teontls kntena kepentmgan umum adalah sebagm benkut 

a merupakan kepentmgan bangsa dan negara, 

dan/atau kepentmgan rak-yat banyak/masyarakat luas 

dan/atau kepentmgan pembangunan 

dan/atau kepentmgan perekonommn negara, 

dan/atau kepentmgan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat 

b d1kuasm danlatau d1rmhk1 oleh negara, 

c t1dak boleh dtpnvatisasi 

d tJ.dak d1gunakan untuk mencan keuntungan 

e d1tetapkan dengan undang undang 

Semng dengan rumusan dan ruang hngkup kegmtan kepentmgan umum) ang 

mas1h sermg berubah ubah maka kntena kepentmgan umum juga senng 

berubah antara peraturan yang terdahulu dengan peraturan yang menggan 

tJ.k.annya 

W alaupun ada perbedaan kntena kepentJ.ngan umum antara peraturan yang 

terdahulu dengan peraturan yang menggant1karmya, kntena kepentJ.ngan 

umum yang terdapat dalam peraturan tentang pengadaan tanah bag1 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentJ.ngan umum (sejak Undang Undang 

127 Umvers1tas Indonesia 

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH UI, 2008 



128 

Nomor 20 Tahun 1961 hmgga Peraturan Pres1den Nomor 65 Tahun 2006) 

ada1ah sebagru benk.ut 

a merupak.an k.epentmgan bangsa dan negara 

dan/atau kepentmgan masyarakat luas 

dan/atau k.epentmgan rakyat banyak/bersama 

dan/atau kepentmgan pembangunan 

dan/atau k.epentmgan seluruh lap1san masyarakat 

dan/atau kepentmgan sebag1an besar lap1san masyarakat 

b dllak.ukan oleh mstans1 pemenntah, 

dan/atau dtlaksanaka~~ oleh pemermtah atau pemenntah daerah 

c dimihk1 oleh pemenntah 

dan/atau dimihki oleh pemermtah atau pemermtah daerah 

dan/atau akan dimihkl oleh pemenntah atau pemermtah daerah 

d tldak dtgunakan untuk mencan keuntungan 

2 Asas kepentmgan umum dalam ketentuan hukum pos1t1f Indonesia t1dak 

d1terapkan secara k.ons1sten karena rumusan dan ruang lmgkup k.egmtan ke 

pentlngan umum maslh senng berubah ubah se1nng dengan perubahan suatu 

peraturan ak1bat dan perubahan onentas1 pohtlk pembangunan pemermtah 

3 Masalah hukum yang muncul dalam pengadaan tanah untuk. pembangunan 

Jalan to I ada1ah sengk.eta mengenai gant1 rugi yang mehputi besam) a mlru 

atau harga tanah masalah perbedaan luas tanah pembayaran ganti rug1 yang 

salah sub) eknya, dan tuntutan gantt rug1 oleh orang yang t1dak berhak. 

Serauh penehtlan penuhs ttdak ada masalah hukum yang muncul dalam 

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan tol berupa sengketa penolakan 

dan warga masyarakat yang menyatakan bahwa ]alan tol bukan merupakan 

kepentlngan umum 
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4 Berdasarkan pembahasan dan anahs1s terhadap kaJian teontls asas kepen 

tmgan umum dan peraturan tentang pengadaan tanah bag1 pelak.sanaan pem 

bangunan untuk k.epentmgan umum mak.a Jalan tol tidak. memenuh1 k.ntena 

kepentmgan umum, karena tidak d1lak.sanakan oleh pemenntah d1gunakan 

untuk. mencar1 keuntungan dan t1dak d1tetapk.an dalam undang undang 

52 Saran 

Berhubung k.arena kepentmgan umum merupakan k.epentmgan dasar manus1a 

) ang men) angkut hajat h1dup orang banyak. maka pengadaan tanah bag1 

pelak.sanaan pembangunan untuk. k.epentmgan umum harus dmtur dalam 

undang undang (t1dak. cukup Peraturan Pres1den) k.arena sebagru haJat h1dup 

orang banyak. harus mehbatk.an lembaga legislatif (Dewan Perwak.dan Rak 

yat) sebagru lembaga resm1 wak.II rak.yrat 

2 Mengenru rumusan kepentmgan umum, d1sarank.an agar memuat kntena se 

bagru benkut 

a merupak.an kepentmgan seluruh lap1san masyarak.at 

b d1selenggarak.an oleh pemenntah 

c dumhk.I oleh pemenntah 

d dllak.sanak.an oleh pemenntah atau k.eiJasama pemenntah dengan badan 

usaha (rruhk negara atau swasta) dan 

e tanfu) a dltentukan oleh pemenntah dengan persetuJuan Dewan Perwa 

k.1lan Rak; at 

3 D1sampmg rumusan kepentmgan umum tersebut tetap JUga d1perlukan ada 

nya daftar keg~atan pembangunan untuk kepentmgan umum yang d1buat se 

cara terpermci dalam undang undang d1maksud Daftar kegmtan 1m d1buat 

guna menghmdan penafsuan yang berbeda beda dan penyalahgunaan terha 

dap rumusan kepentmgan umum Itu sendm 
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4 Keg~atan atau usaha kepentmgan umum tersebut bdak perlu atau t1dak harus 

dilalsanalan oleh pemenntah melalw departemen teJ.Jusn) a ak.an tetapr 

boleh d1serahkan J...epada perusahaan rruhk. pemenntah dan/atau p1hal swasta 

dalam rangka kerJa sama pemenntah swasta untuk melaksanakannya sebagm 

operator bukan sebagm pem1hk 
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